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ABSTRAK
Nama: Ahmad Jamaludin Jambunanda, Nim: 172022041. Judul Tesis: Perspektif Figih
Kontemporer tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Asas
Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No.
126/Pdt.G/2013/PTA.JK).

Para ulama dan ahli figih tidak membicarakan harta bersama dalam kitab-
kitabnya, budaya orang Indonesia sejak lama telah menjalankan praktek harta
bersama. Karena adat inilah yang kemudian memunculkan pasal-pasal tersebut
dalam undang-undang resmi negara. Masalah harta bersama merupakan masalah
vital yang sering disengketakan oleh pihak suami ataupun isteri pada saat
terjadinya perceraian. Disinilah dibutuhkan kejelian dari pada hakim untuk dapat
menilai, apakah harta tersebut merupakan harta bersama atau bukan.

Perumusan masalah adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan pembagian harta
bersama akibat perceraian pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam asas
keadilan Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK ? 2). Bagaimana penerapan figih
kontemporer tentang pembagian harta bersama akibat perceraian ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian
harta bersama akibat perceraian pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam
asas keadilan Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. 2). Untuk mengetahui
penerapan figih kontemporer tentang pembagian harta bersama akibat perceraian,

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, menggunakan teori
kredo, teori ijtihad, dan teori keadilan bermartabat, objek penelitian ini adalah
putusan hakim.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Praktek di
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam putusan No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.
pembagiannya 1/3 untuk Terbanding (suami) dan 2/3 untuk Pembanding (isteri)
dengan pertimbangan harta bersama merupakan hasil jerih payah Pembanding.
Terbanding masih mendapat bagian 1/3 dari harta bersama karena pertimbangan
masih mengurusi anak dan memberikan izin kepada Pembanding untuk bekerja.
Sedangkam Pembanding mendapat 2/3 bagian harta bersama, antara lain adalah
Pembanding ikut melunasi utang Terbanding yang dibawa sebelum menikah,
Pembanding ikut menafkahi anak-anak dari isteri pertama Terbanding,
Pembanding tidak menerima nafkah sesuai penghasilan Terbanding karena tidak
ada transparansi pendapatan Terbanding. 2). Harta bersama dalam sebuah rumah
tangga pada mulanya didasarkan atas urf yaitu al-‘adah al-muhakamah (Adat
kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum), yang tidak memisahkan antara hak
suami dan isteri. Harta bersama dalam perkawinan dari sisi teknisnya dapat
dipersamakan dengan bentuk kerjasama (syirkah) yaitu mengambil syirkah amlak
dan syirkah abdan. Syirkah kepemilikan (syirkah amlak). yaitu kepemilikan
bersama atas barang diantara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya salah
satu sebab kepemilikan. Dikatakan syirkah abdan karena adanya kenyataan bahwa
sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia bekerja sama untuk
mendapatkan nafkah hidup sehari-hari dan bentuknya ialah sang suami bekerja
menghasilkan uang dari usahanya dan serta isteri membantu melayaninya dan
memenuhi segala kebutuhannya di rumah.
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ABSTRACT
Name: Ahmad Jamaludin Jambunanda, Nim: 172022041. Thesis Title: Contemporary
Figh Perspective on Sharing Assets as a Result of Divorce in the Principle of Justice
(Case Study of Jakarta Case High Court Decision No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK).

The mufti and experts of figh do not talk about shared treasures in their books,
Indonesian culture has long been practicing shared assets. Because it is this custom
which then raises these articles in the official state law. The problem of joint
property is a vital problem that is often disputed by the husband or wife at the time
of the divorce. This is where carefulness is needed from the judge to be able to
judge, whether the property is shared property or not.

The formulation of the problem is: 1). How is the distribution of shared assets
as a result of divorce in the decision of the Jakarta High Court in the principle of
justice Case No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK? 2). How is the application of
contemporary figh about the distribution of shared assets due to divorce?

The objectives of this research are: 1). To find out the distribution of shared
assets due to divorce in the decision of the Jakarta High Court in the principle of
justice Case No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. 2). To find out the application of
contemporary figh about the distribution of shared assets due to divorce.

This research uses a qualitative research model, using the theory of creed,
ijtihad theory, and the theory of dignified justice, the object of this study is the
judge's decision.

From the results of this research it can be concluded that: 1). Practices at the
Jakarta High Court in the ruling No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. the distribution is
1/3 for Comparable (husband) and 2/3 for Comparator (wife) with due
consideration that joint property is the result of Comparator's labors. Compared to
still receive 1/3 of the joint property only because of consideration still taking care
of children and give permission to the Comparator to work. While the Comparator
received 2/3 of the shared assets, among others the Comparator participated in
paying off the Compared debt that was carried out before marriage, the
Comparator also supported the children of the Comparable first wife, Comparator
did not receive a living according to Compared income because there was no
Comparative income transparency. 2). The existence of shared property in a
household was initially based on the urf, namely al-‘adah al-muhakamah
(customary customs can be used as legal support), which does not separate the
rights of husband and wife. The topic of joint property in marriage from the
technical side can be likened to a form of cooperation (syirkah), namely taking the
syirkah amlak and syirkah abdan. Syirkah ownership (syirkah amlak). That is joint
ownership of goods between two or more people that occurs because of one of the
reasons for ownership, or because of the mixing of assets that are difficult to sort
out and differentiate again. It is said syirkah abdan due to the fact that most of the
husband and wife in Indonesian society work together to earn a living everyday
and the form is the husband works to make money from his business and also the
wife helps serve and meet all their needs at home.
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MOTTO

by 85

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran. (Q.S. al-Nahl (16) : 90)

adang s A1 By JARy 1540KE T i g AiaKs 1315 Al () oottt 1355 OF 1535 &) #

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. al-Nisa’ (4) : 58)
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Literatur bahasa Indonesia mengartikan figh itu biasa disebut Hukum Islam
yang secara definitif diartikan dengan : “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu
[llahi dan penjelasannya dalam sunnah Nabi tentang tingkah laku manusia
mukkalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
Dengan pengertian ini figih itu mengikat untuk semua umat Islam dalam arti
merupakan kewajiban umat Islam untuk mengawalkannya. Kata “munakahat”
term yang terdapat dalam Bahasa arab na-ka-ha, yang dalam bahasa Indonesia
disebut kawin atau perkawinan. Term ini disebut dalam bentuk jama’ mengingat
bahwa perkawinan itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak hal. Islam
memandang penting persoalan pernikahan, hal ini dikarenakan pernikahan
merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun
bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai awal
memulai untuk mencapai tujuan yang lebih baik.*

Manusia sebagai individu memerlukan masyarakat, dan untuk terciptanya
masyarakat yang teratur memerlukan hukum. Oleh karena itu, hukum merupakan
kebutuhan manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa hukum, karena keberadaan
manusia di dunia, dalam masyarakat melalui proses hukum. Seseorang bisa

mengatakan bahwa dia anak (keturunan) dari orang lain (bapak dan ibunya),

' Suparman Usman, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Serang : SUHUDSentrautama, 2010).
p. 57-58.
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karena terjadinya hubungan bapak dan ibunya yang dibenarkan oleh hukum, yaitu
hukum perkawinan.?

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu
menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan
keluarga yang harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat, agama
memberikan tuntunan agar calon suami atau isteri memilih pasangan yang sepadan
(kafa’ah). Perkawinan antara suami dan isteri yang sama-sama beragama Islam
lebih menjamin terciptanya keluarga sakinah mawaddah wa rohmah (harmonis)
karena memiliki keyakinan yang sama, ibadah yang sama, dan satu tujuan hidup
yang sama pula. ltulah model pernikahan utama yang mempertemukan dua cinta
yang dilapisi oleh akidah yang lurus. Dengan demikian, tampaknya sulit untuk bisa
menciptakan sebuah keluarga seperti dimaksud di atas jika suami dan isteri
berbeda keyakinan, dikarenakan terdapat dua sisi yang berbeda, yang satu beriman
dan yang satu kafir, yang satu menarik ke surga dan satu menarik ke neraka. Untuk
itu dalam perkawinan diharuskan adanya kesamaan keyakinan antara suami dan
isteri, dari situ akan melahirkan kesepadanan akhlak dan kesatuan tujuan. Baik
suami maupun isteri masing-masing melaksanakan perintah Islam dan menjauhkan
apa yang dilarang oleh Islam.? Di samping perkawinan itu sendiri, juga perceraian
dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan sesudah perkawinan itu putus

yang dinamakan rujuk.

? Ibid.
* Sapiudin Shidig, Figih Kontemporer, (Jakarta : Kencana, 2017), p. 16
2



Kondisi normal saat ini, tidak ada satupun pasangan suami isteri yang
menginginkan terjadinya perceraian. Institusi perkawinan merupakan legitimasi
sosial hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian
memiliki peran dan status sebagai suami isteri. Diharapkan dari perkawinan
tersebut tercipta keluarga yang bahagia, harmonis, dan selaras antara suami, isteri
dan anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan. Lebih dari itu, institusi
perkawinan dari kelompok masyarakat tertentu memiliki nilai-nilai sakral, karena
merupakan suatu anjuran dari ajaran agama-Nya. Kehidupan berkeluarga diyakini
jauh lebih baik ketimbang hidup sendiri. Dengan demikian, berbagai perilaku
dalam melanggengkan relasi suami isteri dipercaya sebagai suatu perbuatan suci.”

Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam kacamata
Islam. Memang benar bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu
perbuatan yang tidak disukai. Karena itu, ia dibenci Allah. Sedapat mungkin
kekejaman ini harus dihindari dengan sekuat tenaga, baik dari pihak suami
maupun dari pihak isteri. Juga dari kaum keluarga dan mereka yang sanggup untuk
turut serta dalam hal ini, untuk bersama-sama menuntun dan mendamaikan.
Dijelaskan oleh Abdul Rahman sebagai berikut : “Syariat bermaksud membentuk
suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun kalau karena
beberapa tujuan ini gagal, tak perlu lagi memperpanjang harapan-harapan tersebut,
sebagaimana yang diperaktikkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa

perceraian itu tidak diperbolehkan. Islam lebih menganjurkan perdamaian antara

* Kustini, Perceraian di Bawah Tangan, (Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama, 2008), p. 61-62
3



kedua suami isteri daripada memutuskannya. Akan tetapi, jika hubungan baik di
antara pasangan itu tak memungkinkan untuk terus dilangsungkan, Islam pun tidak
membelenggu dengan suatu rantai yang memuakan, mengakibatkan keadaan yang
menyiksa dan menyakitkan. Oleh karena itu, diizinkan perceraian.”5 Dengan
demikian hal-hal di atas mengartikan bahwa ‘“munakahat” artinya adalah
perangkat peraturan yang bersifat amaliah furu’iyah berdasarkan wahyu Illahi
yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk
seluruh umat yang beragama Islam.®

Memahami sumber pokok Figih Munakahat dan merumuskannya dalam
bentuk aturan yang rinci dan bersifat operasional diperlukan kemampuan dan
kesungguhan ilmiah yang disebut ijtihad. Mujtahid atau orang yang melakukan
penggalian, pemahaman, dan perumusan figh itu dalam usaha ijtihadnya
menggunakan beberapa metode, yang kuat dan terpercaya diantaranya adalah
giyas. Hasil ijtihad seorang mujtahid telah disepakati oleh mujtahid yang lain,
maka kesepakatan bersama itu menimbulkan dugaan kuat tentang kebenarnya.
Kesepakatan ini disebut ijma’ dan ditempatkan sebagai salah satu metode dalam
penemuan hukum Illahi. /jma’ dan giyas untuk selanjutkan ditempatkan sebagai
dalil atau sumber pelengkap dalam perumusan figh.”

Salah satu kebutuhan dalam dalam figih munakahat yaitu kebutuhan hidup

manusia dalam harta benda (materi). Manusia cenderung untuk mengumpulkan

> Dedi Supriyadi, Figh Munakahat Perbandingan, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2011 ),
p. 243
® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), p. 4-5.
7 1bid., p. 5-6.
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dan mengusai harta benda tersebut tanpa batas, sampai menemui ajalnya.
Kerakusan dan ketamakan manusia dalam mengumpulkan dan mengusai harta
benda tersebut, kadang-kadang melampui batas, melebihi nasfu binatang, yang
dapat menurunkan martabat nilai-nilai kemanusia. Dalam rangka menciptakan,
menjaga dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia,
Allah SWT menciptakan syari'at yang mengatur tata cara mendapatkan dan
memanfaatkan harta benda. Tata aturan ini antara lain syari‘at dan juga Figih.® Di
dalam figih munakahat yaitu membahas harta bersama, adanya harta bersama
dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing
suami isteri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak
atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas
persetujuan dari pihak lainnya. Suami isteri, tanpa persetujuan dari salah satu
pihak, tidak diperbolenkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut.
Dalam hal ini, baik suami maupun isteri, mempunyai pertanggungjawaban untuk
menjaga harta bersama. Dalam hal petanggungjawaban utang, baik terhadap utang
suami maupun isteri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedangkan
terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan
pada harta bersama.’

Harta dalam hal ini juga termasuk dari salah satu tujuan syara’ (magashid al

syari’ah) dalam rangka mencapai suatu tujuan dapat di rinci kepada lima tujuan

® Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 158.
° M.A Tihami, Figih Munakahat : Kajian Figih Nikah Lengkap, (Jakarta : Rajawali Pers,
2013), p. 179.
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yang disebut al magashid al khamsah atau al kulliyat al khamsah, salah satunya
yaitu pada point ke lima dalam memelihara harta benda dan kehormatan (hifdz al
mal wa al ‘irdh). Aplikasi pemeliharaan harta antara lain pengakuan hak pribadi,
pengaturan mu’amalat dan lain sebagainya.10

Topik harta bersama dalam perkawinan tidak pernah dibicarakan oleh para
ahli hukum Islam dari berbagai mazhab hukum yang pernah ada. Hal ini diakui
oleh para ulama Indonesia dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam.
Namun dari sisi teknisnya, kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan
isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk
kerjasama (syirkah) lain yang secara umum telah dibahas oleh para ahli hukum
Islam, walaupun dalam buku-buku figih para ahli mengklasifikasikannya bukan di
bawah topik perkawinan (bab an-Nikah), tetapi di bawah topik perdagangan.'!
Para ulama Indonesia setuju untuk mengambil syirkah abdan sebagai landasan
untuk merumuskan kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama.
Dikatakan syirkah abdan karena adanya kenyataan bahwa sebagian besar dari
suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang
berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari dan sekedar harta simpanan
untuk masa tua, dan selanjutnya untuk sekedar peninggalan bagi anak-anaknya
kelak sesudah meninggal dunia. Suami-isteri di Indonesia sama-sama bekerja
dalam mencari sandang-pangan. Hanya karena berbeda secara fisik antara suami

dan isteri, maka dilakukan pembagian kerja sesuai dengan fisik mereka masing-

1% Usman, POKOK-POKOK, op.cit, p. 206-207.
' Abdul Basith, Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis),
(Jurnal Al-Qonun, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), p. 359
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masing. Suami yang menjadi petani, misalnya, memilih pekerjaan membajak
sawah, mencangkul, pembuat pematang, menaikkan air ke sawah, mencari rumput
untuk makanan sapi atau kerbau. Sedangkan isteri petani tersebut mendapat bagian
pekerjaan memasak nasi, mengurus pekerjaan rumah tangga, menyiangi rumput di
sawah dan lain sebagainya yang merupakan pekerjaan yang kurang membutuhkan
kekuatan jasmani. Di samping itu, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang mereka
lakukan bersama."?

Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan
papan. Manusia diberi wewenang untuk mengatur kebutuhan tersebut dan
menguasai harta ciptaan dan milik Allah SWT. Manusia adalah pemilik nisbi dari
harta tersebut (bukan pemilik sebenarnya). Mereka dapat menguasai harta tersebut
dalam kedudukan sebagai pemegang amanat (titipan) dari Allah SWT terhadap
ciptaan-Nya. Allah SWT, mengamanatkan (menitipkan) seluruh ciptaan-Nya
kepada manusia untuk dimanfaatkan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan
mereka, sebagai sarana untuk beribadat kepada-Nya, sesuai dengan petunjuk yang
telah diberikan oleh-Nya. ** Islam membenarkan seseorang memiliki harta
kekayaan lebih banyak dari orang lain, sepanjang cara dan pemanfaatannya benar
yaitu dengan memperlihatkan kewajiban dan tanggung jawab kepada
kesejahteraan masyarakat.

Masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah suatu objek

putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perkara nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

 bid., p. 362
" Usman, Hukum Islam, Asas-asas, op-cit., cet. Ke-2, p. 157.
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yang mana putusan tersebut membedakan pembagian harta bersama untuk bagian
suami dan isteri yang berbeda nilainya bagi masing-masing pihak berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menelusuri perkara-perkara tersebut,
sehingga membuat hal ini berbeda dengan ketentuan pasal dalam undang-undang
perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penjelasan
ringkasnya secara definisi yaitu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) Pasal 35
ayat (1) menyatakan: “Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama
perkawinan”. Sedangkan pasal 35 ayat (2) menyatakan: “Harta bawaan dari
masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masingmasing
sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Sedangkan dalam Inpres Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 disebutkan, adanya
harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta
milik masing-masing suami atau istri. Dalam pasal 86 KHI disebutkan, pada
dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap
menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu juga sebaliknya.
Dalam pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta bersama antara
suami istri, penyelesaiannya adalah di pengadilan.'* Dari kenyataan tersebut di
atas dapat disimpulkan bahwa, yang termasuk harta kekayaan dalam perkawinan

adalah : 1. Harta bersama suami istri. 2. Harta pribadi masing-masing suami istri.

* Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
p.146
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Meskipun dalam hukum Islam tidak mengatur masalah harta bersama, bukan
berarti Peradilan Agama tidak berwenang untuk menangani masalah harta
bersama. Karena dalam hukum positif telah mengatur tegas tugas dan wewenang
Peradilan Agama. Perselisihan masalah harta bersama dalam perkawinan pernah
diproses oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tingkat banding. Pada tahun
2013 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menangani perselisinan pembagian
harta bersama yaitu dalam putusan Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.

Sengketa harta bersama yang telah ditangani di lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta pada tingkat banding tentu melalui proses yang panjang dengan
berbagai alasan yang terjadi antara suami istri. Dan juga hakim dalam menemukan
suatu hukum tentu melalui alasan-alasan yang menjadi dasar dalam membuat
putusan dan juga melalui pertimbangn-pertimbangan maupun ijtihad yang
mendalam agar putusan hakim itu tepat dan benar.

Dalam syari’at Islam seorang hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam
memutus suatu putusan. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan
dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan aturan-aturan yang
ditetapkan oleh syara’, dan diharapkan pertimbangan hakim harus dihubungkan
dengan kemaslahatan masyarakat. Hakim sebagai penegak keadilan harus
memutuskan suatu perkara sesuai yang ditetapkan oleh syari’at. Syari’at
mengajarkan dalam menyelesaikan perselisihan hakim tidak mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran.

Apabila hukum ditegakkan secara adil sesuai dengan ajaran syari‘at, maka

akan tercipta perdamaian dalam masyarakat. Perselisihan harta bersama yang
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ditangani oleh hakim juga harus diselesaikan secara adil tanpa memihak salah satu
pihak. Penentuan status dan kepemilikan harta bersama harus dilakukan secara
teliti dan adil sesuai yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan tidak
menyimpang dari ketentuan syara’. Hal inilah yang membuat penulis berkeinginan
untuk mengkaji secara mendalam tentang putusan hakim terhadap kasus sengketa
harta bersama yang terjadi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada
tingkat banding

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui perkembangan-
perkembangan fiqih kontemporer tentang pembagian harta bersama. Penulis
menyadari, dalam penelitian ini, begitu banyak pilihan yang harus dipecahkan
dalam menjawab persoalan yang dihadapi. Penulis pun untuk meneliti dengan
judul, Perspektif Figih Kontemporer tentang Pembagian Harta Bersama Akibat
Perceraian dalam Asas Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK).
B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menemukan
permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Perihal adanya harta bersama selama masa pernikahan.

2. Perkembangan harta kekayaan dalam pernikahan.

3. Adanya perubahan sosial dalam pencarian harta sebagai tulang punggung

keluarga
4. Praktik aturan pembagian harta bersama akibat perceraian tidak

ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam.
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5. Mengenai pelaksanaan figih kontemporer dalam harta bersama.
C. Batasan Masalah

Kajian figih kontemporer yang begitu luas dipadu dengan realitas peradaban
manusia dan perkembangan kebudayaan masyarakat yang terus berjalan dan
berubah berikut problematikanya tentu saja akan menyita banyak waktu dan
tenaga untuk menjelaskannya. Identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh
gambaran permasalahan yang begitu luas. Namun penulis menyadari adanya
keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi
batasan masalah secara jelas dan terfokus, yaitu penulis akan membatasi masalah
penelitian ini di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Oleh karenanya tesis ini
memfokuskan pada judul Perspektif Figih Kontemporer tentang Pembagian
Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Asas Keadilan (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK).
D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat

merumuskan masalah pokok dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian pada
Putusan  Pengadilan  Tinggi Agama Jakarta Perkara  No.
126/Pdt.G/2013/PTA.JK dihubungkan dengan asas keadilan ?

2. Bagaimana penerapan figih kontemporer tentang pembagian harta

bersama akibat perceraian ?
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yang akan dituangkan dalam tesis ini

bertujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian

pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No.

126/Pdt.G/2013/PTA.JK dihubungkan dengan asas keadilan.

b. Untuk mengetahui penerapan figih kontemporer terhadap pembagian harta

bersama akibat perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1.

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum

Islam, Kompilasi Hukum Islam, terutama hukum keluarga.

. Memberi tahu masyarakat umum akan pentingnya pengetahuan

mengenai Perspektif Figih Kontemporer tentang Pembagian Harta
Bersama Akibat Perceraian dalam Asas Keadilan (Studi Kasus Putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK).

b. Kegunaan praktis

1.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan
pengetahuan bagi masyarakat dalam menjalankan roda kehidupan dalam

bermasyarakat yang baik dan benar menurut tuntunan syari’at Islam.

. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat umum dalam

menyikapi persoalan yang ada, terutama tentang Perspektif Figih
12



Kontemporer tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
dalam Asas Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK) menurut hukum Islam dan
Kompilasi Hukum Islam yang berlaku saat ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sampai saat ini, yang penulis ketahui belum menemukan kajian pustaka yang
meneliti tentang Perspektif Fiqih Kontemporer tentang Pembagian Harta Bersama
Akibat Perceraian dalam Asas Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK).

Akan tetapi hasil penelusuran penulis melalui media elektronik, penulis
menemukan sebuah Tesis tentang Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi
Pasangan Yang Bercerai Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif
Filsafat Hukum, oleh Joko Santosa, salah satu mahasiswa program pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga. Dalam karya ilmiahnya menyatakan bahwa Dengan
demikian, apabila terjadi konflik di dalam keluarga, semisal terjadi suatu
perceraian bagi pasangan tersebut, maka konsep kepemilikan dan pembagian harta
bersamapun sebagaimana yang sering dipermasalahkan dalam siding perceraian
dapat diselesaikan dengan tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.
Hal ini, dapat diselesaikan dengan berpijak pada pasal-pasal tentang harta
kekayaan di dalam Kompilasi 113 rumusan pasal-pasal tersebut. Sehingga,
beberapa permasalahan tentang harta gono-gini bagi pasangan yang bercerai
tersebut dapat diselesaikan, seperti: pertama, status kepemilikan harta gono-gini

bagi pasangan yang bercerai. kedua, konsep pembagian harta gono-gini yang
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berdasarkan menurut hukum Islam, yakni suatu hukum yang mendasari
terbentuknya Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, nilai-nilai hukum yang terkandung
di dalam pasal 85-97 KHI, yakni nilai keadilan, kemanfaatan atau kemaslahatan,
dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam menganalisa hubungan antara
masyarakat, yang diwakili dengan fenomena sosial peranan utama sebagai pencari
nafkah di dalam keluarga, dengan aspek yuridis, yakni pasal 85-97 KHI tentang
harta kekayaan dalam keluarga, Maka diperlukan usaha untuk menemukan konsep
pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian bagi pasangan tersebut melalui
nilai dasar filsafat hukum, baik melalui konsep kemanfaatan/ kemaslahatan
hukum, keadilan dan kepastian hukum terhadap pasal 85-97 KHI, yang kemudian
menerapkannya terhadap fenomena suami yang menjadi pencari nafkah utama
dalam keluarga atau isteri ataupun pasangan suami isteri yang bekerja secara
bersama-sama. Dalam tesis ini, penulis menggunakan “kerangka teori” filsafat
hukum, di mana objek kajian utama filsafat hukum tersebut adalah suatu jalinan
nilai-nilai dan fungsinya pun adalah sebagai suatu usaha untuk mencari keserasian
antara nilai-nilai hukum, baik yang berpasangan ataupun bertegangan, yang dalam
hal ini adalah nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam pasal tentang harta
kekayaan 114 dalam keluarga pada Kompilasi Hukum Islam. Sehingga, efektifitas
serta nuansa filosofis hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian) pada pasal
tentang harta gono-gini di dalam Kompilasi Hukum Islam pun setelah lebih dari 20

tahun dapat diketahui. Baik yang berhubungan dengan konsep kepemilikan
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ataupun pembagian harta gono-gini bagi pasangan yang bekerja itu suami, atau
isteri, dan suami isteri bekerja secara bersama-sama.’®

Adapun tesis lain yang penulis temukan adalah tentang Analisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 tentang Pembagian Harta Bersama
Suami isteri, oleh Moh. Agil Musthofa, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Karya ilmiah ini bertujuan untuk dapat dilihat bahwa hakim
juga menerapkan metode istis/aki dalam penyelesaian perkara tersebut
mendasarkan pada tujuan hukum Islam (Magdasid asy-syari’ah). Hakim dalam
menangani perkara berusaha tidak sekedar menjadi corong undang-undang, akan
tetapi melalui pendekatan-pendekatan lain selain undang-undang.*®

Selain itu yang telah di paparkan di atas, penulis juga menemukan sebuah
tesis yang membahas tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono
Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung, oleh Elti Yunani,
Mahasiswa program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Maksud
tesis ini adalah Pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka
harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika
perkawinan putus, masing-masing berhak %2 (seperdua) dari harta tersebut, karena

selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini

5 Joko Santosa, Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi Pasangan Yang Bercerai
Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum, (UIN Sunan Kalijaga, 2017).
' Moh. Aqil Musthofa, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010
tentang Pembagian Harta Bersama Duami isteri, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2018)
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memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan
menetapkan pembagian harta bersama tersebut %2 (seperdua) bagian untuk
penggugat dan ¥z (seperdua) bagian untuk tergugat.®’

Adapun perbedaan dari tinjauan pustaka di atas, bahwa penulis fokus meneliti
tentang pembagian harta bersama akibat perceraian dari tinjauan/perspektif figih
kontemporer yang pembagiannya berbeda dikarenakan penghasilan isteri lebih
besar dari pada suami.

G. Kerangka Teori

Persoalan yang akan dibahas kali ini adalah tentang pembagian harta bersama
yang disebabkan adanya perceraian suami isteri. Sepanjang yang penulis ketahui,
tidak di setiap negara Islam terjadi sengketa pembagian harta bersama antara
suami isteri seperti ini. Sengketa seperti ini hanya mungkin terjadi dalam
masyarakat di mana di situ terdapat harta bersama. Adanya apa yang disebut harta
bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas ‘urf atau adat
istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan
isteri.®® Para ulama Indonesia setuju untuk mengambil syirkah abdan sebagai
landasan untuk merumuskan kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama.
Dikatakan syirkah abdan karena adanya kenyataan bahwa sebagian besar dari
suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk mendapatkan

nafkahnya. Menurut Ismuha, sesungguhnya masih ada syirkah lain dalam

Y Elti Yunani, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)Dalam Praktek Di
Pengadilan Agama Bandar Lampung - Lampung, (Tesis, Universitas Diponegoro, 2009).
" H. Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam
Kontemporer, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), p. 59.
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kaitannya dengan harta bersama, yaitu syirkah mufawadah. Sebab perkongsian

suami dan isteri dalam harta bersama/gono-gini ini bersifat tidak terbatas.*®

Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut masalah pembagian harta
bersama yang rata setengah-setengah bagi kedua belah pihak saja, melainkan juga
menyangkut beberapa pertimbangan hukum yang memutuskan dan membagi pihak
isteri lebih besar dari pada suami, oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum
dan penggunaan teori yang sesuai dengan penelitian tersebut.

A. Macam-macam Teori

Berikut ini dijelaskan beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian
ini, diantaranya :

1. Grand Theory : Teori Kredo

Juhaya S. Praja menyebutkan lima teori berlakunya hukum Islam di
Indonesia.? Pertama, teori Kredo atau Syahadat, yaitu teori yang mengharuskan
pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat
Syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan Kredonya. Teori Kredo atau
syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum
Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman
kepada kemahaesaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan
Allah. Teori Kredo ini sebagaimana yang dikutip Juhaya pendapat H.A.R. Gibb

mengatakan bahwa orang Islam telah menerima Islam sebagai agamanya berarti

' Basith, Harta Bersama, op-cit., p. 362
%% Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM,
1995), h. 133.
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telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.?* Sebagaimana diketahui bahwa
mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut mazhab Syafi’i sehingga teori
syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau syahadat ini berlaku di
Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori receptie in Complexu
di zaman Belanda

2. Middle Theory : Teori Istinbath Hukum (ljtihad)

ljtihad menurut Ibnu Humam adalah "pengarahan kemampuan ahli figih untuk
menemukan hukum syariat yang bersifat zhani", sedangkan menurut Abu Zahrah,
ijtinad adalah "pengarahan kemampuan ahli figih dalam mengistimbatkan hukum
yang amaliah dari dalil-dalil yang terperinci”. Menurut Muhammad Sawkani,
ijtihad adalah "pengarahan kemampuan dalam memperoleh hukum syariat yang
amaliah dengan cara istinbath".?

Menurut Wahbah Az Zuhaili, ijtihad bukanlah satu kesatuan utuh yang tidak
dapat dibagi-bagi tanpa menguasai berbagai masalah. Seorang mujtahid sudah
dapat melakukan ijtihad dalam satu bidang tertentu. Jika tidak, hukum Islam akan
menjadi jumud (Beku statis).

Jumhur ulama sebagai mujtahid sepakat bahwa tidak boleh ada suatu masa
yang sunyi dari mujtahid yang berijtihad untuk menyelesaikan dan mujtahid yang

menetapkan (tathbiq) hukum Islam. Jumhur ulama berpendirian bahwa ijtihad-lah

! bid.,
?>H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,, op.cit., p. 70
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yang telah membawa keharuman dan kecemerlangan Islam sehingga agama ini
bisa beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi.?

3. Application Theory : Teori Keadilan Bermartabat

Teguh Prasetyo dalam terori Keadilan Bermartabat bahwa pada hakikatnya
teori keadilan bermartabat itu dapat diketahui dengan jalan memahami bahwa teori
keadilan bermartabat itu adalah suatu nama dari teori hukum. Teori keadilan
bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu
hukum, cakupan dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau
lapisan dalam ilmu hukum. Teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum
memiliki suatu cakupan antara lain : susunan atau lapisan ilmu hukum yang
meliputi filsafat hukum di tempat pertama. Pada lapisan kedua, terdapat teori
hukum (legal theory). Sementara itu dogmatik hukum atau ilmu hukum positif
berada di tempat yang ketiga. Hukum dan praktik hukum berada pada susunan atau
lapisan ilmu hukum yang keempat. Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam
teori keadilan bermartabat itu adalah lapisan yang saling terpisah antara satu
dengan lapisan lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu
merupakan satu kesatuan sistemik hidup dalam satu sistem. Teori keadilan
bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu
keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan

yang nge wong ke wong.*

»H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,, op.cit., p. 71.
» Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, (Bandung:
Nusamedia, 2015), p. 2
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Teori keadilan bermartabat, disebut bermartabat karena dari dimaksud adalah
merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah)
mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas
hukum yang berlaku secara doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah,
struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (the spirit) dari masyarakat dan
bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan
oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri. Dengan membaca dan memahami teori
keadilan bermartabat, maka orang yang dapat memahami dengan sebaik-baiknya
apa yang disebut dengan hukum. Dengan memahami teori keadilan bermartabat
maka dapat dipahami pula dasar-dasar sosial kemasyarakatan, kebudayaan, moral,
dari hukum serta teori yang memotret, mengkonstruksi, atau mensistematisasi
pertanggungjawaban eksistensi hukum dan segala sesuatu yang ada di dalam
sistem hukum yang dijelaskan itu.?®

Secara umum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, dalam keadilan
yang hendak di capai oleh suatu sistem hukum itu ada juga kepastian dan daya
guna, atau kemanfaatan. Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus
pasti. kepastian itu dibutuhkan sebab dengan demikian hukum menunjukkan
kewibawaannya dan menerima pengakuan atau legitimasi dari masyarakat dan
individu. dengan kepastian maka setiap individu dan masyarakat pada umumnya
dapat dengan mudah merencanakan apa yang bakal terjadi manakala kaidah dan

prosedur serta asas-asas itu ditempuh atau dilalui.

® bid., p. 62-63
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Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yang pertama yaitu
keadilan umum atau keadilan legal. Dimaksudkan dengan keadilan legal yaitu
keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi
kepentingan umum, sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan
manusia sebagai individu. Apa yang disebut keadilan itu adalah apa yang menjadi
keinginan publik atau negara, tetapi juga yang dihendaki setiap warga negara.
Jenis keadilan yang kedua yaitu keadilan khusus. Dimaksud dengan keadilan
khusus yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Jenis keadilan
yang ketiga disebut aekuitas, dimaksud dengan aekuitas adalah keadilan yang
berlaku umum, objektif, dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang
yang bersangkutan. Sementara itu, dimaksudkan dengan daya guna adalah bahwa
dalam proses bekerjanya hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya
dan para penegak hukum khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu
didasarkan pada hukum yang mengaturnya. %

Keadilan kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu
kesatuan keseimbangan disebut juga Tritunggal hukum. Setiap kali hukum
dibicarakan maka otomatis didalamnya terkandung makna keadilan, sekaligus ada
kepastian dan semua hukum pasti bermanfaat. Karena ketiganya merupakan satu
kesatuan yang seimbang maka orang dapat saja mengatakan bahwa tujuan hukum
adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula
kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat, begitu pula orang yang bisa saja

mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai kepastian dengan suatu

** Ibid., p. 110-112
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makna bahwa didalam kepastian itu sudah ada keadilan dan kemanfaatan.
Seterusnya orang banyak lebih senang, dan pragmatis mengatakan bahwa tujuan
hukum itu adalah suatu kemaslahatan yang sudah otomatis di dalamnya
terkandung makna ada keadilan dan kepastian. Sekalipun sudah ada penegasan di
atas bahwa orang dapat saja menggunakan satu dari ketiga watak hukum yaitu
keadilan, ataukah kepastian, maupun kemanfaatan untuk memahami dan
menjelaskan tujuan hukum dan suatu sistem hukum namun pada umumnya orang
lebih memilih mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan. Prinsip
keseimbangan antara ketiga tujuan hukum sebagai suatu watak hukum adalah asas
penting dalam teori keadilan bermartabat.?’

Teori keadilan bermartabat yang dijelaskan ini adalah suatu upaya untuk
membangun dan mengembangkan hukum di Indonesia, ditengah banyaknya
problem hukum yang ada dari ahli hukum di Indonesia kembali menggali dan
menetapkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber hukum utama sesuai
dengan nilai-nilai bangsa dan dapat menjadi sumber hukum filosofis, sumber
hukum historis, dan sumber hukum sosiologis yang semuanya ada di dalam hukum
itu sendiri.?®

B. Deskripsi Teori

Hukum Islam sendiri terdapat perbedaan persepsi tentang harta bersama.
Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib dan Hazairin yang

mengemukakan bahwa dalam Islam dikenal dengan adanya suatu harta bersama

bid., p. 112-113
% bid., p. 162
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yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau isteri karena usahanya, baik mereka
bekerja bersama-sama atau hanya suami yang bekerja sedang isteri mengurus

rumah tangga. Pendapat mereka ini berdasarkan pada Q.S An-Nissa (4): 32

ST B e il 5 & Ll JU < jany (e 2SCak 4 A e G 135 Y
okt o0 0 D8 D by aliad e d 1580005

dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para
wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
segala sesuatu.? (Q.S An-Nissa (4): 32)

Kedua, pendapat yang mengemukakan bahwa tidak ada harta bersama kecuali
Syirgah (perjanjian) antara suami isteri. Dalam Islam sendiri adanya syirgah
diperbolehkan. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh

Abu Daud dan Hakim dari Abu Hurairah :

EIB ol dw B JB 1 Gl ale ) S & Jgl B 0B e D o 5k of 08
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Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah
telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah

seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang

é)oerkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”.(HR. Abu Daud)

» Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Alqur’an,
Algqur’an dan Terjemahan (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971), p. 122.
*® Abi Daud Sulaiman Ibn Al Asy’ats, Sunan Abi Daud, Jilid 1l (Cet. I; Beirut Dar al
Kutub al lImiyah : 1996 M-1416 H), p. 462.
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Menurut madzhab Syafi’i dalam Hukum Islam tidak dikenal adanya
pencampuran harta kekayaan antara suami isteri dan isteri karena perkawinan.*
Jadi harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh
isteri tersebut, demikian pula harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami
dan dikuasai sepenuhnya olehnya.

Di Indonesia ketentuan umum mengenai harta bersama diatur dalam pasal 31
UU No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa bila pernikahan putus karena
perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing serta
Pada Pasal 37 UU Perkawinan terkait pembagian harta bersama tersebut
diserahkan kepada para pihak antara suami isteri yang bercerai, para pihak yang
menentukan tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan untuk
membagi harta bersama tersebut. Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-
isteri, Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang
sewajarnya.

Pembagian harta bersama menurut Hukum Adat Jawa pada dasarnya adalah
dibagi secara adil menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yaitu %2 (setengah)
bagian untuk suami dan % (setengah) bagian untuk isteri. Walaupun pada
kenyataannya seorang isteri tidak ikut mencari nafkah, namun isteri mempunyai
tugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dengan demikian isteri

mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

' Mohd. Idris Ramulya, Hukum Perkawinan, Hukum Kawarisan, Hukum Acara

Pengadilan Agama dan Zakat Menurut Hukum (Cet. Il; Jakarta : Sinar Grafika, 2000), p.30.
*? Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 1990),
p.189
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Artinya apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus
dibagi dua, isteri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang
sama (masing-masing setengah bagian).*

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam Pengadilan Agama, lahirnya
kompilasi hukum Islam di Indonesia merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya
penyajian referensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di
lingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya bidang bidang
Hukum Perkawinan, dengan adanya KHI tersebut semua produk hukum yang
keluar dari lingkungan Peradilan Agama harus berpedoman dan mengacu pada
KHI. Selain landasan yuridis, KHI juga disusun berdasarkan landasan fungsional.
KHI adalah Figih Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi
kebutuhan hukum Islam Indonesia, KHI bukan merupakan madzhab baru, tetapi
mengarah kepada menyatukan (unifikasi) berbagai pendapat madzhab dalam
hukum Islam, dalam rangka upaya menyatukan persepsi para hakim tentang
hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat Islam**, kaitannya dengan harta
bersama yaitu bahwa harta bersama disebut juga dengan istilah “harta kekayaan
dalam perkawinan”. Definisinya terdapat dalam pasal 1 huruf f, dimana dijelaskan
bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama
suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia

harta bersama diidentikkan dengan gono gini atau gana gini yaitu harta yang

%3 Suwatno, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro,
2010, p.52.

** Suparman Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 147-148.
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berhasil dikumpulkan secara berumah tangga sehingga menjadi hak berdua
diantara suami isteri.*

Pengertian substansial Islam hal yang paling mendesak untuk dilaksanakan.
Sebab, tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama
tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada pada doktrin Ushul Figih yang
dikenal dengan sebutan al kulliyatul khams (lima pokok pilar) atau dengan kata
lain disebut dengan Magashid al-Syari’ah (tujuan-tujuan universal syari’ah). Lima
pokok pilar tersebut adalah :

1. Hifdz al-dien, menjamin kebebasan beragama,

2. Hifdz al-nafs, memelihara keberlangsungan hidup,

3. Hifdz al- ‘agl, menjamin kreativitas berpikir,

4. Hifdz al-nasl, menjamin keturunan dan kehormatan,

5. Hifdz almal, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.

Jika perjuangan umat Islam mengabaikan hal-hal ini, runtuhlah nilai-nilai
Islam yang substansial. Metodologi Maqasid al-Syari’ah berasumsi bahwa dalam
setiap wacana yang berkembang, umat Islam masih kurang memperhatikan

pijakan-pijakan dasar dari setiap metodologi.*®

H. Metode Penelitian
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

beberapa hal :

* Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Cet. 1X, Jakarta; Balai Pustaka, 1997), p. 28.
** H. Juhaya, S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung : CV PUSTAKA SETIA,
2011), p. 78-79.
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1. Jenis Penelitian

Model penelitian ini kualitatif, penelitian ini termasuk jenis penelitian
lapangan (field research), yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan
yang dalam hal ini adalah pelaksanaan figih kontemporer.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis kritis. Deskriptif adalah
penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta.
Sedangkan analisis bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Ini bermaksud untuk
mengetahui permasalahan secara terfokus dan jelas yaitu peneliti berupaya
memaparkan persfektif figih kontemporer tentang pembagian harta bersama akibat
perceraian dalam asas keadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini,
dipergunakan cara sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

putusan pengadilan. Sedangkan penulis mengambil dokumen buku-buku

referensi yang berkaitan dengan judul tesis yang diangkat. *’

4. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data

yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis

% Sudarto, Metodologi Penelitian filsafat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
2002), p. 97
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tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat
yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-
sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan cara
berfikir induktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta atau
peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang

bersifat umum.

5. Teknik Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini berpedoman pada penulisan tesis Program Pascasarjana
yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun
2018.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam tesis yang berjudul Perspektif Fiqih
Kontemporer tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Asas
Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No.
126/Pdt.G/2013/PTA.JK), adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini akan di uraikan tentang latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il. Tinjauan teoritis, pada bab ini berisi tentang pembahasan masalah-
masalah yang akan dibahas, yaitu tinjauan tentang Tinjauan Teoritis : Teori

Keadilan, Teori Realisme Hukum dan Teori Oliver Holmes : Hukum itu Prilaku
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Hakim, Teori Istinbath Al-Ahkam (ijtihad) dan Teori Perubahan Sosial dan
Perubahan Kebudayaan.

BAB Ill. Pandangan Figih Kontemporer Tentang Harta Bersama Akibat
Perceraian, pada bab ini berisi tentang pembahasan masalah-masalah yang akan
dibahas, yaitu tinjauan tentang Tinjauan Umum tentang Pernikahan, Perceraian,
Aspek Hukum dan Akibat Hukum dari Perceraian, Tinjauan Tentang Harta
Bersama, Tinjauan Isteri Bekerja Mencari Harta dan Nafkah dan Tinjauan Figih
Kontemporer menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V. Hasil penelitian dan pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan
tentang hasil penelitian mengenai : Penerapan Figih Kontemporer Tentang
Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, dan B. Pelaksanaan
Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian pada Kasus yang ada di Pengadilan
Tinggi  Agama  Jakarta  dalam  Asas  Keadilan(Putusan =~ Nomor
126/Pdt.G/2013/PTA.JK)

BAB V. Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan
pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis
berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap berjudul Perspektif Figih
Kontemporer tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Asas
Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara No.

126/Pdt.G/2013/PTA.JK).

29



BAB |1
TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEP PERKAWINAN

A. Tinjauan Teori Hukum

Tinjauan teori berfungsi sebagai pisau analisa atau alat untuk membedah
masalah dalam mengkaji suatu penelitian ini, maka teori-teori yang dituangkan
penulis adalah sebagai berikut :

1. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Teori keadilan
bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud adalah merupakan suatu
bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi
dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku
serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan
isi serta ruh atau roh (the spirit) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam
sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan
bermartabat itu sendiri.*®

Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat (anggapan dasar) sistem;
bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang
memanusiakan manusia, atau keadilan yang nge wong ke wong.*

Seperti diketahui, imperium hukum adalah imperium akal budi, karsa
(kehendak niat) dan rasa seorang anak manusia, dimana pun dia berada menjalani

kehidupannya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori keadilan bermartabat

*® Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, (Bandung:

Nusamedia, 2015), p. 2
**bid., p. 2
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yang peduli dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya
untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir; memanusiakan manusia
atau nge wong ke wong.*°

Selain itu ada disajikan pendukung teori keadilan tersebut dengan teori
perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan : Teori yang
mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan,
subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh
hukum kepada subjeknya.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perindungan hukum meliputi
: 1). Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, 2).Subjek
hukum, dan 3). Objek perlindungan hukum. Dalam setiap perundang-undangan,
yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada
subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.**

Sebagai suatu sistem berpikir atau berfilsafat (jurisprudence) yang identik
dengan apa yang dikenal dalam banyak literatur dunia sebagai legal theory atau
teori hukum, maka postulat dasar lainnya dari teori keadilan bermartabat itu tidak
sekedar mendasar. Lebih daripada mendasar, karakter teori keadilan bermartabat
itu, antara lain juga adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau
memberi tuntutan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas atau substantive

legal disciplines.

40 -
Ibid., p. 22
* Teguh Prasetyo, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta :
RajaGrafindo Persada, 2016), p. 263
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Termasuk di dalam substantive legal disciplines, yaitu jejaring nilai (values)
yang saling terkait, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang saling kait-
mengait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas atau jejaring kaidah
dan asas yang inheren (melekat) di dalamnya nilai-nilai serta virtues (kebaikan)
yang kait-mengait dan mengikat satu sama lain itu berada. Jejaring nilai dalam
kaidah dan asas-asas hukum itu ibarat suatu struktur dasar atau fondasi yang
menyebabkan suatu bangunan besar menjadi utuh dan spesifik, hidup, karena ada
jiwanya atau the living law dan yang berlaku juga benar dalam satu unit politik
atau negara tertentu. Bangunan sistem hukum yang dipahami melalui teori
keadilan bermartabat tersebut yaitu NKRI.*

Tujuan di dalam NKRI itu, antara lain dapat ditemukan di dalam Pembukaan
UUD 1945 sebelum diamandemen. Dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945
sebelum diamandemen, tujuan yang hendak dicapai sistem hukum NKRI, antara
lain yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan.”*

Teori keadilan bermartabat menganut suatu prinsip bahwa sekalipun ilmu

hukum itu tersusun dari 4 (empat) susunan atau lapisan yakni: Filsafat Hukum

(Philosophy of Law), Teori Hukum (Legal Theory), Dogmatik Hukum

* Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, op.cit., p. 34
* Ibid.
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(Jurisprudence), serta Hukum dan Praktek Hukum (Law and Legal Practice).
Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami keempat lapisan hukum
tersebut secara kait-mengait. Lapisan yang di atas mendikte (the law dictate), atau
menerangi atau memberi pengayaan terhadap lapisan ilmu hukum di bawahnya.
Begitu pula seterusnya. Lapisan yang di bawahnya lagi menerangi lapisan-lapisan
selanjutnya, kea rah bawah (top-down), secara sistematik.**

Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat itu
adalah lapisan yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya, namun pada
prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistemik,
mengendap, hidup dalam satu sistem. Saling berkaitan antara satu dengan lainnya,
bahu membahu (shoulder to shoulder), gotong-royong sebagai suatu sistem*

Sekalipun apa yang diamati oleh teori keadilan bermartabat itu bukan saja
suatu
lapisan nyata tetapi juga kadang kala terpaksa untuk mengamati “lapisan” yang
dibuat-buat yang menghiasi layar-layar pertelevisian. Namun yang diusahakan
untuk diungkap oleh teori keadilan bermartabat adalah semua ciri-ciri hukum yang
biasanya dimulai dengan sejumlah issue yang memancing rasa ingin tahu seorang
filsuf hukum®*®

Asal-usul teori keadilan bermartabat yakni tarik-menarik antara lex eterna
(arus atas) dan Volkgeist (arus bawah) dalam memahami hukum sebagai usaha

untuk mendekati pikiran Tuhan, menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila.

* Ibid., p. 2
* Ibid.
*® Ibid., p. 7
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Pendekatan teori keadilan bermartabat, hukum sebagai filsafat hukum, teori
hukum, dogmatik hukum, maupun hukum dan praktek hukum; dialektika secara
sistematik. Tujuan teori keadilan bermartabat, menjelaskan apa itu hukum.*’

Teori keadilan bermartabat mengamati, mengklasifikasi, menguji, serta
memfalsifikasi serta menjustifikasi berbagai kaidah dan asas-asas hukum yang
terdapat dan berlaku di dalam satu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga
mengamati, menganalisis dan menemukan serta mengatur tata tertib di dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat tetapi juga terhadap
individu, khususnya manusia, masyarakat bangsa Indonesia.

Sebagai suatu pemikiran filasafat, sesuai dengan ciri mendasar, teori keadilan
bermartabat memiliki ajakan untuk mendekati hukum secara filosofis. Teori
keadilan bermartabat dengan kata lain memiliki ajakan untuk memahami hukum
dengan cinta kepada kebijaksanaan, filsafat artinya mencintai kebijaksanaan®

Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas
dari
hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat
sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam,
hakikat yang melampui pengetahuan inderawi*®

Hukum dipahami oleh teori keadilan bermartabat sampai ke hakikat, esensi,
atau

substansi yang dipikirkan. Itulah makna teori keadilan bermartabat sebagai suatu

* Ibid., p. 30-31
* Ibid., p. 23
* Ibid., p. 25
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filsafat hukum. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar
dilihat atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau physical
saja. Namun, lebih dalam dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan
inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal
pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala
pengetahuan inderawi.*

Keadilan bemartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam
literatur berbahasa Inggris dengan konsep legal theory, jurisprudence atau
philosophy of law dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem
hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan
dimensi yang abstrak dari kaidah dan asasasas hukum yang berlaku. Lebih jauh
daripada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-
asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum
dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum, berdasarkan
Pancasila. Itu sebabnya, Keadilan Bermartabat, disebut di dalam judul buku ini
sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila>

Teori keadilan bermartabat tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan
fondasi hukum yang tampak dipermukaan dari suatu sistem hukum. Teori keadilan
bermartabat juga berusaha menelusuri dan menangkap lapisan fondasi hukum yang
berada di bawah permukaan fondasi hukum dari sistem hukum yang tampak itu.

Teori keadilan bermartabat, sesuai dengan ciri filosofis yang dimilikinya berusaha

*%1bid., p. 24
*! bid., p. 53
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menggali nilai-nilai atau fondasi lama di bawah permukaan fondasi sistem hukum
yang tampak saat ini, serta mendobrak dari bawah landasan kolonial. Fondasi yang
sudah lama ada di dalam jiwa bangsa oleh teori keadilan bermartabat dipandang
sebagai bottom-line dari suatu sistem hukum dimana seluruh isi bangunan sistem
itu diletakkan dan berfungsi mengejar tujuannya yaitu keadilan.>?

Teori keadilan bermartabat mengemukakan suatu dalil bahwa sekalipun
konsep-konsep seperti the rule of law (menjunjung tinggi supremasi hukum atas
prinsip keadilan) dan rechtsstaat itu secara etimologis sinonim dengan negara
hukum, namun kedua konsep itu tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan
konsep negara hukum atau konsep negara hukum berdasarkan Pancasila. Teori
keadilan bermartabat sampai pada dalil seperti itu setelah menemukan bahwa hasil
penggalian terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber hukum utama
mengingat nilai-nilai dan ukuran perilaku yang baik itu adalah values dan virtues
(kebaikan) yang paling sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai Pancasila
sebagai kesepakatan pertama, menurut teori keadilan bermartabat kemudian
dijadikan sebagai nilai-nilai yang berasal dari satu sumber hukum filosofis, sumber
hukum historis, dan sumber hukum sosiologis sebagai satu paket. Hal itu
dikarenakan, semua nilai dan standar perilaku baik itu ternyata ada di dalam, serta
sama dan sebangun dengan hukum itu sendiri.>

Teori keadilan bermartabat menganut prinsip untuk memahami doktrin dan

ketentuan-ketentuan yang pernah ada di dalam sistem hukum berdasarkan

*? 1bid.
> bid., p. 185
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Pancasila sebagai sistem hukum utama atau kesepakatan pertama yang menjadi
sasaran kajian dan penyelidikan teori keadilan bermartabat. Prinsip atau doktrin ini
adalah penemuan hukum. Penemuan hukum harus dilakukan manakala ditemukan
bahwa terhadap kasus-kasus itu pengaturannya belum ada, kurang jelas, atau tidak

lengkap diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

2. Teori Istinbath Al-Ahkam (ijtihad)

ljtinad adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang fagih untuk memperoleh

hukum tingkat zanny. Kata (43\5) berasal dari kata (1-%135) yang berarti "orang yang

berbakat figih", bukan berasal dari kata (Lééﬁ) yang berarti "orang yang luas ilmu

pengetahuan”. pintu ijtihad bagi orang yang berbakat figih terbuka lebar dengan
alasan bahwa hukum-hukum dalam nash terbatas, sedangkan kegiatan manusia
tidak terbatas maka mustahil untuk mengembalikan yang tidak terbatas pada yang
terbatas.

Kaum pembaharu mencoba mendobrak stagnasi tersebut dengan cara berikut.
Pertama, kembali secara ketat pada teks-teks al-Qur’an dan al-Hadits
(skripturalisme). Kedua, berusaha menemukan roh atau semangat dari ajaran al-
Qur’an dan berusaha secara bebas untuk menggunakan penalaran. Sebab, ciri khas
kaum penalaran ialah menangkap esensi wahyu; makna Wahyu di luar arti
lahiriyah. Bersedia meninggalkan makna lahir dari teks untuk menemukan makna

dalam konteks. Pada mazhab ahl ar-ra'y di kalangan para sahabat Nabi, figih ar-

**1bid., p. 12-13
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Ra'y sebenarnya sejajar dengan tafsir Al-Quran bi Al-dirayat, tetapi kaum nalar
modern justru mengambil inspirasi dari tafsir bi Al ma'tsur.>

Menurut Wahbah Az Zuhaili, ijtihad bukanlah satu kesatuan utuh yang tidak
dapat dibagi-bagi tanpa menguasai berbagai masalah. Seorang mujtahid sudah
dapat melakukan ijtihad dalam satu bidang tertentu. Jika tidak, hukum Islam akan
menjadi jumud (Beku statis).

Jumhur ulama mujtahid sepakat bahwa tidak boleh ada suatu masa yang sunyi
dari mujtahid yang berijtihad untuk menyelesaikan dan mujtahid yang menetapkan
(tathbiq) hukum Islam. Berpendirian bahwa ijtihad-lah yang telah membawa
keharuman dan kecemerlangan Islam sehingga agama ini bisa beradaptasi dengan
berbagai situasi dan kondisi. ljtihad menurut Ibnu Humam adalah "pengarahan
kemampuan ahli figih untuk menemukan hukum syariat yang bersifat zhani",
sedangkan menurut Abu Zahrah, ijtihad adalah "pengarahan kemampuan ahli figih
dalam mengistimbatkan hukum yang amaliah dari dalil-dalil yang terperinci”.
Menurut Muhammad Sawkani, ijtihad adalah "pengarahan kemampuan dalam
memperoleh hukum syariat yang amaliah dengan cara istimbath™.>®

Menurut Yusuf Qardhawi, ijtihad adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan kemampuan. dalam arti ada usaha

mencurahkan segenap usaha dan kemampuan dalam mengikuti dalil-dalil

dan meneliti dalil zanny.

> H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung : CV. Pustaka Setia). p. 69
*®H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,, op.cit., p. 70
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. Tidak ada ijtihad dalam masalah yang gath'i. hal ini untuk menghindarkan
seseorang agar tidak terjebak oleh arus orang yang berusaha
mempermainkan agama, lya itu yang berusaha mengubah nash yang jelas
pada nash yang belum jelas. Mengubah hukum gath'i menjadi zanny.

. Tidak boleh menjadikan zanni menjadi gath'i. Harus tetap menjaga urutan
tingkat hukum sebagaimana adanya.

. Menghubungkan figih dan hadits. Perlunya mengonsentrasikan perhatian
untuk melihat dan menganalisis illat hukum, kaidah Syariah, dan
tujuannya.

. Waspada agar tidak tergelincir oleh tekanan realita. Sebuah ijtihad tidak
ditujukan sebagai legitimasi terhadap realitas yang ada.

. Mengantisipasi pembaharuan yang bermanfaat.

. Tidak mengabaikan semangat zaman dan kebutuhannya.

. Transformasi menuju ijtihad kolektif.

Lapangan atau Medan ijtihad dapat memainkan peranannya pada hal-hal

berikut:®’

1. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Nash al-

Qur’an atau sunnah secara jelas.

2. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum diisi oleh ulama atau

aimamatu'l-mujtahidin

3. Nash-nash zanny dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan

*"H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,, op.cit., p. 71
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4. Hukum Islam yang ma'qulu’l-ma’na/ta'aqquly (kausalitas hukumnya/'illat-

nya dapat diketahui mujtahid).

Teori ijtihad memenuhi unsur-unsur berikut :

1. Pengarahan kemampuan dengan sungguh-sungguh.

2. Tujuan memperoleh hukum syara yang bersifat amali dari dalil-dalil zanny.
3. Tidak bertentangan dengan ruh hukum syar'i

4. Bersifat aplikatif.

5. Berorientasi kemaslahatan.>®

3. Perubahan Sosial dan Perubahan Kebudayaan

Perubahan kebudayaan (culture transformation) mencakup semua bagian
kebudayaan, termasuk di dalamnya kesenian, ilmu pengetahuan teknologi, filsafat,
dan lain-lain. Adapun perubahan sosial (social transformation) seperti
dikemukakan di muka, adalah mengenai perubahan norma-norma sosial, lembaga
sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, perubahan sosial merupakan bagian
penting dalam perubahan kebudayaan. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa
perubahan kebudayaan lebih luas cakupannya dan lingkupnya daripada perubahan
sosial sebab masih banyak unsur kebudayaan yang dapat dipisahkan dari

masyarakat.>®

*® Ibid.
**H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,, op.cit., p. 45.
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Banyak sekali ahli yang menganggap bahwa perubahan kebudayaan tidak
dapat lepas dengan adanya perubahan sosial, karena perubahan sosial mencakup
unsur kebudayaan materiil dan mencakup unsur kebudayaan imaterial (Hal ini
dapat dilihat pada tulisan William F. Ogburn dalam bukunya social change dan
merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat
seperti tampak dalam tulisan Kingsley Davis, dalam bukunya human society).
Transformasi sosial atau perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan kondisi
sosial primer yang menjadi unsur dalam upaya mempertahankan keseimbangan
masyarakat, seperti unsur geografis, unsur biologis, ekonomis, teknologi, agama,
dan politik. Terjadinya kebutuhan sosial yang berubah menyebabkan pergeseran
pergeseran tersebut mendorong adanya perubahan-perubahan pada unsur-unsur
lain, termasuk sistem kerja hukum dan lain-lain (hal ini dapat dibaca dalam

mugaddimah Ibnu Khaldun).®
Secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan menjadi :
1. Sosial process
2. Segmentation
3. Structural change
4. Change in group structure.

Proses terjadinya perubahan sosial secara khusus dan perubahan kebudayaan

secara lebih luas pada umumnya melalui proses berikut :

®H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,, op.cit., p. 45
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1. Penyesuaian masyarakat (social adjustment) terhadap perubahan yang pada
mulanya dianggap sebagai penyimpangan (deviation), kemudian terjadi proses
akomodasi (penyesuaian), antara lain melalui proses pelapukan norma-norma lama
dan pemudaran nilai-nilai tradisional, terjadi penyesuaian dengan ide ide baru atau

penemuan-penemuan baru.

2. Penciptaan saluran-saluran perubahan sosial (avenue or channel of change)
yang pada umumnya berupa lembaga-lembaga pemerintah, lembaga ekonomi

pendidikan dan keagamaan.

3. Terjadinya disorganisasi dan reorganisasi sosial, yaitu tatanan sosial yang
lama mengalami pelemahan dan kurang berfungsi atau sama sekali tidak berfungsi
sehingga diganti dengan tatanan baru yang sesuai dengan konsepsi dan sistem
sosial engineering. Hal ini dipersiapkan dalam proses pergeseran tatanan sosial
ataupun  tatanan  kebudayaan. Akibatnya, terjadi berbagai masalah
ketidakseimbangan, yaitu Porsche. Porsche sosial dan kultur tidak dapat terserap
secara seimbang sehingga terjadi keterlambatan pada satu sektor dan kemajuan
pesat pada sektor lain yang menimbulkan kekencangan-kepincangan. Hal ini

dikenal dengan istilah culture lag.*

Salah satu faktor yang banyak mempengaruhi pola perubahan sosial adalah
terjadinya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi. Penemuan baru itu dimulai dari hal-hal berikut :

®'H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,, op.cit., p. 46
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1. Discovery, yaitu penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa ide

ilmu pengetahuan maupun teknologi oleh seseorang atau sekelompok orang.

2. Invention, yaitu apabila penemuan sudah diterima, diakui, dan diterapkan

oleh masyarakat.

3. Diffusion, langkah penyebaran dari penemuan tersebut, baik secara langsung

maupun tidak langsung.®

Pada tahapan ketiga, peran lembaga informasi, baik berupa radio, TV, maupun
alat komunikasi lainnya, memegang peranan yang sangat vital di samping lembaga

pendidikan yang akan mengembangkan melalui proses edukasi dan penelitian.

Dalam masyarakat primitif, perilaku anggota masyarakat memanifestasikan
keteraturan lahiriyah tertentu, terutama dalam hubungan dengan sesamanya.
keteraturan tersebut tampaknya dikondisikan secara organisasi dan merupakan ciri
manusia yang paling primer. Berasal ide tentang suatu norma yang seharusnya
ditaati. Terulangnya kejadian-kejadian tertentu secara teratur menunjukkan kepada

pentingnya arti seharusnya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam berinteraksi dengan sesamanya,
perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh nilai atau norma tertentu yang berlaku
dalam masyarakatnya serta kebudayaannya. Nilai merupakan gambaran mengenai
hal-hal yang diinginkan, pantas dan berharga yang mempengaruhi perilaku sosial

dan orang yang memiliki nilai itu. Nilai tertentu mempengaruhi perilaku seseorang

® Ibid.,
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dalam hubungan dengan orang lain. Misalnya, Weber mempelajari pengaruh etika
Protestanisme terhadap perilaku ekonomi kapitalis. Etika protestanisme tentunya
menanamkan nilai-nilai agama yang sangat berguna menjamin keselamatan jiwa
manusia. Intinya, Salah satu usaha yang menghindari dosa adalah kerja keras,
konsekuensinya dari kerja keras adalah kekayaan. karena kekayaan cenderung
membawa manusia untuk berbuat dosa, ajaran ini menghendaki manusia untuk
sebanyak mungkin mengurangi kenikmatan jasmani. Konsekuensinya adalah
menumpuk kekayaan. Dalam sejarah perkembangan kapitalisme, kekayaan ini
merupakan modal yang sangat berharga untuk investasi dalam bidang usaha

selanjutnya.

Nilai menunjukkan hal buruk dan hal baik. Nilai dan norma (adat istiadat,
kebiasaan, kaidah) sangat erat kaitannya satu sama lain. Jika nilai merupakan
sesuatu yang mempengaruhi perilaku manusia, norma mengatur perilaku manusia
yang berhubungan dengan nilai yang terdapat dalam satu kelompok sosial.®®
Artinya, untuk menjaga agar nilai tidak di perkosa, disusunlah norma-norma untuk
menjaganya. Jadi, norma bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi nilai
yang dimiliki suatu masyarakat. Kejahatan misalnya merupakan pelanggaran
terhadap nilai suatu kelompok. norma sebagai patokan perilaku dalam suatu
kelompok sosial tertentu memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih

dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain. norma merupakan

kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.

® H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,, op.cit., p. 47
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Pada awalnya, untuk mempertahankan suatu nilai, tanpa disengaja timbul
norma “polkway" (kebiasaan). kebiasaan tidak mempunyai kekuatan mengikat
yang mengharuskan seseorang untuk berperilaku. Kebiasaan kemudian
berkembang menjadi norma "mores™ adat istiadat. Adat istiadat ini, terutama yang
telah menjadi hukum tertulis, mempunyai kekuatan mengikat yang mengharuskan
seseorang berperilaku tertentu. Kalau tidak atau kalau melanggar, pelakunya akan
dikenakan sanksi. dalam masyarakat yang tradisional primitif belum banyak
mempunyai kemampuan mengembangkan organisasi-organisasi

kepemerintahannya dalam hal fungsi penyelenggaraan hukum.

Tertib sosialnya lebih bertumpu pada bekerjanya kaidah-kaidah sosial yang
non hukum, seperti moral kebiasaan dan adat istiadat. penyelesaian sengketa lebih
mengandalkan diri pada proses perundingan atau penengahan oleh juru damai
(misalnya ketua adatnya) dari pada proses peradilan oleh Hakim. Sanksinya lebih
bersifat sanksi sosial (non hukum), seperti pengucilan, pergunjingan,
pengeroyokan, pengejekan, dan lain-lain daripada hukum oleh Hakim yang

bertindak netral.®*

Adat istiadat pada akhirnya berkembang menjadi norma hukum yang
mempunyai sanksi hukum yang bersifat formal. sanksi dapat dijatuhkan oleh
badan yudisial atas dasar pernyataan-pernyataan normatif yang telah diundangkan

sebelumnya oleh badan legislatif. Dalam pelaksanaannya, sanksi dikerjakan oleh

*H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,, op.cit., p. 48
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badan eksekutif yang oleh Hakim memang diberi kewenangan secara eksplisit

untuk itu.

Menurut Weber, norma-norma hukum dapat terbentuk dengan dua cara, yaitu
secara bertahap atau diciptakan secara sengaja dari kebutuhan-kebutuhan dalam
masyarakat sendiri. Mereka menentukan aturan-aturan secara bertahap, seperti
yang telah dijelaskan di atas, sedangkan pembentukan hukum melalui pemeriksaan
dari atas (penguasa pemimpin) merupakan pembentukan hukum secara sengaja,
sehingga anggota masyarakat mengikuti saja apa yang dikatakan oleh penguasa

atau pemimpin mereka.®®

Kekuasaan sering menjadi faktor terpenting dalam pembentukan hukum
dengan menentukan hukum apa yang akan berlaku bagi kepentingan administratif
penguasa. Dalam kaitan ini, Weber mengemukakan bahwa pembentukan hukum
dapat terjadi oleh adanya kepentingan-kepentingan ekonomis dan kekuasaan

politik, serta hasil keputusan dari para ahli hukum.

Di Indonesia, proses legislasi (pembuatan undang-undang) untuk sebagian
besar bernuansa politis. Negara mengatur warga negara dengan mengeluarkan
undang-undang melalui badan legislatif. Regulasi bertujuan mengatur hubungan
atau interaksi anggota-anggota masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya,
regulasi tidak selalu memberikan keputusan, bahkan sebaliknya memberikan
ketidakteraturan hubungan tersebut, misalnya aturan-aturan yang diberlakukan

tidak memberikan keputusan bagi anggota-anggota masyarakat yang diatur.

® H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,, op.cit., p. 49
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B. Tinjauan Umum tentang Pernikahan, Perceraian, dan Akibat Hukumnya
1. Pernikahan
a. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa : al-jam 'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna
nikah (G\ 5_) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga

bisa diartikan (wath’'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang

hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata

nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun (Cls-") ” yang merupakan masdar atau

asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) ’nakaha (CS\)”, sinonimnya “tazawwaja”

kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah
sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.®®

Adapun menurut syara : nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan
perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk
membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang
sejahtera. Para ahli figih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara
keseluruhan didalamnya mengandung kata : inkah atau tazwij. Hal ini sesuai
dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang

memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

L G 51 gl o g By (g B R A

® Tihami, Figih Munakahat : Kajian Figih Nikah Lengkap, op-cit., p. 7.
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“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin
dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya™®’

Ulama golongan Syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan
di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan
suami isteri yang berlaku sesudahnya, yatiu boleh bergaul sedangkan sebelum
akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul®®.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa :
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian,

pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam

kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

b. Kesetaraan (Kafaah) dalam perkawinan
Kafaah yang berasal dari bahasa Arab dari (-8 , berarti sama atau setara. Kata

ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur’an
dengan arti “sama” atau setara. Kata kufu atau kafaah dalam perkawinan
mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat
kafaah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam
perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang
mengawininya. Kafaah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam,

namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam

®” zakiyah Daradjat dkk, llmu Figih, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1985), jilid 11, p.
48
® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit., p. 37
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Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, maka kafaah menjadi pembicaraan di
kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun Kriteria
apa yang digunakan dalam penentuan kafaah itu.*®

Penentuan kafaah itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga
bila dia akan dikawinkan oleh wali nya dengan orang yang tidak se-kufu
dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh
walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan
sehingga bila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak se-kufu, wali
dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan
berlangsungnya perkawinan itu. Yang dijadikan standar dalam penentuan kafaah
itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh
laki-laki untuk di kawini. Laki-laki yang akan mengawini paling tidak harus sama
dengan perempuan, seandainya lebih tidak menjadi halangan. seandainya pihak
isteri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul
kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak
se-kufu dengan isteri.

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat beda pendapat
dikalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahlur Ra'yi
(Hanafiyah) dan satu riwayat dari imam Ahmad Ada pendapat bahwa kafaah itu
tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti kafaah itu hanya semata
keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak se-kufu. Alasan yang

digunakan ialah firman Allah :

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 140
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Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Hujurat :
13)

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafaah
itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-
laki dan perempuan yang tidak se-kufu. dalil yang digunakan oleh kelompok ulama
ini adalah potongan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthniy yang
dianggap lemah oleh banyak ulama yang bunyinya™ :
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Janganlah kamu menikahi perempuan kecuali yang sekufu denganmu, dan
janganlah kamu menikahinya kecuali mereka yang kamu kasihi, Tidak ada mahar
kecuali 10 (sepuluh) dirham.”

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafaah, ulama berbeda
pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jazziry sebagai berikut’ :

Menurut ulama hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah :

a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.

7® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 141
"t Abu al-Hasan Ali bin Umar ad-Daruqutni, Sunan ad-Daruqutni, Juz 4 (Beirut :
Muassasah ar-Risalah, 2004), p. 358
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 142
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b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.

c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan

d. Kemerdekaan dirinya

e. Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.

f. Kekayaan

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafaah hanyalah Diana atau
kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria kafaah itu adalah :

a. Kebangsaan atau nasab,

b. Kualitas keberagamaan,

c. Kemerdekaan diri, dan

d. Usaha atau profesi.

Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria kafaah itu adalah :

a. Kualitas keberagamaan.

b. Usaha atau profesi.

c. Kekayaan,

d. Kemerdekaan diri, dan

e. Kebangsaan.”

Ulama sepakat menempatkan Din atau Diyanah yang berarti tingkat ketaatan
beragama sebagai kriteria kafaah bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah

satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafaah itu. kesepakatan tersebut

7 1bid.,p. 142
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didasarkan pada firman Allah yang disebutkan di atas juga berdalil dengan firman

Allah dalam surat as-Sajdah (32) 18 :
o3 ¥ il OIS 3aS Lo OIS 3ad

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik?
Mereka tidak sama. (as-Sajdah (32) 18)

Di antara ulama yang sepakat ini kebanyakannya tidak menempatkan sebagai
syarat. Kafaah dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang
lain. Dalam mengambil menantu umpamanya bila berkompetisi antara yang taat
dengan yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat™.

Kedudukan usaha atau profesi sebagai syarat kafaah juga menjadi
perbincangan di kalangan ulama. Kafaah yang menjadi perbincangan hampir di
semua kitab figih sama sekali tidak di singgung oleh UU perkawinan dan di
singgung sekilas dalam KHI, yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan
pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria kafaah itu adalah apa
yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas ke beragamaan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan,
kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau istilah ikhtilafu al-dien

c. Pengertian Perjanjian dalam Perkawinan
Literatur figih klasik tidak ditemukan bahasa khusus dengan nama perjanjian
dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan figih dan diteruskan dalam sebagian

kitab figih dengan maksud yang sama adalah "persyaratan dalam perkawinan™ atau

7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 143
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cW&ll 2 Las )3 pembahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama

dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab figih karena yang
dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu
perkawinan, yang materinya telah lebih dahulu dibahas.” Kaitan antara syarat
dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian
itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian
dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.
namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah karena sumpah dimulai dengan
ucapan sumpabh, yaitu : Wallahi, billahi, dan tallahi, dan membawa akibat dosa
bagi yang tidak memenuhinya.

d. Hukum Membuat Perjanjian

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh
seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau
sudah dibuat bagaimana hukumnya memenuhi syarat yang terdapat dalam
perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. jumhur ulama
berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu
hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan
syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk
dilaksanakan’®. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi dari 'Ugbah bin 'Amir

menurut jemaah ahli hadits :

> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 144
’® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 146
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Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami
Al Laits berkata telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Habib dari Abu Al Khoir
dari 'Ugbah bin 'Amir radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: "Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat
pernikahan. (HR. Bukhari)”’

Al-Syaukaniy menambahkan alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan
yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu
sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit.

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan
terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan
yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi 3
(tiga)™® :

Pertama : syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan
kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan
itu sendiri. Umpamanya, suami isteri bergaul secara baik, suami mesti memberi
nafkah untuk anak dan isterinya, isteri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya
dan suami isteri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Kedua : syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang

secara khusus di larang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-

pihak tertentu. Umpamanya, suami atau isteri mempersyaratkan tidak akan

7 Muhammad bin IsImail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut : Daar
Thauqg an-Najah, 2001), p. 190
’® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 146
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beranak, isteri mempersyaratkan suami menceraikan isteri isterinya yang lebih
dahulu, suami mensyaratkan dia tidak akan membayar mahar atau nafkah dan
suami meminta isterinya mencari nafkah secara tidak halal, seperti melacur.

Ketiga : syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada
larangan secara khusus namun tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan.
Umpamanya, isteri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya,
hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama wajib
dilaksanakan. Hadis Nabi yang disebutkan di atas mengarah kepada syarat-syarat
dalam bentuk pertama ini. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib
memenuhinya. pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun bila
pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan
perkawinan dengan sendirinya batal, risiko dari tidak memenuhi persyaratan ini
ialah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di
pengadilan untuk batalnya perkawinan.”® Seseorang yang tidak membayar nafkah
sesuai dengan yang dijanjikan namun isteri menerima keadaan tersebut orang lain
tidak berhak membatalkan perkawinan itu. Tetapi bila isteri yang dirugikan tidak
rela ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak memenuhi
janji. Dalam hal syarat bentuk kedua sepakat ulama mengatakan bahwa perjanjian
itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian,
meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan,

sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Firman-Nya :

® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 147
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Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
(Q.S Al Maidah ayat 1)

yions O W1 bl 153l 5351 a5 past o Bl V) et QU 15585 ¥

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang
lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya
janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. (Q.S al-Isra’ ayat 34)

Meskipun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun bila syarat tersebut
bertentangan dengan hukum syara’ tidak wajib dipenuhi. ® Hal ini sesuai dengan

hadis Nabi yang dikeluarkan oleh al-Tirmidzi :

J}ﬁ&dw\.\&wﬁftﬁv\? Je cé.@\f&}giw.\? Jé ‘JM‘Q&JW"J‘ Wi
‘M‘Ufj\’ cL\GJ\ J@ijw\su‘\.u\ d}.&)di co-‘rfcéyiuﬁcgjoj\ J}F
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Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah
menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Agadi, telah menceritakan kepada kami
Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya
bahwa Rasulullah shallallahu ‘'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian
diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh
menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.” Abu lIsa berkata; Hadits ini hasan shahih (HR.
Tirmidzi)®

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 148
¥ Muhammad bin Isa Adhahak at-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Juz 3, (Beirut : Daar al-Gharb
al-Islami, 1998), p. 28
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Perjanjian dalam perkawinan sebagaimana yang diuraikan di atas mendapat

tempat yang luas dalam undang-undang perkawinan yang bunyinya® :

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN

(1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas
hukum, agama, dan kesusilaan.

(3). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah,
kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan
tidak merugikan pihak ketiga.

KHI mengatur panjang lebar perjanjian perkawinan tersebut dalam Pasal
45,46,47,48,49,50,51, dan 52. Pasal 45 dan 46 mengatur taklik talak dengan segala
tata caranya. Pasal 47,48,49,50, dan 51 mengatur perjanjian dalam hal harta
bersama lengkap dengan cara pelaksanaannya, sedangkan Pasal 52 mengatur hal

lain di luar taklik talak dan harta bersama.

e. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh
seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa
yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri

dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 149
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hak.®® Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si isteri
mempunyai beberapa kewajiban. adanya hak dan kewajiban antara suami isteri
dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an
dan beberapa hadis Nabi. Dalam Al-Qur'an, pada surat Al-Bagarah (2) ayat 228 :
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Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)
menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (Q.S Al-Bagarah (2) : 228)

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai
kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. hak isteri semisal hak
suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri
semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun
demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai
kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami
merupakan hak bagi isteri. Dalam kaitan ini ada tiga hal® :

a. Kewajiban suami terhadap isterinya, yang merupakan hak isteri dari

suaminya

® 1bid..,p. 159
# Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 160
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b. Kewajiban isteri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari
isterinya

c. Hak bersama suami isteri

d. Kewajiban bersama suami isteri.

Adapun kewajiban suami terhadap isterinya dapat dibagi kepada dua bagian :

1). Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafagah

2). Kewajiban yang tidak bersifat materi.®

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi isterinya yang tidak bersifat
materi adalah sebagai berikut :

a). Menggauli isterinya secara baik dan patut. hal ini sesuai dengan firman
Allah dalam surat an-Nisa ayat 19 :
O ) BApiT U ek 19800 Sasliass Y5 Wi s 145 OF 280 A4 Y 15T Gl @l

(S 1 acb 1 oy U 15485 O (ced 54530088 0 - Bojadlly a5 Bed Al Gl

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah
dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah
menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S an-Nisa ayat 19)

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan
suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan
seksual. bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan
makruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang makruf itu

tidak dijelaskan Allah secara khusus. dalam hal ini diserahkan kepada

& |bid.
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pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.
Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan
perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan isterinya.

b). Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu
perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya.
Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama isterinya,
membuat isterinya tetap menjalankan ajaran agama, lihat menjauhkan isterinya
dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. untuk maksud
tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang
berguna bagi isteri dalam kedudukannya sebagai isteri®’.

Tentang menjauhkannya dari perbuatan dosa dan maksiat itu dapat dipahami
dari umum firman Allah yang mengatakan :
bylaks Y 31is Bole Bl @ikt Gty Wy 16 RSCITy Gl 158 14T sl @il o
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Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan. (Qs. At-Tahrim ayat 6)

c). Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah

untuk terwujud, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk maksud itu suami

wajib memberikan rasa tenang bagi isterinya, memberikan cinta dan kasih sayang

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 160
¥ bid..,p. 161
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kepada isterinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) ayat

21:

38 6T A3 By Tkgp g0 i s gl 150 b KT e 10 s O T g
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir. (Q.S ar-Rum (30) ayat 21)

Kewajiban isteri tehadap suaminya yang merupakan hak suami dari isterinya
tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban
dalam bentuk nonmateri. Kewajiban dalam bentuk nonmateri itu adalah :

1). Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat
dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli isterinya dengan baik yang
dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.

2). Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan
memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang
berbeda dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21
di atas, karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing suami isteri

3). Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya

untuk melakukan perbuatan maksiat®®. Kewajiban mematuhi suami ini dapat

dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34 :

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 162
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S
an-Nisa ayat 34)

Mematuhi suami di sini ini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya
dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu
tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan
atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban isteri untuk
mengikutinya. Umpamanya, suami meminta isterinya mengikuti kebiasaan nya
berjudi. tidak adanya kewajiban patuh kepada siapapun termasuk kepada suami
yang menyuruh kepada maksiat dapat dipahami dari sabda Nabi® :
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Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami

‘Ubaidah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi dari

Sufyan dari Zubaid dari Sa'd bin 'Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami dari

Ali Radhiallah 'anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda:

"Tidak ada ketaatan kepada mahluq dalam bermaksiat kepada Allah 'azza wajalla.
(HR. Ahmad bin Hambal)®

* bid., p. 162
% Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, Juz 2,
(Beirut : Muassasah ar-Risalah, 2001). p. 333
62



4). Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak
berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah tersebut di atas.

5). Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi
oleh suaminya.

6). Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang
dan suara yang tidak enak didengar.

Yang dimaksud dengan hak bersama suami isteri ini adalah hak bersama
secara timbal balik dari pasangan suami isteri terhadap yang lain. Adapun hak
bersama itu adalah sebagai berikut : 1). Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di
antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu. 2). Timbulnya
hubungan suami dengan keluarga isterinya dan sebaliknya hubungan isteri dengan
keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah. 3). Hubungan saling
mewarisi di antara suami isteri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila
terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya
perkawinan itu adalah : 1). Memelihara dan mendidikan anak keturunan yang lahir
dari perkawinan tersebut. 2). Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan warahmah.

Hak dan kewajiban suami isteri diatur secara tuntas dalam UU perkawinan
dalam satu bab yaitu BAB V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan
apa yang digariskan dalam kitab-kitab figih yang bunyinya sebagai berikut:

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI
Pasal 30
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Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga
yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1). hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

(3). Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 32

(1). Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2). Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

(1). Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan
memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34

(1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2). Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada pengadilan. **

2. Pengertian Thalag (@& / Perceraian

Secara harfiah Thalaq itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkan kata thalaq
dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri
sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam
mengemukakan arti thalag secara terminologis kelihatannya ulama
mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam
kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan® :

05y BN Ladly I U3 >

Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan

sejenisnya.

*! Ibid.
*? 1bid., p. 198-199
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Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan :
I e J
Melepaskan ikatan perkawinan
Dari rumusan yang dikemukakan oleh Al-Mahakki yang mewakili definisi
yang diberikan kitab-kitab figh terdapat tiga kata kunci yang menunjukan hakikat
dari perceraian yang bernama thalag. Pertama, kata “melepaskan” atau membuka
atau menanggalkan mengandung arti bahwa thalaq itu melepaskan sesuatu yang
selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua, kata “ikatan perkawinan”
yang mengandung arti bahwa thalaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang
terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara
suami dan isteri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan isteri
kembali kepada keadaan semula, yaitu haram. Ketiga, kata “dengan lafaz tha-la-ga
dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan
itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalaq
tidak disebut dengan : putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan

tersebut, seperti putus karena kematian.*?

a. Konsep Cerai dalam Fiqgih

“Putusnya perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU
Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan
perkawinan antara seorang laaki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup
sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu figih menggunakan istilah

furgah. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-

% |bid.
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hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah figih
digunakan kata “ba-in”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh
kembali lagi pada mantan isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.
Ba-in itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan
pengertian dari perceraian dalam bentuk raf’iy, yaitu bercerainya suami dengan
isterinya namun belum dalam bentuk yang tuntas, karena dia masih mungkin
kembali pada mantan isterinya itu tanpa akad nikah baru selama isterinya masih
berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia
tidak kembali pada mantan isterinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam
arti sebenarnya, atau yang disebut ba-in. Istilah yang paling netral memang adalah
“perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah digunakan istilah tersebut sebagai
pengganti “Putusnya Perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk
dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, bisa saja
menggunakan “putusnya perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan
istilah ba-in yang digunakan dalam figih, atau ia dipandang sebagai sinonim dari

istilah furgah yang terdapat dalam kitab figih.**

b. Faktor dan Putusnya Perkawinan.

1). Gugat Cerai Akibat Suami Tidak Memberi Nafkah.

Kehidupan dalam rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami isteri
penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada

kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan

** Ibid., p. 189-190
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bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami
isteri tidak dengan sungguh-sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan
kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh
karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang
perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian.
Akan tetapi perlu pula di ingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali

menjadi kasih sayang®.

Suami isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil
keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin di susun kembali.
Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian,
namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi di benci
Nabi. Setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan isterinya,
Rasulullah selalu menunjukan rasa tidak senangnya seraya berkata : Abgadul
halati ‘indallahi at-Talaq (hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah
perceraian). Untuk mencapai perdamaian antara suami isteri bilamana tidak dapat
diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui
hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan
satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk
didamaikan. Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 35 Allah berfirman yang

maksud® :

% Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, op.cit., p. 97.
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Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa ayat 35)

Namun kadang-kadang dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih sayang,
disebabkan berbagai hal, sekarang sudah tidak lagi dapat dipertemukan atau

didamaikan. Dalam kondisi demikian, satu dari tiga hal mungkin terjadi®’ :

Pertama, suami isteri sepakat untuk tetap dalam tali pernikahan, meskipun
dua hati itu tidak lagi merasa tentram dalam satu rumah tangga. Hal ini sangat
mungkin terjadi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dari kedua
belah pihak. Umpamanya pertimbangan kekeluargaan, karena dua suami isteri itu
dipertemukan antara kerabat yang dekat. Atau bisa jadi juga disebabkan
pertimbangan anak keturunan yang bila terjadi perceraian membuat anak-anak
terasa terlantar dan menderita. Untuk itu, meskipun pahit, dua sami isteri sama-

sama setuju untuk tidak berpisah.

Kedua, tetapi dalam tali perkawinan, tetapi terpisah rumah dan adakalanya
sang suami di samping berpisah rumah, tidak pula memenuhi nafkah isterinya.
Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini di pilih
dengan berbagai motivasi. Ada yang disebabkan semata-mata kurangnya rasa

tanggung jawab laki-laki, yang oleh karena ia berpoligami umpamanya, ia lupa

%7 Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, op.cit., p. 98.
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dengan isteri pertamanya yang bila dilihat dari segi umur memang tidak
menggairahkan lagi. Akan tetapi ada pula yang semata-mata hendak menzalimi
isterinya karena ada suatu dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali dengan cara
demikian. Isterinya tidak di talak dan tidak pula diberi nafkah lahir dan bantin,
sehingga wanita itu menjadi seperti al-mu allagah (benda yang digantung dengan
tali). Perbuatan seperti inilah yang dicela olen Allah dalam firman-Nya yang
maksudnya :
Ipudial O At gl il 98 1L Y Lk g sl i s O sadetnd s
Lo gl OIS DB 158555
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu),
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain
terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri

(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (QS. An-Nisa : 129)%

Ketiga, ialah dengan memilih jalan talak. Talak berarti mengakhiri hubungan
pernikahan. Dengan talak berarti masing-masing mantan isteri dan mantan suami
mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tidak ada masalah bilamana suami
isteri sepakat untuk memilih alternatif ketiga ini. Yang menjadi masalah bilamana

yang menghendaki bercerai hanyalah satu pihak.

2). Gugat Cerai Akibat Suami Poligami
Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai satu jalan keluar terakhir dari
kemelut keluarga, di mana bila hal itu tidak dilakukan, maka sebuah rumah tangga

menjadi seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Hal

% Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, op.cit., p. 98.
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seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan disyariatkannya pernikahan. Talak
baru diperbolehkan bilamana tidak ada jalan lain, dan oleh karena sangat besar
dampak negatifnya, maka cara yang paling ideal dalam memecahkan kemelut
rumah tangga adalah dengan jalan musyawarah dan saling mengalah.

Sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah percekcokan.
Akan tetapi, percekcokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan
irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan
ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam
eksistensi lembaga perkawinan. Pemicu utama ketidak harmonisan dan
penderitaan batin ialah disebabkan oleh pihak suami telah menikah lagi dengan
wanita lain tanpa seizin isteri petamanya. Hal tersebut telah membuat dari pihak
isteri menderita. Persoalan seperti ini rupanya telah berjalan berlarut-larut tanpa
tanpa ada penyelesaian yang menegakan hati pihak isteri.

Penderitaan batin yang dipendamnya itulah yang menjadi motivasi utama
mengapa pihak isteri bersikeras mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.
Oleh karena masalahnya adalah penderitaan batin yang bisa jadi sangat pribadi
sifatnya, wajar jika pihak suami tidak atau berpura-pura tidak tahu dan kurang

merasakannya.*®

3). Gugat Cerai Akibat Tidak Ada Keturunan
Memperkuat kebenaran asumsi yang mengatakan bahwa masalah

keharmonisan suami isteri tidak bisa diwujudkan hanya dengan kecukupan

% Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, op.cit., p. 107-109.
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kebutuhan ekonomi belaka. Bila di lihat dari segi kemampuan ekonomi, keluarga
suami isteri yang termasuk pada keluarga menengah ke atas. Dengan demikian,
masalah kecukupan kebutuhan ekonomi di duga tidak ada masalah dalam keluarga
ini. Percekcokan rumah tangga bukan disebabkan pihak isteri tidak mampu
berketurunan, tetapi sebaliknya yaitu disebabkan suami tidak mampu memberikan
keturunan. Yang biasa di dengar dalam masyarakat Indonesia, pihak suami merasa
tidak puas dengan isteri karena isterinya tidak mampu memberikan keturunan.
Bahkan keadaan wanita tidak bisa memberi keturunan sering pula dijadikan oleh

pihak suami untuk berpoligami.®

4). Gugatan Nafkah

Pembicaraan tentang nafkah dalam buku-buku figih disajikan secara
komprehensip sebagi bagaian dari kajian figih keluarga (al-ahwal asy-syakhsiyah).
Penjelasannya diuraikan secara rinci dimulai dari pengertiannya, siapa yang wajib
dinafkahi, berapa kadarnya, dan siapa yang wajib menafkahi, sampai kepada
penjelasan tentang sanksi hukum yang diancamkan atas siapa saja yang melalaikan
kewajiban itu. Dengan demikian, secara teoritis hukum nafkah seperti diuraikan
dalam buku-buku figih selain dianggap mampu memberikan jaminan terhadap
kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap
mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang

melalaikan tanggung jawabnya.

% Ibid.., p. 123-124.
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Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib
dinafkahinya menjad terlantar, merupakan permasalahannya yang sering terjadi di
kalangan masyarakat Islam. Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama
dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara
memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti ini pihak yang terlantarkan
haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai
kewajiban. Akibatnya, tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh
ayahnya tanpa ada pembelaan. Kalaupun ada upaya pembelaan haknya melalui
badan penegak hukum, namun hanya terkonsentrasi pada pengambilan hak yang
terzalimi, tanpa mempertimbangkan unsur kejahatan yang telah dilakukan oleh
pihak yang melalaikan kewajibannya itu. Kelalaian seseorang untuk memberikan
nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahinya adalah suatu kejahatan apabila
kelalaian itu telah menimbulkan madarat pada diri orang yang wajib

dinafkahinya.*™*

Dalam hukum Islam, seseorang bertanggung jawab terhadap segala
perbuatannya yang telah mengakibatkan madarat atas diri atau harta orang lain.
Salah satu dari lima kaidah pokok figih mengatakan bahwa : “Kemadaratan itu
wajib disingkirkan” maksudnya, setiap hal yang menimbulkan kemadaratan baik
terhadap diri sendiri atau terhadap diri orang lain, wajib diantisipasi agar jangan
terjadi. Di antara upaya mengantisipasinya ialah adanya kewajiban mengganti rugi

atas pihak yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain

1%t Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, op.cit., p. 144-
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menderita kerugian materi, dan ancaman hukuman fa zir karena telah membuat
orang lain menderita dari segi fisik atau kejiwaan. Sanksi hukuman ta zir adalah
sanksi hukum yang kadar dan bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim
sesuai dengan besar kecilnya madarat yang ditimbulkan suatu perbuatan. Seorang
ayah yang telah menelantarkan anak kandungnya dengan tidak memberikan
nafkah, dan atas perbuatan tersebut, anak kandungnya menjadi tersiksa fisik atau
jiwanya, maka ayahnya itu di samping dituntut untuk mengganti rugi nafkah anak,

juga diancam dengan hukuman za zir. %2

3. Akibat Hukum Putusnya Perceraian

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan isteri dalam segala
bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

a. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan
tidak boleh saling memandang, apalagi saling bergaul sebagai suami isteri,
sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing. Perkawinan adalah
akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul dengan seorang perempuan
sebagai suami isteri. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang
didapatnya dalam perkawinan, sehingga dia kembali kepada status semula, yaitu
haram. Bila terjadi hubungan kelamin dalam masa iddah tersebut atau sesudahnya,
maka perbuatan tersebut menurut jumhur ulama termasuk zina. Hanya tidak
diberlakukan terhadapnya sanksi atau had zina karena adanya sybhat ikhtilaf

ulama, atau syubhat karena berbeda paham ulama padanya. Ulama Hanafiyah dan

102

Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, op.cit., p. 144-145.
73



demikian pula ulama Syi’ah Imamiah membolehkan hubungan kelamin antara
mantan suami dengan mantan isteri yang sedang menjalani iddah thalag raj’iy dan
yang demikian sudah diperhitungkan sebagai ruju’. Ulama Zhahiriyah juga
berpendapat bolehnya suami bergaul dengan mantan isterinya dalam iddah raj iy,
namun yang demikian tidak dengan sendirinya berlaku sebagai ruju .

b. Keharusan memberi mut’ah, yaitu pemberian suami kepada isteri yang
diceraikan sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut’ah sebagai
pengganti mahar bila isteri dicerai sebelum digali dan sebelumnya jumlah mahar
tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan
suatu pemberian yang bernama mut ah.

Dalam kewajiban memberi mut’ah itu terdapat beda pendapat di kalangan
ulama. Golongan Zhahiriyah berbeda pendapat bahwa mut ah itu hukumnya wajib.

Dasar wajibnya itu adalah firman Allah dalam surat al-Bagarah (2) ayat 241'% :

S e \35&@5}1339 g eoilaals;

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)
mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang
bertakwa.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mut’ah itu hukumnya Sunnah, karena

kata cedd! e W di ujung ayat tersebut menunjukan hukumnya tidaklah wajib.

Golongan lain mengatakan bahwa kewajiban mut’ah itu berlaku dalam keadaan
tertentu. Namun mereka berbeda pula dalam keadaan apa itu, Hanafiyah

berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang menalak isterinya

1% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit., p. 302.
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sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, sebagaimana

dijelaskan Allah dalam surat al-Bagarah ayat : 236
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Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu
menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian)
kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang
miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Jumhur berpendapat bahwa mut’ah itu hanya untuk perceraian yang
inisiatifnya berasal dari suami, seperti thalag, kecuali bila jumlah mahar telah
ditentukan dan bercerai sebelum bergaul

c. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama
masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafagah, yang menurut sebagian
ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu
pula mahar yang belum di bayar atau dilunasinya, harus dilunasinya bila bercerai.

d. Berlaku atas isteri yang dicerai ketentuan iddah

e. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.*®

C. Tinjauan Isteri Bekerja Mencari Harta dan Nafkah

Sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, isteri bekerja mencari nafkah
untuk keluarga, untuk menafkahi anak-anaknya. Hal ini dapat disaksikan di kota-
kota besar terutamanya, begitu banyak para isteri yang keluar rumah bekerja,

meninggalkan keharusannya mengurus rumah dan anak-anak. Rumah dan anak

1% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit., p. 301-303.
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diurus oleh para pembantu. Suami isteri sibuk bekerja di luar mencari nafkah.
Fenomena ini, hanyalah contoh sebagian kecil kasus yang terjadi di sebuah
keluarga. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa isteri turut andil dalam bekerja
mencari nafkah, walaupun seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya.
Pertama, karena tuntutan ekonomi. Gaji suami tidak cukup untuk memenuhi
keperluan hidup keluarga. Suami di-PHK atau seorang pengangguran. Sehingga
hal-hal seperti itu membuat seorang isteri melakukan apa yang seharusnya bukan
kewajibannya, guna bertahan hidup dan membantu keuangan keluarga. Alasan
berikutnya bisa jadi bukan karena tuntutan ekonomi, bukan lantaran untuk
membantu keuangan keluarga yang terpuruk, tapi bekerja karena ingin punya
kegiatan, bosen di rumah, ingin menyalurkan hobby, atau juga karena tuntutan

peran dan sosial, semisal guru, dokter kandungan, perawat, dll.

Para ulama figih dalam masalah ini, membedakan hal keadaan isteri yang
bekerja mencari nafkah, apa yang melatar belakanginya dan juga melihat keadaan

si suami.

A. Keadaan Tidak Mendesak
Yang dimaksudkan isteri bekerja dalam keadaan tidak mendesak disini, dia
turut bekerja, padahal keuangan keluarga dalam situasi stabil, suaminya pun ada

dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan keadaannya yang
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demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum terkait peran si

perempuan ini.’%®

1. Pendapat Pertama

Tidak seharusnya isteri bekerja mencari nafkah. Karena bukan menjadi
kewajibannya mencari nafkah atau memberi nafkah untuk anak-anaknya. Dia tidak
diberi kewajiban melakukan hal itu. Karena disini suami masih bisa

melakukannya.

Kewajiban menafkahi isteri, anak-anak mereka dari yang kecil hingga yang
besar, adalah murni tanggung jawab dan kewajiban suami, isteri tidak masuk
dalam tanggung jawab ini. Ini pendapat dari para jumhur ulama figih, dengan

berlandaskan beberapa dalil baik dari Al-Qur’an maupun sunnah rasul SAW.

a. Dalil Pertama
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan
warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa
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atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan. (QS Al- Bagarah: 233)

b. Dalil Kedua
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Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian
jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;
dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya. (QS: Ath-Thalaqg: 6)

Dari dalil pertama dan kedua, para jumhur ulama membuat kesimpulan
hukum, bahwa kewajiban menafkahi anak-anak dan keluarga adalah kewajiban
suami. Melalui ayat-ayat di atas, Allah menjelaskan dan memerintahkan untuk

para suami memberi nafkah kepada isteri, bukan sebaliknya.

Inilah dalil-dalil yang mendasari pendapat jumhur ulama figih terkait nafkah
untuk keluarga bagi seorang perempuan. Adapun pendapat kedua mengenai hal ini

adalah:

2. Pendapat Kedua
Ibu ataupun isteri juga bertanggung jawab atas nafkah anak-anakmya, jika
anak-anaknya sudah besar. Namun jika anak-anak mereka masih kecil, maka

kewajiban nafkah sepenuhnya menjadi kewajiban suami. Inilah pendapat sebagian
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kalangan Madzhab Hanafi, dan juga salah satu riwayat dari Madzhab Syafi’i.'®

Alasan menjadikan kewajiban nafkah juga ditanggung atau kewajiban bersama
(suami isteri) bagi anak-anak yang sudah besar-besar. Karena ayah mempunyai
kewenangan atau hak paten terhadap anaknya yang masih kecil, wali dalam segala

urusan.

Beda hal dengan anak-anak mereka yang telah besar atau dewasa,
kewenangan ayah berangsur hilang seiring tumbuh besarnya anak. Dengan
demikian kewajiban menafkahi anak-anak dan keluarga secara umumnya tidak lagi
menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya, melainkan menjadi tanggung jawab
bersama isteri. Dalam keadaan yang pertama ini, maka jika seorang isteri ingin
bekerja, guna membantu keuangan keluarga, maka hal itu sebuah kebaikan bagi
dia, selama pekerjaan itu dilakukan atas izin suami dan tanpa mengabaikan
kewajibannya mengurus rumah tangga. Namun yang harus diyakini adalah
pekerjaan mencari nafkah dan yang bertanggung jawab atas itu ditujukan untuk

suami.

B. Keadaan Mendesak

Pembahasan kedua mengenai isteri yang menafkahi keluarganya dalam
keadaan terdesak, dikarenakan suaminya yang tidak ada, atau miskin. Keadaan
mendesak inilah membuat isteri akhirnya banting tulang mencari nafkah untuk

memenuhi kebutuhan keluarga.

1% Isnawati, Isteri Bekerja Mencari Nafkah. Op.cit.,p.12
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Dengan melihat keadaan yang mendesak, para ulama berbeda pendapat

tentang, apakah menafkahi keluarga menjadi tanggung jawab isteri atau tidak?'%’

1. Pendapat Pertama

Seorang ibu wajib menafkahi anak-anaknya jika ayahnya tidak ada atau suami
dalam keadaan susah. Ini pendapat dari mayoritas ulama figih seperti ulama
Madzhab Hanafi, Madzhab Asy-Syafii, Madzhab Imam Ahmad dan juga Ibnu Al-

Mawaz dari Madzhab Maliki.

a. Dalil Pertama
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan
warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa
atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan. (QS Al- Bagarah: 233)

Di ayat di atas, Allah menyatakan yang artinya, pewaris pun seperti demikian
dibebani nafkah. Ibu termasuk pewaris, sehingga kewajiban menafkahi anak-anak

yatim ini juga menjadi kewajiban ibu.

19 |snawati, Isteri Bekerja Mencari Nafkah , op.cit., p.17.
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b. Dalil Kedua
Hadis Ummu Salamah, ketika suaminya telah meninggal, beliau datang
kepada rasulullah, apakah jika beliau menafkahi anak-anaknya Abi Salamah akan

diberikan ganjaran pahala? Lalu rasulullah mengiyakan.

wiels 5381 L ol lieain 1 JB § gy @ Ll (IS g

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Ala’ Telah
menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Hisyam
dari bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah ia berkata;
Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, mungkinkah aku mendapatkan pahala atas
nafkah yang kuberikan untuk mengasuh anak-anak Abu Salamah (anak tiri bagi
Ummu Salamah) sehingga mereka tidak tersia-sia, dimana mereka kuanggap
seperti anak-anakku sendiri?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab:
"Ya, kamu dapat pahala atas nafkah yang kamu keluarkan untuk biaya mengasuh
mereka. (HR: Bukhari).'%®

Hadis Ummu Salamah ini menunjukkan, ibu yang menafkahi anak-anaknya
ketika ayah mereka telah tiada, dan dia akan diberikan pahala. Hanya saja hadis ini
tidak menjelaskan kalau menafkahi anak-anak adalah merupakan kewajiban ibu,
lebih kepada kebolehan seorang ibu yang menafkahi anak, menggantikan posisi

ayahnya '°

c. Dalil Ketiga
Nafkah adalah sebab bertahannya seseorang hidup, menjaga diri untuk
bertahan hidup hukumnya wajib. Seorang anak berasal dari ibu, bagian dari ibu,

maka menjaganya darah dagingnya hukumnya wajib bagi seorang ibu. Maka

1% Muhammad bin Islmail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 7, (Beirut : Daar
Thauqg an-Najah, 2001), p. 66
1% 1snawati, Isteri Bekerja Mencari Nafkah , op.cit., p.17.
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dalam hal ini yang mengharuskan seorang ibu memberikan nafakah kepada anak-

anaknya adalah mashalah.

d. Dalil Keempat

Melalui pemberian nafkah dari seorang ibu buat anak-anaknya, akan
mendekatkan hubungan silaturahim dan kedekatan antara mereka, dan
mengabaikannya akan membawa semakin jauh hubungan mereka dan putusnya tali

silaturahim.

2. Pendapat Kedua
Tidak wajib bagi seorang ibu menafkahi anak-anaknya bagaimana pun

keadaannya. Ini pendapat dari kalangan ulama Madzhab Maliki.**

a. Dalil Pertama
Allah Ta’ala berfirman :
Hasa BT G ) W Gl L 56T & 5l i, adle 58 1agiamis e el o) 310
Fud b da5 )
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan
orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS: Ath-Thalag: 7).

Ayat di atas menurut mereka ditujukan kepada suami, isteri tidak masuk

didalamnya yang berkewajiban menafkahi.

1% 1snawati, Isteri Bekerja Mencari Nafkah , op.cit., p.17.
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b. Dalil Kedua
Dalil yang memperkuat mereka juga adalah perkataan rasulullah SAW kepada

Hindun isteri Abu Sufyan™*:
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Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada
kami Sufyan dari Hisyam dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu ‘anha; Hindun, ibu
dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam;
"Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Apakah dibenarkan bila
aku mengambil dari hartanya secara sembunyi-sembunyi?" Maka Beliau

bersabda: "Ambillah buatmu dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk
mencukupi kamu".( HR: Bukhari).

Hadis ini menunjukkan tidak ada kewajiaban bagi seorang ibu menafkahi
anak-anaknya ketika ayahnya masih hidup, dan begitupun setelah dia meninggal,
hukumnya baku, tetap, tidak berubah sebagaimana hukum asli yang menyatakan
kewajiban nafkah adalah tanggung jawab suami. Berdasarkan kedua pendapat di
atas dan berdasrkan dalil-dalil yang mereka kemukakan, bahwasanya tidak ada
larangan atau keharaman bagi isteri untuk menafkahi anak-anak atau keluarganya,
hanya saja hal itu kembali pada apakah menjadi wajib sebagaimana pendapat
jumhur, ataukah tidak. Tapi pada kenyataannya, sekalipun menafkahi bukan

menjadi kewajiban bagi seorang ibu, dia sebagai orang yang paling dekat dengan

" Muhammad bin Islmail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut : Daar
Thaug an-Najah, 2001), p. 79
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keluarga, terutama anak-anaknya, pasti akan berusaha membantu dan memenuhi

kebutuhan mereka.'*?

D. Tinjauan tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut ‘a/-mal’ berasal dari kata (M\ie-Jie-J%) yang
berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan menurut istilah Imam Hanafi,
harta (al-mal) ialah'*® :

1 3y ) 531 1S5 owdy a1 4l ik v

Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan
hingga dibutuhkan.

Imam Hanafi membedakan harta dan milik. Menurutnya, milik adalah sesuatu
yang dapat digunakan secara khusus yang dapat digunakan secara khusus dan tidak
dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Sedangkan harta adalah segala sesuatu
yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya,
harta bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi, yang dimaksud dengan harta menurut
Hanafiyah, hanyalah sesuatu yang berwujud (@ ’yan). Menurut sebagian ulama,

yang dimaksud dengan harta ialah :
aadiy I 8 o35 b o 8

Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu
akan memberikannya atau akan menimpanya.

"2 |snawati, Isteri Bekerja Mencari Nafkah ?, (Jakarta : Rumah Figih Publishing), p.22.

" Hj. Ruf’ah Abdullah, Figih Muamalah, (Serang : Media Madani, 2018), p.17.
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Menurut sebagian ulama lainnya, bahwa yang dimaksud dengan harta ialah :

iz 33 4a3 W6 3 Jud

Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti

rudi atas orang yang merusak dan melenyapkannya. (Jumhur Ulama selain
Hanafiyah)

Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddigi, yang dimaksud dengan harta

jalah' :

a. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan
hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola (tasharuf)
dengan jalan ikhtiar.

b. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia
maupun oleh sebagian manusia.

c. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.

d. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga)

e. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat
diambil manfaatnya tidak termasuk harta, dan

f. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan
dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Uraian tersebut memperlihatkan, bahwa para ulama masih berbeda pendapat

dalam menentukan definisi harta, sehingga terjadi perselisihan pendapat di antara

para ulama dalam pembagian harta karena berbeda dalam pendefinisian harta

tersebut. Namun di sini dapat diperhatikan, bahwa penekanan para ulama dalam

114

Hj. Ruf’ah Abdullah, Figih Muamalah, op.cit., p. 1
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mendefinisikan harta itu antara lain sebagai berikut : Hasbi Ash-Shiddieqy
menyebutkan, bahwa harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat
dimiliki, dapat diperjualbelikan dan berharga, konsekuensi logis perumusan ini
ialah : Manusia bukanlah harta sekalipun berwujud, Babi bukanlah harta, karena
babi bagi muslimin haram diperjualbelikan, dan Sebiji beras bukanlah harta,
karena sebiji beras tidak memiliki nilai (harga) menurut ‘urf. Sedangkan
Hanafiyah menyatakan, bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat
disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan, tidak

termasuk harta, seperti hak dan manfaat.

2. Unsur-unsur Harta

Para fukaha membagi harta menjadi dua unsur, yaitu unsur ‘ariyah dan unsur
‘urf. Unsur ‘ariyah ialah : harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (a’yan).
Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi
termasuk milik atau hak. Unsur ‘urf ialah segala sesuatu yang di pandang harta
oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu
kecuali menginginkan manfaat ma nawiyah.

115 .
> a

Junus Gozali mengemukakan, bahwa harta terdiri atas dua unsur, yaitu
Benda tetap, yaitu benda-benda yang tidak mungkin bisa dipindahkan, misalnya
tanah: b. Benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan dari tempat yang

satu ke tempat yang lainnya, seperti tanaman, pohon, bangunan, rumah, hewan,

dan barang-barang tetap. Menurutnya, benda yang dapat dipindahkan itu adalah

"5 Hj. Ruf’ah Abdullah, Figih Muamalah, op.cit., p. 19.
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sesuatu yang manakala dipindahkan, maka tidak berubah bentuk asalnya.
Bangunan apabila dipindahkan, harus dihancurkan terrlebih dahulu agar menjadi
rusak, seperti halnya pohon, kalau dipindahkan menjadi kayu.

3. Kedudukan Harta dan Fungsinya

Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Harta (uang) dan kekayaanlah yang dapat menunjang pada segala kegiatan pada
segala kegiatan manusia termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia
(papan, sandang, dan papan).

Pada hakikatnya, segala yang ada dilangit dan dibumi adalah milik Allah Swt,.

Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 284" :
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Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di
bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu
menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang
perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan

menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.

Surat al-Maidah ayat 18 Allah Swt., berfirman :

oA ik 3l 5 o WKl (S o8 8 Ty AT T 03 Lerally 35T g
all s Wi g 15 pandl Gli g £ o4 A £
Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: Kami ini adalah anak-anak
Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah: Maka mengapa Allah menyiksa kamu
karena dosa-dosamu? (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-
Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang diciptakan-
Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang
dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. Dan
kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).

"¢ Ibid., p. 21.
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Konsekuensinya logis ayat-ayat al-Qur’an di atas adalah sebagai berikut : 1.
Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah, sehingga wajib
baginya untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan beribadah
lainnya. 2. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran
bersama, pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya. 3.
Harta perorangan boleh digunakan umum, dengan syarat pemilikannya
memperoleh imbalan yang wajar.

Selain diperhatikannya kepentingan umum, kepentingan pribadi juga perlu

diperhatikan, sehingga berlakulah ketentuan sebagai berikut*’

: 1. Masyarakat
tidak boleh mengganggu dan melanggar kepentingan pribadi selama tidak
merugikan orang lain dan masyarakat. 2. Pemilikan bermanfaat berhubungan
dengan hartanya, maka pemilik manfaat boleh memindahkan hak miliknya kepada

orang lain. Misalnya dengan cara menjualnya, menghibahkan dan sebagainya. 3.

Pada pokonya, pemilikan manfaat itu kekal, tidak terikat oleh waktu.

4. Fungsi Harta

Bila ditinjau dari syariat Islam, maka fungsi harta di sini sangat banyak, baik
dalam kegunaan dalam hal yang bagus, maupun kegunaan dalam hal yang buruk.
Di antara sekian banyak fungsi harta, antara lain sebagai berikut™® :

a. Harta berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas

(mahdhah), sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup

117 -
Ibid.
"8 Hj. Ruf’ah Abdullah, Figih Muamalah, op.cit., p. 35.
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aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat,
sedekah, hibah, wakaf, dan lainnya.

b. Fungsi lain dari harta adalah untuk meningkatkan keimanan (ketakaan)
kepada Allah Swt., sebab kekafiran cenderung mendekatkan diri kekufuran,
sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada
Allah Swt.

c. Harta juga berfungsi untuk meneruskan kehidupan satu periode ke periode
berikutnya, sebagaimana firman Allah :

s 938 145y o 148000 1ile 1005 Gua K55 Gaals e 1855 3 clll 2

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS.
An-Nisa : 9)

d. Harta berfungsi sebagai penyeimbang antara kehidupan dunia dan akhirat,

e. Harta berfungsi sebagai sarana atau modal pokok untuk mengembangkan
atau menegakkan ilmu-ilmu, karena tanpa modal akan terasa sulit, misalnya
seseorang tidak bisa kuliah di perguruan tinggi, bila ia tidak memiliki biaya.

f. Harta juga berfungsi untuk memutarkan peranan-peranan kehidupan seperti
adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling
membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan

g. Untuk menumbuhkan silaturahim, misalnya karena adanya perbedaan dan
keperluan. Serang merupakan daerah penghasil emping, Palembang merupakan

daerah penghasil nanas dan empek-empek, maka orang Palembang yang

membutuhkan emping akan membeli produk orang Serang, dan orang Serang yang
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memerlukan nanas akan membeli produk orang Palembang. Dengan begitu,
terjadilah interaksi dan komunikasi silaturahim dalam rangka saling mencakupi
kebutuhan. Oleh karena itu, perputaran harta dianjurkan Allah Swt., dalam al-
Qur’an supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja
di antara mu
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Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,
untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka
terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-
Hasyri : 7)

5. Harta Bersama antara Adat dan Syariat

Harta bersama atau harta Gono-gini adalah istilah yang dikenal oleh budaya
orang Jawa kebanyakan dan sekitarnya untuk merujuk kepada harta yang dimiliki
secara bersama oleh suami dan isteri di dalam pernikahan. Jadi, harta yang
dihasilkan oleh salah satu pasangan; entah isteri atau suami, di masa pernikahan
mereka, kepemilikannya adalah milik bersama. Inilah yang dimaksud dengan harta
gono-gini atau biasa juga disebut dengan nama harta bersama.***

Karenanya, jika terjadi perpisahan antara keduanya, baik itu pisah hidup, atau

juga pisah mati, harta yang ada haruslah dibagi 2 terlebih dahulu; karena memang

119

Ahmad Zarkasih, Gono-Gini, Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang, (Jakarta :
Rumah Figih Publishing, 2018), p.7.
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harta tersebut milik bersama. Maka ketika sudah tidak lagi dikatakan bersama,
kepemilikan harta pun kembali ke individu masing-masing. Misalnya, jika suami
menceraikan isterinya, maka suami tidak boleh membawa harta yang di anggap
sebagai hartanya sendiri karena berkat usahanya sendiri. Suami harus membaginya
dengan pembagian 50 berbanding 50, untuk memberikan jatah tersebut kepada
isterinya. Begitu juga jika salah satu pasangan wafat. Harta yang ditinggalkan
tidak bisa langsung dijadikan harta warisan yang kemudian diberikan kepada ahli
waris. Harta tersebut mestilah diberikan setengahnya yakni 50%-nya kepada
pasangan yang hidup sebagai harta bersama. Dan sisanya, barulah dijadikan harta
warisan yang dibagikan kepada ahli-ahli waris yang ada.

6. Harta Bersama Dalam Budaya Indonesia

Di hampir seluruh daerah Indonesia, harta bersama itu ada dan dilakukan
sejak dahulu kala. Bahkan sudah menjadi aturan tak tertulis hampir di seluruh
daerah Indonesia. Nama harta bersama di setiap daerah di Indonesi itu berbeda-
beda, tidak semua memakai istilah harta bersama atau gono-gini.

Dalam budaya Aceh misalnya, harta bersama dikenal dengan istilah Hareuta
Syareukat. Berbeda lagi dengan budaya Bugis dan Makassar yang mengenal harta
bersama dengan istilah Cakkara. Kalau di Kalimantan disebut dengan nama
Perpantangan. Budaya orang sunda menyebutnya Guna Kaya. Di Bali, namanya
Druwe Gabro.*® Banyaknya ragam nama untuk satu jenis harta ini di hampir

seluruh daerah Indonesia, itu menunjukkan bahwa harta bersama memang sudah

120

Zarkasih, Gono-Gini, Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang, op.cit., p.8.
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eksis sejak dahulu. Bahkan tidak berlebihan jika kita katakana bahwa itu sudah ada
sebelum pemerintahan Indonesia berdiri.

7. Harta Bersama Dalam Syariat Islam

Sedangkan dalam syariah Islam, memang tidak dikenal istilah harta bersama;
karena memang pernikahan itu bukanlah cara atau jalan untuk membuat harta itu
pindah kepemilikan. Akad nikah itu sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama-
ulama figih; adalah akad yang membuat laki-laki yang berakad boleh untuk
menggauli wanita yang walinya berakad kepada laki-laki tersebut dengan adanya
ljab dan Qabul. Itu akad nikah. Tidak ada dalam akad nikah itu sesuatu yang
membuat harta berpindah kepemilikan dari suami ke isteri atau dari isteri ke
suami.*®* Dalam syariah itu yang ada ialah harta isteri mutlak untuk isteri dan harta
suami mutlak kepemilikannya dipegang oleh suami. Penghasilan suami mutlak
milik suami namun  berkewajiban memberikan nafkah untuk isteri dan
keluarganya.

8. Harta Bersama Dalam Undang-Undang

a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kemunculan wacana harta bersama dalam masyarakat Indonesia memang
sudah digariskan dalam Undang-Undang resmi Negara Republik Indonesia, artinya
keberadaan harta bersama itu sudah dilegalkan dan punya kekuatan hukum dalam
peradilan Indonesia.

Salah satu undang-undang yang mengatur adanya harta bersama suami dna

isteri adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab ini juga biasa disebut

! 1bid
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oleh banyak orang dengan istilah Kitab BW,; yakni singkatan dari “Burgerlijk
Wetboek voor Indonesie” dalam bahasa Belanda.

Dalam kitab BW, masalah harta bersama dijelaskan lengkap beserta pada
BAB VI, dan dijelaskan dalam 119 pasal yang dibagi menjadi 3 bagian'??. Bagian
pertama membahas tentang definisi. Bagian kedua tentang pengaturan dan bagian
terakhir tentang pembubaran harta bersama.

Di pasal 119 yang merupakan pasal pertama, menjelaskan :

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta
bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan
ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama
perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan
antara suami isteri.

Pasal 122 menegaskan lagi:

Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-
keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga
menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

b). UU Perkawinan Tahun 1974

Tidak cukup hanya dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemerintah
pada tahun 1974 mengeluarkan lagi Undang-Undang tentang Perkawinan yang di
dalamnya juga membahas sekaligus menegaskan legalitas harta bersama dalam
Negara ini. Dalam Undang-Undang tersebut, yakni Undang-Undang no. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan, harta bersama suami dan isteri dijelaskan pada BAB VII

dengan judul “Harta Benda Dalam Perkawinan”.'?

122

Zarkasih, Gono-Gini, Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang, op.cit., p.9-10.
Zarkasih, Gono-Gini, Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang, op.cit., p.11.
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Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing.

Kalau dilihat dari 2 kitab Undang-Undang yang telah disebutkan di atas,
ternyata ada sedikit perbedaan antara kitab BW dengan undang-undang
Perkawinan tahun 1974. Kitab BW memutlakkan bahwa seluruh harta yang
dimiliki oleh seseorang itu menjadi milik bersama ketika ia menikah. Artinya baik
harta yang dihasilkan ketika pernikahan atau juga harta yang ia bawa masing-
masing sebelum pernikahan, itu semua menjadi harta bersama demi adanya ikatan
perkawinan.

Sedangkan UU perkawinan tahun 1974, hanya harta yang dihasilkan selama
pernikahanlah yang menjadi harta bersama. Sedangkan harta yang dibawa oleh
masing-masing pasangan, itu semua mutlak milik mereka dan bukan bagian dari
harta bersama.

6. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketika muncul Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan di dalam beberapa

pasalnya menegaskan keberadaan harta bersama.*?*
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Zarkasih, Gono-Gini, Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang, op.cit., p.12.
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1). Pasal 85

Awalnya disebutkan dalam Kitab Perkawinan Pasal 85:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan
adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

2). Pasal 91

Kemudian dirincikan di pasal 91 dengan seluruh ayatnya; 1 sampai 4:

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa
benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu
pihak atas persetujuan pihak lainnya.

3. Pasal 96

Dan semakin menjadi kuat dan tegas di pasal 96, ayat 1:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak
pasangan yang hidup lebih lama

4. Pasal 97

Dan di pasal 97 dijelaskan juga tentang harta bersama jika terjadi perceraian
atau pisah antara suami isteri dalam keadaan hidup:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

7. Kedudukan Harta dalam Perkawinan

Pembahasan dalam masalah ini menyangkut dua masalah pokok, yaitu barang

bawaan dan harta bersama.

a). Barang Bawaan

Maksud barang bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang

dipersiapkan oleh isteri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti

bersama suaminya. Menurut adat tertentu, pihak yang menyediakan perabot rumah

tangga seperti ini adalah pihak isteri dan keluarganya. ** Tindakan ini merupakan

salah satu bantuan untuk menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari

pernikahan. Dalam sebuah hadis, Nabi Saw. Bersabda :

12 Tihami, Figih Munakahat : Kajian Figih Nikah Lengkap, op-cit., p. 177.
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Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah memberitakan kepada
kami Zaidah Telah menceritakan kepada kami 'Atho’ Bin As Sa’'ib dari bapaknya
dari Ali radliallahu 'anhu, dia berkata; "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam

menyiapkan (membekali) Fatimah berupa kain tebal, geriba, bantal dari kulit
yang isinya dedaunan pohon idkhir (HR Ahmad bin Hambal) *°

Sebenarnya, secara hukum, tanggung jawab untuk menyediakan peralatan
rumah tangga, seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami.
Isteri dalam hal ini, tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun mahar yang
diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian alat rumah tangga
tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari
penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai harga dari barang-barang
peralatan rumah tangga untuk isterinya. Jadi, mahar adalah hak mutlak bagi isteri
bukan bagi ayahnya atau, suaminya. Karena itu, tidak ada seorang pun yang lebih
berhak selain dirinya. Golongan Maliki mengatakan bahwa mahar bukanlah
mutlak milik isteri. Oleh karena itu, tidak berhak membelanjakan untuk
kepentingan dirinya, atau untuk mengambil sebagian untuk belanja dan

menggunakan sedikit dengan cara-cara yang baik, atau untuk membayar hutang.*?’

Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami isteri, pada dasarnya, isteri
tidak mempunyai hak atas harta bawaan tersebut. Harta isteri tetap menjadi hak
suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta atau barang bawaan dari kedua belah

pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah

126 Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, Juz 2,
(Beirut : Muassasah ar-Risalah, 2001). p. 73
*" Tihami, Figih Munakahat : Kajian Figih Nikah Lengkap, op-cit., p. 178.
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penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam
perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta masing-masing, apakah itu hibah, sedekah, atau
lainnya. Jika peralatan rumah tangga dibeli sendiri oleh isteri atau diberikan oleh
orang tuanya, maka ia menjadi pemiliknya secara mutlak. Suaminya apabila suami
membawa barang miliknya sendiri. Menurut Imam Maliki, suami berhak
memanfaatkan peralatan rumah tangga isterinya sesuai dengan kebiasaan yang

berlaku dalam masyarakat.

b). Harta Bersama Suami Isteri

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya
harta milik masing-masing suami isteri. Harta bersama tersebut dapat berupa
benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang
tidak berwujud bisa berupa hak tau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan
oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami isteri, tanpa
persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan
harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun isteri, mempunyai
pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama. Dalam hal ini
pertanggungjawaban hutang, baik terhadap hutang suami maupun isteri, bisa
dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap utang yang dilakukan
untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi,
bila harta suami tidak ada atau mencukupi, maka dibebankan pada harta isteri.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta bersama atau gono-gini
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adalah harta bersama milik suami isteri yang mereka peroleh selama perkawinan.
Dalam masyarakat Indonesia ini, hampir semua daerah mempunyai pengertian,
bahwa harta bersama antara suami dan isteri memang ada dengan istilah yang

berbeda untuk masing-masing daerah.'?®

Di daerah Aceh, misalnya disebut dengan heureuta sihaurekat, di
Minangkabau disebut harta suorang, di daerah Sunda disebut guna kaya atau
tumpeng kaya, atau raja kaya (Kabutaten Sumedang), di Jakarta disebut harta
pencaharian, di Jawa disebut barang gana atau gono-gini, di Bali disebut drube
gabro, di Kalimantan disebut barang berpantangan, si Sulawesi (Bugis dan
Makassar) dikenal dengan barang cakar atau di Madura disebut dengan nama
ghuna-ghana. Masalah harta bersama merupakan masalah vital yang sering
disengketakan oleh pihak suami ataupun isteri pada saat terjadinya perceraian.
Disinilah dibutuhkan kejelian dari pada hakim untuk dapat menilai, apakah harta
tersebut merupakan harta bersama atau bukan. Dalam membuat patokan bahwa
semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harus
dikecualikan untuk harta yang diperoleh salah seorang suami atau isteri, yang
disebabkan oleh warisan atau pemberian. Karena warisan atau pemberian yang
diperoleh selama perkawinan semata-mata menjadi milik pribadi yang
bersangkutan.'*Setelah diketahui kapan terbentuknya suatu harta bersama, maka
dipandang perlu untuk mengkaji tentang hal-hal apa sajakah yang termasuk dalam

ruang lingkup harta bersama yang akan coba diuraikan melalui pendekatan yuridis.
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Tihami, Figih Munakahat : Kajian Figih Nikah Lengkap, op-cit., p. 180.
' bid.
98



1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek
harta bersama atau bukan, ditentukan pada saat pembelian. Jadi apa saja yang
dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak
menjadi soal siapa diantara suami isteri yang membelinya. Juga tidak menjadi
masalah atas nama suami atau isteri harta itu terdaftar dan terletak dimanapun.
Yang penting, apabila harta itu dibeli dalam masa perkawinan maka dengan

sendirinya menurut hukum menjadi objek harta bersama.

Lain halnya jika uang pembeli barang berasal dari harta pribadi suami atau
isteri. Jika uang pembelian barang berasal dari harta pribadi, maka barang yang
dibeli tersebut tidak termasuk objek harta bersama. Harta yang seperti ini tetap

menjadi milik bersangkutan.**°

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta
bersama

Patokan berikut untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta
bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan
barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah
terjadinya perceraian. Misalnya jika suami isteri selama perkawinan memiliki
simpanan yang sampai pada perceraian belum dibagi-bagikan. Kemudian jika
salah satu pihak yang membeli rumah dari uang simpanan tersebut, maka rumah

tersebut tetap menjadi harta bersama dan bukan merupakan harta milik isteri atau

B0 | pid.
99



harta milik suami. Penerapan yang seperti ini harus dipegang secara utuh untuk
menghindari manipulasi dan itikad buruk suami atau isteri. Karena dengan
penerapan seperti ini, hukum tetap dapat menjangkau harta bersama sekalipun
harta itu telah berubah bentuk menjadi barang lain. Sekiranya hukum tidak mampu
menjangkau hal seperti itu, maka akan banyak terjadi manipulasi harta bersama
sesaat setelah terjadinya perceraian, dengan pengharapan agar ia dapat menguasai
sepenuhnya seluruh harta bersama. Maka untuk mengatasinya, asas kemutlakan
harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk
apapun asal barang itu berasal dari harta bersama walaupun wujud barang yang

baru itu diperoleh atau dibeli sesudah terjadinya perceraian.*®*

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaedah hukum harta bersama. Yakni semua harta
yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
Namun, dalam suatu sengketa harta bersama tidak semulus dan sesederhana itu.
Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat akan
mengajukan bantahan bahwa harta yang di gugat bukan merupakan harta bersama,
tetapi merupakan harta pribadi. Hak kepemilikan seperti ini bisa berdasarkan atas
hak kepemilikan, warisan ataupun karena hibah. Apabila terjadi hal seperti ini,
maka untuk menentukan apakah barang tersebut merupakan objek harta bersama

atau bukan, ditentukan oleh kamampuan dan keberhasilan dari penggugat untuk

B M. Yahya Harahap, Keududkan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Cet. |

(Jakarta : Garus Metropolitan Press, 1990), p. 303-306
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bisa membuktikan bahwa harta-harta tersebut benar-benar diperoleh selama dalam

perkawinan.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama dan dari harta pribadi suami
isteri, maka otomatis akan menjadi objek harta bersama dan akan menambah
jumlah dari harta bersama. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak
berada di bawah kekuasaan pemiliknya. Namun harta pribadi tidak terlepas
fungsinya dari kepentingan keluarga. Barang aslinya memang tidak boleh
diganggu gugat, tetapi hasilnya akan menjadi objek harta bersama. Ketentuan ini,
berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian
perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang
timbul dari harta pribadi, maka seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi

suami isteri menjadi objek harta bersama.

5. Segala Penghasilan Pribadi Suami Isteri

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No. 454
K/SIP/1970 menegaskan bahwa segala penghasilan suami isteri baik dari
keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil peroleh
masing-masing sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri. Jadi
sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri, maka tidak terjadi
pemisahan. Malahan dengan sendirinya terjadinya penggabungan kedalam harta

bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut
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hukum, sepanjang suami Isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian

perkawinan.*®

Dengan demikian dapat diketahui bahwa harta bersama adalah harta yang
diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan
berdua diantara suami isteri. Implikasinya, harta yang sudah dimiliki oelh suami
atau isteri sebelum menikah karena warisan atau pemberian, semata-mata menjadi

milik pribadi yang bersangkutan.

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun
1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur
status harta yang diperoleh masing-masing suami isteri. Pada Pasal 37, dijelaskan
apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut

hukumnya masing-masing.

Dalam hukum Islam, harta bersama suami isteri pada dasarnya tidak dikenal,
karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab figih. Hal ini sejalan
dengan asas pemilikan harata secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami
wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala

kelengkapannya untuk anak dan isterinya dari harta suami sendiri.

Selanjutnya, apabila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia, maka

harta peninggalannya itu adalah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan

B2 M. Yahya Harahap, Keududkan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Cet. |

(Jakarta : Garus Metropolitan Press, 1990), p. 303-306
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kepada ahli warisnya, termasuk isterinya. Kendatipun ada hak kepemilikan pribadi
antara suami isteri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan ada
harta bersama antara suami isteri, sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat
Indonesia ini dalam bentuk syirkah (kerja sama) antara dua pihak (suami isteri),

baik syirkah dalam bentuk harta maupun dalam bentuk usaha.

Harta bersama dalam Islam lebih identik digiyaskan dengan Syirkah abdan
mufawwadah (Aa 524]) B 45)») yang berarti perkongsian tenaga dan
perkongsian tak terbatas. Meskipun harta bersama gono-gini tidak diatur dalam
figih Islam secara jelas, tetapi keberadaanya, paling tidak dapat diterima oleh
sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami
isteri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk
mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar harta untuk simpanan
(tabungan) untuk masa tua. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan

untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia.*

Pencarian bersama itu termasuk kedalam kategori syirkah mufawwadhah
(‘Lmﬁd\ 4835), karena perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang
mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali

yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada

suami isteri tersebut.

133

Tihami, Figih Munakahat : Kajian Figih Nikah Lengkap, op-cit., p. 181.
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Imam Syafi’i tidak membolehkan perkongsian kepercayaan (sebagai ganti
modal), karena pengertian syirkah menghendaki percampuran modal. Sedangkan
perkongsian tenaga dan kepercayaan tidak ada modal. Sedangkan perkongsian
tenaga dan kepercayaan tidak ada modal (pokok). Oleh sebab itu, kedua macam
perkongsian yang tidak bermodal ini tidak sah. Selain itu, maksud diadakannya
perkongsian adalah untuk menambah kekayaan dengan jalan berdagang. Karena
orang tidak sama pandainya dalam menjalankan perdagangan, maka diadakan
perkongsian untuk memberikan jalan kepada orang yang kurang pandai berdagang

untuk mengembangkan kekayaan yang berupa modal.

Ulama mazhab Hanafi menolak alasan Imam Syafi’l dengan mengemukakan
alasan sebagai berikut™** :

a. Perkongsian tenaga dan kepercayaan sudah umum dijalankan orang dalam
beberapa generasi,

b. Baik perkongsian tenaga maupun kepercayaan sama-sama mengandung

pemberian kuasa (331553\), sedangkan pemberian kuasa hukumnya juga

diperbolehkan

C. Adapun alasan Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa perkongsian
diadakan untuk mengembangkan harta sehingga harus ada modal yang
berupa harta, yang akan dikembangkan oleh Madzhab Hanafi dikatakan
bahwa perkongsian tenaga dan kepercayaan diadakan bukan untuk

mengembangkan harta, tetapi untuk mencari harta, sedangkan

134 Tihami, Figih Munakahat : Kajian Figih Nikah Lengkap, op-cit., p. 182-183.
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menghasilkan harta lebih diutamakan daripada mengembangkan harta.
Oleh sebab itu, disyariatkan perkongsian untuk menghasilkan harta adalah

lebih utama lagi'*®

B3 |bid.
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BAB IlII
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA NO.
126/Pdt.G/2013/PTA.JK DALAM FIQIH KONTEMPORER TENTANG

HARTA BERSAMA

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
126/Pdt.G/2013/PTA.JK

1. Kasus Posisi Perkara

Nomor perkara 126/Pdt.G/2013/PTA.JK didapatkan dari Pengadilan Tinggi
Agama (PTA) di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2013 yang sebelumnya
menerima permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama (PA) di Jakarta
Barat dengan nomor putusan perkara 1213/Pdt.G/2013/PA.JB dari Pembanding
yang identitasnya yaitu sebagai berikut :

A. Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Barat. Dahulu sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi.
Sekarang Pembanding.

Melawan Terbanding yang identitasnya sebagai berikut :

B. Terbanding, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Barat. Dahulu sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
Sekarang Terbanding.

Penulis dengan sengaja sengaja menganonimkan/menyamarkan nama-nama
orang yang berperkara baik Pembanding dan Terbanding untuk menjaga nama

baik dan juga hal-hal lain nanti yang bisa merugikan kedua pihak di kemudian
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hari. Pembanding dan Terbanding sudah resmi bercerai berdasarkan akta cerai
yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 27 Mei 2011 yang lalu.

Gugatan harta bersama pada putusan Nomor 1213/Pdt.G/2013/PA.JB yang
bertindak sebagai Tergugat adalah Terbanding yang tidak lain adalah suami
Pembanding. Di dalam putusan tersebut Pembanding tidak menerima putusan
Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memutuskan bagian untuknya 1/2 dari harta
bersama karena menganggap putusan tersebut tidak memenuhi unsur keadilan,
dimana Pembanding lebih mempunyai andil dalam mendapatkan harta bersama
tersebut selama perkawinan. Harta bersama yang dimaksud adalah sebidang tanah
seluas 729 M2 yang terletak di Jakarta Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

1). Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan

2). Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gang

3). Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah

4). Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun kosong

Penulis mencermati bahwa ketika putusan telah dibacakan pada tanggal 27
Agustus 2013, yang pada saat itu Pembanding hadir, Pembanding langsung
mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 September 2013. Itu artinya
permohonan banding dari Pembanding dapat diterima karena masih dalam
tenggang waktu yakni 14 hari. Dan juga Pembanding memenuhi syarat legal
standing yaitu keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi
syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan
penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara, sebagai orang yang

mempunyai hak berperkara dalam putusan ini, berdasarkan pasal 61 Undang-
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undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara,
hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, dan
harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar
hukum yang tepat dan benar. Oleh karena itu permohonan banding dari
Pembanding dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian memori
banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2013 dan
Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 18 November
2013. Dan kontra memori bandingnya telah disampaikan kepada Pembanding pada
tanggal 22 November 2013 yang isinya ada di duduk perkara.

2. Duduk Perkara

Tentang duduk perkaranya atau motif Pembanding mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut :

A. Pembanding tidak menerima putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat
yang menetapkan sebidang tanah 729 M? (tujuh ratus dua puluh sembilan meter
persegi) yang terletak di Jakarta Barat sebagai harta bersama dan menghukum
Terbanding untuk menyerahkan %2 dari harta bersama tersebut ke Pembanding.
Berdasarkan SHM Nomor 694 tercatat tanah itu atas nama Pembanding.

B. Bahwa berdasarkan perjanjian yang dicatatkan di Kantor Notaris Abdullah
Bagus Hidmatin Wargahadibrata, S.H, M.Kn., selama dua tahun pernikahan
Pembanding dan Terbanding hasil usaha keduanya yang sekitar Rp
1,000,000,000,00 s.d. Rp 1,500,000,000,00 digunakan untuk melunasi utang-utang

Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding. Maka dari itu bisa dilihat
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itikad baik dari Pembanding yang ingin menolong terbanding untuk melunasi
utang-utang Terbanding.

3. Dalam perjanjian tersebut juga, Pembanding memiliki usaha sendiri saat
menikah dengan Pembanding yakni PT. PGA dan Pembanding sama sekali tidak
memiliki utang.

4. Pembanding memiliki usaha yakni PT. PGA yang cukup lancar, bahkan
dengan usaha itu, Pembanding bisa menafkahi keluarga termasuk Terbanding dan
anak-anak Terbanding dari isteri pertamanya yang sudah dicerai.

5. Terbanding dalam soal keuangan tidak jujur karena tidak mengakui
memiliki deposito Rp 505,209,963,00. Padahal seharusnya Pembanding sebagai
isteri harus mengetahui penghasilan suaminya untuk menafkahi keluarga sebagai
tugas utama suami.

6. Pembanding juga sampai saat perjanjian di depan notaris dibuat, tidak
mengetahui penghasilan per bulan, rekening tabungan, dan rekening koran
Terbanding.

7. Sampai saat perjanjian di depan notaris dibuat, penghasilan dari
Pembanding lah yang digunakan untuk kemaslahatan rumah tangga Pembanding
dan Terbanding untuk menyekolahkan putra-putri  Pembanding, dan
mengembangkan usaha Pembanding yang seluruhnya atas izin Terbanding.

8. Selain itu juga, Terbanding telah melakukan tindak pidana pemalsuan,
dengan mendirikan PT. JA, pada hari kamis tanggal 15 Juli 2010 tanpa
sepengetahuan pihak Pembanding, dengan menggunakan surat kuasa di bawah

tangan tanpa kehadiran dan sepengetahuan Pembanding. Hal ini menunjukkan
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bahwa Terbanding ingin menguasai hasil jerih payah Pembanding dengan cara
yang tidak pantas dan tidak jujur menjadikan Pembanding sebagai kuda
tunggangan, tanpa memberikan perhatian, sandang, pangan, papan, dan kasih
sayang.

9. Sebaliknya pihak Pembanding bekerja keras membanting tulang untuk
mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Pembanding, kebutuhan anak-
anak, dan kebutuhan perusahaanya.

10. Bahkan pihak Pembanding telah mendapatkan penghargaan dari Presiden
dan Gubernur DKI Jokowi serta pengkuan dari banyak badan nasional dan
internasional atas prestasi mengharumkan bangsa dan negara, ini membuktikan
bahwa Pembanding adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja,
membantu masyarakat tanpa lelah berkarya secara tulus ikhlas.

11. Pembanding dan Terbanding di depan notaris telah bersepakat dari setiap
harta yang dicatatkan atas nama masing-masing selama pernikahan akan tetap
menjadi milik masing-masing sesuai jerih payah masing-masing.

Analisa penulis dalam hal ini yaitu adalah Pembanding tidak menerima
putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menetapkan sebidang tanah yang di
atasnya berdiri sebuah rumah permanen seluas lebih kurang 729 M? (tujuh ratus
dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kota Administrasi Jakarta
Barat sebagai harta bersama dikarenakan belum dibayar sampai lunas sampai saat
itu belum sah dimilikinya, oleh karena itu rumah yang disengketakan tidak dapat
dibagi dua karena tanggung jawab pelunasannya belum diselesaikan secara hukum

dan selanjutnya esensi perjanjian tersebut menerangkan bahwa sebelum
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pernikahan dimulai Pembanding menetahui bahwa Terbanding memiliki utang
piutang sehingga Pembanding mempunyai itikad baik menolong Terbanding,
selain itu juga Pembanding memiliki perusahaan yang lancar cukup untuk
menafkahi Terbanding dan anak-anak Terbanding dari istri pertamanya yang sudah
dicerai. Sebaliknya Terbanding dalam soal keuangan tidak jujur sehingga
membuat Pembanding merasa sebagai kuda tunggangan, tanpa memberikan
perhatian, sandang, pangan, papan dan kasih sayang. Sebaliknya Pihak
Pembanding bekerja keras membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan rumah
tangga, kebutuhan perusahaan, dan kebutuhan anak-anaknya.

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan
pertimbangan sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah melihat bukti dan
menimbang secara seksama, berkesimpulan bahwa tanah SHM Nomor
694/Palmerah seluas 729 M? dan bangunan rumah di atas tanah tersebut yang
terletak di Jakarta Barat adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding.

B. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa
bedasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama adalah harta yang diperoleh
masing-masing suami dan isteri atau yang diperoleh bersama suami dan isteri.
Oleh karena tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Pembanding pada saat terikat

perkawinan dengan Terbanding, maka harta tersebut termasuk harta bersama.
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C. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disertakan di dalam persidangan
oleh Pembanding, terbukti Pembanding, pada tanggal 27 Februari 2009, telah
membeli sebidang tanah SHM Nomor 694/Palmerah Jakarta Barat seluas lebih
kurang 729 M? dan sebuah rumah permanen di atas tanah tersebut yang terletak di
Kota Administrasi Jakarta Barat.

D. Pembanding dan Terbanding telah membuat perjanjian pemisahan harta
perkawinan tanggal 7 Maret 2009 dan terdaftar pada Notaris Abdullah Bagus
Hidmatin Wargahadibrata, SH., M.Kn. dengan Nomor 02/Db/2009

E. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam hal ini berpendapat
bahwa pembelian tanah dan rumah tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2009
sedangkan Perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding dilakukan
pada tanggal 7 Maret 2009 sedangkan pernikahan waktu itu dilaksanakan pada
tanggal 11 Juni 2005 di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Disamping itu Pasal 5
Perjanjian menyatakan perjanjian itu berlaku dan efektif sejak ditandatangani oleh
para pihak dan tidak ada pasal yang mencantumkan secara khusus bahwa tanah
dan rumah yang disengketakan diserahkan kepada Pembanding atau Terbanding

F. Majelis Hakim menimbang dengan seksama bahwa hasil usaha
Pembanding dan Terbanding digunakan untuk melunasi utang-utang Terbanding
yang terjadi sebelum perkawinan sejumlah paling tidak Rp. 1,000,000,000,00.
Dalam hal ini Pembanding terlihat membantu Terbanding untuk melunasi utang-
utang Terbanding, padahal seharusnya sebagai seorang suami seharusnya

Terbanding harus mampu melunasi utang-utangnya sendiri sebagai kepala rumah
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tangga. Pada kenyataannya suami bukan menafkahi keluarga tapi malah
menambah beban yang dibawanya dari sebelum menikah dengan Pembanding.

G. Bahwa sesuai kondisi harta saat pernikahan yang tertuang dalam surat
perjanjian Pembanding dan Terbanding tanggal 7 Maret 2009 terbukti bahwa: 1.
harta bawaan Pembading berupa mobil Mercedez Benz dijual dan uang hasil
penjualannya dipergunakan untuk biaya anak Terbanding dari istri pertama
sejumlah Rp 50,000,000.00; 2. Hasil usaha Pembanding dan Terbanding
digunakan untuk pembayaran utang-utang Terbanding yang terjadi sebelum
perkawinan sejumlah paling tidak Rp 1,000,000,00;. 3. Pihak Pembandinglah
yang menjalankan usaha PT. JAR dan PT. JARS, usaha yang bergerak di bidang
pengadaan bibit jati. Yang hasilnya digunakan untuk menafkahi keluarga
Pembanding dan Terbanding. Sedangkan bahwa tuntutan Terbanding angka (5)
mengenai harta bawaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
berpendapat bahwa sesuai yang tercantum dalam surat Perjanjian tanggal 7 Maret
2009 Pasal 2 point satu bahwa harta bawaan Terbanding berupa tanah dan rumah
di Perumahan Cibubur dan sebuah mobil CRV telah dijual dan digunakan untuk
keperluan pelunasan utang- utang Terbanding, oleh karena itu harta bawaan
Terbanding sudah tidak ada. Atas dasar itu tuntutan harta bawaan tersebut tidak
berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima

H. Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut akan tidak adil
jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan pasal 97 Kompilasi
Hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Pembanding dan

Terbanding. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-undang
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Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, di
samping itu sesuai dengan substansi Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 32. Majelis
Hakim menimbang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 229 wajib
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat.
Memahami bahwa keadilan tidak mempunyai batas ruang dan waktu. Sedangkan
Undang-undang mempunyai batas (parsial) karena dibuat oleh manusia, sehingga
sangat mungkin suatu Undang-undang atau peraturan tidak bisa digunakan pada
suatu perkara yang kasuistis seperti ini.

I. Majelis Hakim menimbang, walaupun mengesampingkan pasal 97
Kompilasi Hukum Islam (asas legal formal), hakim sebagai pembuat hukum
(judge made law) harus lebih jeli lagi melihat dasar-dasar keadilan berdasarkan
nuraninya. Dimana dalam kasus ini hakim melihat pihak Pembanding yang lebih
banyak berkontribusi dalam mengumpulkan harta bersama dan mempunyai itikad
baik untuk menafkahi keluarga.

J. Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan pembagian harta bersama masing-
masing untuk Pembanding 2/3 bagian dan untuk Terbanding 1/3 bagian.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pembanding lebih berperan
dalam pengumpulan harta bersama sehingga akan tidak adil jika dalam
pembagian harta bersama tersebut menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Pembanding dan Terbanding.
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4. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengadili perkara Nomor
126/Pdt.G/2013/PTA.JK yaitu sebagai berikut :

a. Menerima permohonan banding dari Pembanding.

b. Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakart Menguatkan putusan
Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1213/ Pdt.G/2013/PA.JB.

c. Menetapkan sebidang tanah seluas 729 M? yang terletak di Jakarta Barat
adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding dengan batas-batas sebagai
berikut :

1) Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan;

2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gang;

3) Sebelah Barat : berbatasan dengan rumabh;

4) Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun kosong;

d. Menetapkan 2/3 bagian dari harta bersama untuk Pembanding dan 1/3
untuk Terbanding.

e. Menghukum Pembanding untuk membagi harta bersama tersebut dan
menyerahkan 1/3 bagian kepada Terbanding, jika tidak dapat dibagi secara riil
harta bersama tesebut dijual secara lelang di depan umum dan hasilnya 1/3 bagian

diserahkan kepada Terbanding
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B. Tinjauan tentang Figih Kontemporer Menurut Hukum Islam dan

Kompilasi Hukum Islam

Perkataan Figh dalam Bahasa Arab yang ditulis Figih atau kadang-kadang
fekih setelah diindonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalah dihubungkan
dengan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan
(dengan kata-kata lain), ilmu figih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan
menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam al-Quran dan
ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam
kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, ilmu figih, selain rumusan di atas, adalah ilmu
yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Quran dan
Sunah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah
dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil
pemahaman tentang hukum Islam itu di susun secara sistematis dalam kitab-kitab
figih dan disebut hukum figih.*®

1. Pengertian Figih

Kata figh secara etimologis, berakar pada kata atau huruf “Fa-ga-ha” (i)

yang menunjukan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”. Itulah
sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu, disebut dengan figih. Dalam

Bahasa Arab bisa dikatakan®’ :

%® H. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum

Islam di Indonesia, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.2001), p. 46-47.
7 M.A Tihami, Figih Munakahat : Kajian Figih Nikah Lengkap, (Jakarta : Rajawali Pers,
2013), p. 1.
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“Mengetahui sesuatu dengan mengerti”
Rasyid Ridha, seperti dikutip oleh H. A. Wahab Afif, mengemukakan bahwa
dalam Al-Qur’an banyak disebutkan kata figih, yaitu paham yang mendalam dana
mat luas terhadap segala hakikat, yang dengan figih itu, seorang alim menjadi ahli

hikmah (filosof) pengamal dan mempunyai sikap teguh.

Pengertian figih tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi,

di antaranya :

Kata-kata figh juga terdapat dalam surat Al-Nisa ayat 78 :

B3l e G o 1ghals Koo Ll Bp LB £ O S 5 S (S50 1K wEl
G D5l 55385 Y a3 558 JUdLd Wis 5o 8 B e e b 1905 B b
Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun
kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh
kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka
ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu

(Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah™. Maka mengapa

orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan
sedikitpun?

Juga terdapat dalam surat Al-An’am 65; dan Al-An’am ayat 98, dalam ayat

98, dalam surat Al-Taubat ayat 122 dan surat Al-Fath ayat 15.

Dalam hadits disebutkan sebagai berikut :

A ot e (S B Olgd i) 8 i G T Ry o U (oo o e (S g
@nﬁo\.u\ Jgw) S (S| sk Gty g9 (Oldw ‘;Tdaﬁjw Canan 1 JB cdfaycjj\
AV Jamy g ol® Ul Ladl g copal) B aghy | s Al 3 oy 1 5 Wb g 4k 4l
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Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibn
Wahb dari Yunus dari Ibn Syihab telah mengabarkan kepadaku Humaid berkata,
aku mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan berpidato dengan berkata, "Aku
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Barangsiapa yang Allah
kehendaki menjadi baik, maka Allah menjadikannya pandai terhadap urusan
agamanya ”(HR. Muslim).'*®

Zainuddin Ali mengemukakan bahwa kata figh (figih dalam Bahasa

Indonesia) secara etimologis artinya paham, pengertian, dan pengetahuan.**

Menurut Al-Jurjani, dalam Al-Ta’rifat, seperti dikutip oleh Ahmad Hanafi

bahwa figih secara etimologis (bahasa) adalah :

WIS o IS 3 o35 38 ke i 3 54 4

“Fiqih menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seorang pembicara
dari pembicaraannya”

Figih secara terminologis adalah hukum-hukum syarak yang bersifat praktis
(amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam istilah lain

dikatakan*° :

Bl 1l o B00aad 3201 2850y Gl 56 Y s

“Figih, menurut istilah ialah mengetahui hukum-hukum syarak mengenai
perbuatan yang diambil melalui dalil-dalilnya yang terperinci”.

Perkembangan ilmu figih dan ushul figih yang demikian pesat, para ulama
ushul figih telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi, diantaranya

yang dikemukakan oleh Abu Zahroh** :

138

Muslim bin Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, Shaih Muslim, Juz 2 (Beirut : Daar Ihya
at-Turats al-Arabi, tt), p. 719
9 M.A Tihami, Figih Munakahat : Kajian Figih Nikah Lengkap, op.cit, p. 2.
140 H
Ibid., p. 3.
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“Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa
tuntutan, pilihan, maupun bersifat wadh”

Uraian di atas memberi asumsi bahwa hukum yang di maksud adalah hukum
Islam. Karena kajiannya dalam perspektif hukum Islam, maka yang di maksud
pula adalah hukum syarak yang bertalian dengan perbuatan manusia dalam ilmu
figih, bukan hukum yang bertalian dengan akhidah dan akhlak. Penyebutan hukum
Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau figih Islam.
Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (hukum in abstracto),
maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Karena
kajian syariat Islam meliputi aspek I ’tigadiyah, khulugiyah dan ‘amal syar’iyyah.
Sebaliknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari Figih Islam, maka hukum
Islam termasuk kajian ijtihadi yang bersifat zhanni. Sedangkan yang dimaksud
dengan Figih Munakahat adalah ilmu yang membahas tentang hukum atau
perundang-undangan Islam yang khusus membahas pernikahan (perkawinan), dan
yang berhubungan dengannya, seperti cara meminang, walimatul arusy, thalag,
rujuk, tanggungjawab suami isteri dan lain-lain yang berdasarkan al-Qur’an,

Hadis, ‘Iljma’, dan Qiyas.*?

Syari’at adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan
oleh rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam

mencapai kehidpan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak. Ketentuan syari’at

" Ibid., p. 5.
"2 Ibid., p. 4-6.
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terbatas dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Agar segala ketentuan (hukum)
yang terkandung dalam syari’at tersebut bisa diamalkan oleh manusia, maka
manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah
SWT yang terdapat dalam syari’at tersebut. Allah SWT memberi manusia akal
pikiran untuk memahami segala sesuatu dalam hidup di dunia. Akal pikiran
pulalah yang harus digunakan oleh manusia untuk memahami hukum-hukum
syari’at dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Apa yang dihasilkan manusia itu bukan
lagi syari’at, melainkan figih. Secara etimologi, fiqih berarti “paham yang
mendalam” (al-fahmu al-amiq). Figih dalam arti terminologi menurut para ulama
adalah “ilmu tentang hukum-iukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan
manusia yang digali atau di ambil dari alil-dalilnya yang tafshili. Kegiatan
menggali atau mengambil hukum dari dalil-dalil yang tafshili itulah yang
merupakan kegiatan akal pikiran. Hasil pemahaman manusia melalui akal
pikirannya tersebut, akan banyak tergantung kepada kualitas dan kondisi setiap

manusia.*

Kalau hukum yang terkandung dalam syari’at bersifat gath’i, yang mutlak
benarnya karena datang dari pencipta syari’at (Syari), maka hukum yang keluar
dari hasil pemahaman dan penggalian manusia yang merupakan bidang figih
adalah bersifat dzanny (ijtihadi) yang tidak mutak benar dan salahnya. Yang
mengetahui hakekat benar dan salah serta yang punya otoritas menetapkan benar

dan salah terhadap hasil pemahaman (ijtihad) seseorang hanyalah Allah SWT

'3 Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 17-18.
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pencipta syari’at (Syari). Manusia tidak mempunya otoritas untuk menyatakan
bahwa hasil ijtihad orang lain mutlak salah. Walaupun mungkin hasil pemahaman

kedua orang itu terhadap satu masalah tertentu nampaknya bertentangan.

Setiap manusia yang mampu menggali hukum (mujtahid) akan selalu
mendapat penghargaan (pahala) dari Allah SWT, apakah hasil ijtihadnya benar
atau tidak benar. Kalau benar menemukan hukum sebagaimana yang diketahui
pencipta syari’at, akan mendapatkan dua lipat pahala yaitu pahala terhadap upaya
yang telah dilakukan dan pahala dalam menemukan kebenaran. Namun apabila
tidak menemukan kebenaran (salah) dalam upaya menggali hukum tersebut, maka
akan mendapatkan satu pahala, yaitu pahala terhadap upaya yang telah dilakukan
untuk mencari kebenaran tersebut (al-hadis). Pemahaman terhadap nilai hukum
yang terdapat dalam syari’at mungkin berbeda atau mengalami perubahan
berdasarkan perbedaan tempat dan waktu, atau karena perubahan situasi dan
kondisi masyarakat tertentu, serta berdasarkan perbedaan pemahaman yang
berkaitan dengan kemampuan seseorang. Karena itu figh sebagai hasil pemahaman
terhadap syari’at yang sering dihubungkan dengan orang yang telah berupaya
melakukan penggalian untuk menemukan hukum tersebut atau kelompok yang
mempunyai kesatuan pemahaman nilai hukum yang di gali dari syari’at tersebut.
Umpama ada figh Hanafi, figh Syafi’i, figh Syi’ah. Figih juga sering dikaitkan
dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kondisi masyarakat Islam di daerah
tertentu, yang mungkin berbeda dengan hukum lain. Umpama ada figh Hijazy, figh

Mishry. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan produk bangsa
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Indonesia dalam rangka unifikasi dan kepastian hukum bagi bangsa Indonesia,
disebut juga figih Indonesia, karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi

kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.**

Adapun yang melatarbelakangi munculnya isu Figih kontemporer yaitu akibat
adanya arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara-negara yang
dihuni olen mayoritas umat Islam. Dengan adanya arus moderenisasi tersebut,
mengakibatkan munculya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat
Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya.
Berbagai perubahan tersebut seakan-seakan cenderung menjauhkan umat dari
nilai-nilai agama. Perkembangan kehidupan manusia selalu berjalan sesuai dengan
ruang dan waktu, dan ilmu figih adalah ilmu yang selalu berkembang karena
tuntutan kehidupan zaman. Figih adalah ilmu yang sangat penting bagi kehidupan
umat Islam. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan jaringan
komunikasi dunia, terjadi pulalah apa yang disebut dengan proses modernisasi.
Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara
struktural maupun kultural.**®> Perubahan struktural berarti perubahan yang hanya
meliputi struktur sosial belaka, yakni jalinan dan hubungan satu sama lain dari
keseluruhan unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah,
lembaga-lembaga, kelompok-kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan perubahan
secara kultural lebih bersifat ideologis atau immaterial yakni perubahan nilai-nilai,

pemikiran dan sebagainya. Dalam era modernisasi dewasa ini, salah satu aspek

44 Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 17-19.

Muhammad Azhar,. 1996. Figh Kontemporer. (Yogyakarta: Lesiska). p 57
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pemikiran yang turut mengalami tuntutan perubahan adalah di bidang hukum
Islam. Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang
terpenting, maka perlu ditegaskan di sini aspek mana yang mengalami perubahan
dalam kaitannya dengan hukum Islam tersebut. Karena agama dalam
pengertiannnya sebagai wahyu Tuhan tidak akan berubah, tetapi tentang pemikiran
manusia tentang ajarannya, terutama dalam hubungan dengan penerapannya di
dalam dan di tengah-tengah masyarakat yang selalu berubah. Berdasarkan hal
tersebut di atas, bahwa perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan secara
tekstual tetapi secara kontekstual. Teks Al-Qur’an tentunya tidak mengalai
perubahan, tetapai pemahaman dan penerapannya dapat disesuaikan dengan
konteks perkembangan zaman. Karena perubahan sosial merupakan suatu proses
kemasyarakatan yang berjalan secara terus menerus, maka perubahan penerapan
dan pemahaman ajaran Islam juga harus bersifat kontinuitas sepanjang zaman.
Dengan demikian akan tetap relevan dan aktual, serta mampu menjawab tantangan
modernitas. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-
perubahan sosial secara umum ada dua macam. Ada yang terletak di dalam
masyarakat (faktor internal) seperti bertambah dan berkurangnya jumlah
penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, terjadinya pertentangan atau konflik
dalam masyarakat dan timbulnya pemberontakan atau revolusi di dalam masyaakat
itu sendiri. Dan ada pula yang bersumber dan sebagai pengaruh dari masyarakat
lain (faktor eksternal) seperti terjadinya peperangan dan pengaruh kebudayaan

6

masyarakat lain.**® Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat

8 | bid.
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menimbulkan perubahan dalam sistem pemikiran Islam termasuk pembaharuan
dalam hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam akan tetap mampu
mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan zaman (modenitas). Tanpa adanya
upaya pembaharuan pemikiran dimaksud tentu akan menimbulkan kesulitan
dalam kemasyarakatan hukum sebagai salah satu pilar masyarakat, sedangkan
kehidupan masyarakat itu sendiri senantiasa mengalami perkembangan, maka
upaya pembaharuan pemahaman hukum Islam pun harus dapat mengikuti

perubahan itu.

2. Dasar Hukum Fiqgih

Ketentuan Tuhan yang terdapat dalam al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam
(mashadir al-ahkam), dilaksanakan oleh manusia, sesuai dengan kehendak-Nya,
memalui petunjuk yang diberikan oleh Rasul-Nya (Sunnah). Dalam al-Qur’an ada
ketentuan yang tidak bisa dicampuri oleh akal manusia, terutama dalam ibadah
mahdlah, namun ada pula yang bisa dicampuri oleh pemikiran (ijtihad) manusia,
terutama dalam bagian muamalat. Manusia diberi kewenangan oleh Allah SWT,
untuk menggunakan akal pikiran dalam kehidupannya sebagai khaliatan fi al-
ardli, sebagai penguasa (khalifah) di bumi, sebagaimana firman-Nya'* :
P ) ity g Aokl i 18 QAT B LIS 31§ et ) Sl 5 06 3

Syadas ¥ G gef ) JBLGl ik iz

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:

7 Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 34.
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"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-Bagarah :
30)

fu 25 518 ET U g il o e B3 ik iy ) e (Kas el 34

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat,
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya
Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (QS. Al-An’am : 165)

Dalam kasus-kasus tertentu, manusia diberi kewenangan untuk menyelesaikan
sendiri (hukun) masalah yang dihadapinya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah

hadis :
Wb A et i

Kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu. (HR. Ibnu Majah).

Dari pemahaman bahwa hukum itu berasal dari Tuhan, yang dapat kita
ketahui melalui firman-Nya dalam al-Qur’an dan sabda (penjelasan) Rasul-Nya
(Sunnah), atau melalui hasil pemikiran manusia melalui ijtihadnya, maka dalil
hukum atau sumber hukum formil (kenbron) sebagaimana pemahaman dalam ilmu
hukum, kembali kepada, pertama, Nagliyah (al-Qur’an dan as-Sunnah); dan
kedua, ‘Agliyah (ijtihad). Jadi dalil atau sumber (formil) hukum Islam tersebut ada
yang berasal dari dimensi llahi dan ada yang berasal dari potensi insani.

Uangkapan lain bisa dikatakan bahwa dalil hukum Islam itu adalah®* :

'8 Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 35.
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1). Al-Wahy al-lllahy (cs&1Y! :}ﬂ\) dan,

2). Al-ljtihady (s3l&3aY))

Hal yang termasuk al-wahyu al-ilahy adalah al-Qur’an sebagai wahyu
langsung dari Allah SWT., dan Sunnah (hadis) Nabi sebagai wahyu yang tidak
langsung. Sunnah Nabi adalah interpretasi (penjelasan) resmi dari wahyu (al-
Qur’an), yang keluar dari Nabi bernilai wahyu, sebab dia selalu dibimbing dan
dikoreksi oleh Tuhannya. Sedangkan al-ljtihady adalah proses upaya penggalian
melalui akal pikiran (ra’yu) dari al-wahyu al-llahy, bagi masalah-masalah yang
belum jelas atau tidak secara tegas disebut hukumnya dalam al-Qur’an. Firman
Allah SWT menyatakan :

W) 6 et 3 0 b el AU Uy Ot 1sadbls B 1A 14T sl &
Sogb 22y 5 s 2T 05y iy Bslald 6By Ui

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An-Nisa : 59)

Perintah untuk mengembalikan apabila terjadi berlainan pendapat (sesuatu
yang diperselisihkan), kepada al-Qur’an dan Sunnah, diartikan oleh para ulama
adalah menggunakan akal pikiran atau ra yu.**°
Dalam urutan tertib sistematika dalil hukum Islam, al-Qur’an sebagai wahyu

Allah SWT., menempati dalil yang pertama dan utama. Dalam urutan tertib

sumber hukum (mashadir al-ahkam) sebagaimana telah diuraikan di atas, juga

9 Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 36.
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merupakan sumber yang utama. Dengan demikian kedudukan al-Qur’an, sebagai
sumber hukum (mashadir al-ahkam) dan juga sebagai dalil hukum (adillay al-
ahkam).

Sunnah Nabi, yaitu perkataan, perbuatan, dan penetapan (gahliyah fi’liyah,
dan tagririyah) nabi Muhammad Saw, merupakan penjelasan (bayan) terhadap al-
Qur’an. Fungsi Sunnah sebagai bayan tersebut bisa menguatkan (bayan ta’kid),
menafsirkan atau memperjelas (bayan tafsir) atau mendatangkan hukum baru,
dalam hal al-Qur’an tidak menyebutkan hukumnya (bayan tasyri). Kedudukan
Sunnah adalah dalil hukum yang kedua setelah al-Qur’an. Sama seperti al-Qur’an,
Sunnah menempati kedudukan sebagai sumber hukum (mashadir al-ahkam) dan
kedudukan sebagai dalil hukum (adillat al-ahkam).

Hukum Allah SWT yang didatangkan melalui nash (al-Qur’an dan atau
Sunnah Nabi) dapat ditemukan tiga hal :

1). Hukum Allah dapat ditemukan dalam ibarat lafadz (ungkapan kata atau
kalimat) al-Qur’an atau Sunnah, menurut yang disebutkan secara harfiah. Bentuk
ini sebut “Hukum yang tersurat dalam nash ”.

2). Hukum Allah tidak dapat ditemukan secara harfiah dalam lafadz al-Qur’an
atau Sunnah, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat atau petunjuk dari lafadz yang
tersebut dalam al-Qur’an atau Sunnah. Hukum dalam bentuk ini disebut “hukum
yang tersirat di balik lafadz nash”

3). Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari harfiah lafadz al-Qur’an dan
Sunnah dan tidak pula dari isyarat suatu lafadz yang ada dalam al-Qur’an dan

Sunnah, tetapi dapat ditemukan dalam jiwa (ruh atau semangat) dari keseluruhan
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maksud Allah SWT dalam menetapkan hukum. Hukum Allah dalam bentuk
disebut “Hukum yang tersembunyi di balik nash”.*®

Dalam bentuk hukum pada butir 1, ra yu (ijtihad) tidak berperan, tetapi dalam
memahami hukum butir 2 dan 3, peranan ra’yu tersebut, sangat diperlukan. Oleh
karena itu apabila ada suatu kasus atau masalah yang belum ditemukan atau belum
jelas hukumnya dalam al-Qur’an atau Sunnah, maka manusia diperkenankan
melakukan ijtihad (berusaha menemukan, menggali) untuk menentukan hukum
masalah tersebut. Ijtihad harus dilakukan dengan tetap berpedoman dan berpegang
pada prinsip-perinsip yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah.

ljtihad sebagai bentuk wupaya yang sungguh-sungguh dalam rangka
menemukan dan menggali hukum, bisa dilakukan oleh perorangan (individual)
atau boleh kelompok. Oleh karena itu ijtihad dapat berupa®* :

1). Ijtihad individual (fardy), atau

2). ljtihad kelompok (kolektif, jama 'iy)

Kegiatan ijtihad kolektif (ijtihad jama’iy), kemudian dikenal dengan istilah
ijma’. Sedangkan kegiatan ijtihad individual (ijtihad fardy) dikenal dengan
beberapa bentuk dan istilah, antara lain giyas.

Keempat dalil hukum (kenbron) tersebut di atas yaitu : (1). Al-Qur’an, (2). As-
sunnah, (3). Ijma’, dan (4). Qiyas, adalah dalil hukum yang telah disepakati oleh

jumhur ulama (mayoritas ulama). Sedang dalil hukum yang belum disepakati oleh

5% Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 36-37.

Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 37.
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mereka antara lain istihsan, mashlahat mursalah, Istishhab, ‘Urf, Madzhab
Shahaby, dan Syar’u man Qoblana.

3. Ruang Lingkup Kajian Figih Kontemporer

Ruang lingkup figih kontemporer mencakup masalah-masalah figih yang
berhubungan dengan situasi kontemporer (modern). Kajian figh kontemporer
mencakup masalah-masalah figih yang berhubungan dengan situasi kontemporer
(modern) dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Qur’an dan Hadits. Kajian figh

kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek™ :

1. Aspek hukum keluarga, seperti ; akad nikah melalui telepon, penggunaan

alat kontra sepsi, dan lain-lain.

2. Aspek ekonomi, seperti ; sistem bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi,

dan lain-lain.

3. Aspek pidana, seperti ; hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional

4. Aspek kewanitaan seperti ; busana muslimah (jilbab), wanita Kkarir,

kepemimpinan wanita, dan lain-lain.

5. Aspek medis, seperti ; pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh,
pembedahan mayat, euthanasia, ramalan genetika, cloning, penyebrangan jenis
kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya, bayi tabung, percobaan-percobaan

dengan tubuh manusia dan lain-lain.
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6. Aspek teknologi, seperti ; menyembelih hewan secara mekanis, seruan
adzan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan

lain-lain.

7. Aspek politik (kenegaraan), seperti ; yakni perdebatan tentang perdebatan
sekitar istilah “Negara Islam”, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada

penguasa (kekuasaan), dan lain sebagainya.

8. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti ; tayammum
dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena

demi ibadah haji, dan lain sebagainya.

Adapun mengenai kajian yang berkenaan dengan al-Qur’an dan hadits yang
erat hubungnnya dengan figih kontemporer, antara lain adalah masalah metodologi
pemahaman hukum Islam (ushul figh), persoalan historis dan sosiologis ayat-ayat
al-Qur’an maupun hadits Nabi, kajian tentang maqaashidut-zasyri’ (tujuan
hukum), keterbukaan kembali pintu ijtihad, soal kemaslahatan umum, adat istiadat
mayarakat yang berlaku, tentang teori nasakh dan teori ellat hukum, tentang ijma’

dan lain-lain.

Kajian hukum figih kontemporer tidak terlepas dari aspek material dan
formalnya hukum Islam, serta mana yang permanen dalam hukum Islam

(tasyri’iyyah) dan mana yang bersifat relatif (berubah) atau ghairu-tasyri.
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4. Tujuan Fiqgih

Tujuan dari figih adalah menerapkan hukum-hukum syari’at terhadap
perbuatan dan ucapan manusia. Karena itu, ilmu figih adalah tempat kembalinya
seorang hakim dalam keputusannya, tempat kembalinya seorang mufti dalam
fatwanya, dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-
hukum syara’ yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari

dirinya.'*®

Yang menjadi dasar dan pendorong bagi umat Islam untuk mempelajari
figih ialah :

1). Untuk mencari kebiasaan paham dan pengertian dari agama Islam.

2). Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan

kehidupan manusia .

3). Kaum muslimin harus bertafaqquh baik dalam bidang agaid dan akhlag

maupun dalam bidang dan muamalat.

Oleh karena demikian sebagian kaum muslimin harus pergi menuntut ilmu
pengetahuan agama Islam guna disampaikan pula kepada saudara-saudaranya.

Figih dalam Islam sangat penting fungsinya karena menuntut manusia kepada
kebaikan dan bertagwa kepada Allah. Setiap saat manusia itu mencari atau
mempelajari keutamaan figih, karena figih, menunjukkan kepada sunnah Rasul
serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. Seseorang yang
mengetahui dan mengamalkan figih akan dapat menjaga diri dari kecemaran dan

lebih takut dan disegani musuh.*>*

53 Abdul Wahab Khalaf, llmu Ushul Figih, (Semarang: Dina Utama, 1994), p. 6
>* H. Syafii karim, Figih-Ushul Figih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), p. 55
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5. Figih Kontemporer Menurut Hukum Islam

Penyebutan Hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari istilah
syari’at Islam atau figih Islam. Dengan melihat itu, syari’at Islam diterjemahkan
Hukum Islam (hukum in abstracto), maka hal itu diartikan dari pengertian syari’at
(secara luas) tidak hanya aspek hukum saja, tapi ada aspek lain yaitu aspek
i 'tigadiyah dan aspek khulugiyah. Selain itu, kalau hukum Islam diterjemahkan
dari syari’at Islam, maka nilai hukum dalam bahasan Syari’at bersifat gath’iy
(mutlak benarnya dan berlaku untuk setiap masa dan tempat). Sedang kalau
Hukum Islam dimaksudkan terjemahaan dari figih Islam, maka dalam hal ini
berarti hukum Islam yang dimaksud termasuk dibidang bahasan ijtihadi yang
bersifat dzonni, tidak termasuk nilai hukum Islam dalam pengertian syari’at yang
bersifkat ghot’i. Dua pemahaman tersebut pada masyarakat awam masih sering
dikacaukan pemakaiannya menurut prof. Busthanul Arifin, S.H. bahkan kekacauan
pengertian antara syari’at dengan figih menimbulkan konflik-konflik hukum dalam
masyarakat. Dengan demikinan ahli hukum di Indonesia harus bisa membedakan
mana hukum Islam dalam pengertian yang diambil dari terjemahan Syari’at Islam,
dan mana hukum Islam dalam pengetian yang diambil dari terjemahan figih Islam.
155

Dimensi lain penyebutan hukum Islam dihubungkan dengan legalitas formal
dalam suatu negara bagi pendapat para ulama (mujtahid), baik yang sudah terdapat

dalam kitab figih, maupun belum. Jadi disini fikih Islam, bukan lagi hukum Islam

155 Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 20-21.
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in abastarcto, tapi sudah menjadi hukum hukum Islam in concreto, sudah
“membumi” disuatu negara, karena secara formal sudah dinyatakan berlaku
sebagai hukum positif (aturan yang mengikat) dalam suatu negara. Sebagai contoh,
ketentuan tentang perkawinan menurut pendapat para ulama yang terdapat dalam
kitab-kitab figh (figh munakahat), yang digali dari nash Qur’an dan Sunnah Rasul-
Nya (syari’at), bernilai hukum Islam in abastarcto. Artinya ketentuan-ketentuan
figih tersebut, hanya sebatas sebagai himpunan pendapat atau fatwa (doktrin) para
ulama (mujtahid). Namun dikala secara yuridis formal dinyatakan berlaku oleh
pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.l tahun 1974 tentang perkawinan, maka
ketentuan figh (figh munakahat) tersebut. Meningkatkan menjadi hukum Islam in
abastarcto, yaitu sebagai hukum yang berlaku (norma yang mengikat) bagi orang
Islam di Indonesia. Istilah bagi hukum islam in abastarcto, sering juga disebut
figih dihubungkan dengan daerah (negara) tempat figih tersebut diberitahukan.**®

6. Figih Kontemporer Menurut Kompilasi Hukum Islam

Implementasi hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan
pemahaman yang berbeda. Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama
“cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam
hampir setiap persoalan”. Di samping itu kadang-kadang masih adanya kerancuan
dalam memahami figih, yang di pandang sebagai hukum yang harus diberlakukan,
bukan sebagai pendapat (dokrtin, fatwa) ulama yang dijadikan bahan
pertimbangan dalam menetapkan hukum. Pada saat itulah, dirasakan adanya

keseragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam yang akan dan

156 Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 20-21.
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harus dijadikan pegangan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama.
Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam itu, menimbulkan gagasan sampai
terwujudnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena “untuk dapat berlakunya
(hukum) Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat
dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat™. >’

Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, disebutkan sebagai
berikut*® :

1. Bagi Bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang
menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
yang sekaligus merupkan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa
Indonesia.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang
sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

3. Hukum Materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama
adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang Hukum

Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan.

57 Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 144.

Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 145-146.
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Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958
Nomor B/1/735, hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang
hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab kesemuanya madzhab
Syafi’i.

4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin
berkembang, sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu untuk diperluas baaik
dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran
terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkan dengan yurisprudensi Peradilan
Agama, Fatwa para ulama, maupun perbandingan dengan hukum yang berlaku di
negara-negara lain.

5. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu
dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan
pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum
terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam dalam bentuk kompilasi, di
dorong juga oleh suatu kenyataan, bahwa sebelum terbentuknya KHI tersebut,
“hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab
yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan yang lainnya”. Di
sisi lain penyusunan KHI (sebagai norma hukum yang akan diterapkan di
Indonesia) ada kaitannya dengan pemenuhan komulasi dimensi horizontal dan

transendental. Sebab pada akhirnya hukum itu mungkin hanya berlaku efektif
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dalam masyarakat (aplikasi dimensi horizontal), apabila hukum itu mencerminkan
nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tempat hukum itu

diberlakukan.*®®

Sehubungan dengan itu, apabila ada produk hukum yang tidak sejalan atau
bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia
(terutama oleh umat Islam, yang merupakan jumlah mayoritas), maka
konsekuensinya, hukum itu pasti tidak akan bisa dilaksanakan, sebagaimana
seharusnya hukum berlaku. Bahkan mungkin hal itu akan menjadi pemicu
pertentangan antara rakyat dengan penguasa, nilai kebenaran yang diyakininya.
Sebaliknya apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
yang hidup dalam masyarakat, maka hukum itu akan mudah di terima dan
dilaksanakannya oleh mereka. Karena pada dasarnya penegakan hukum dan
keadilan akan tergantung kepada tiga komponen pokok, yaitu (1). Diperlukan
adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, (2). Adanya
aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki
integritas moral yang tinggi, dan (3). Adanya kesadaran hukum masyarakat yang

memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum tersebut.

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah
lama menjadi “catatan” Departemen Agama. Rintisan upaya pembentukan
Kompilasi itu sudah Nampak, terutama sejak dikeluarkannya Edaran Biro

Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No.

159 Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 146.
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1945 tahhun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari’ah di
luar Jawa dan Madura. Dalam Surat Edaran tersebut (hurup B) dijelaskan bahwa
untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara,
maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah dianjurkan
mempergunakan 13 kitab sebagai pedoman yang telah ditentukan.'®® Jadi lahirnya
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), merupakan rangkaian lanjutan dalam
upaya penyajian referensi materi Hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di
lingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya bidang hukum
perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Dengan adanya KHI
terseut semua produk hukum yang keluar dari lingkunan Peradilan Agama harus
berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut. Landasan yuridis lahirnya KHI
kembali pada rumusan, tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum
masyarakat sebagainya diisyaratkan oleh pasakl 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970
yang berbunyi'®® : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. ” Di
satu sisi hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang

hidup di masyarakat,

di sisi lain menurut Qaidah Fiqih, bahwa : “Hukum Islam dapat berubah
karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Dengan demikian penggalian
dan perumusan hukum (materiil) Islam menuju kepada penyempurnaannya,

merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Selain landasan yuridis,

1%0 Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 147.

Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 147.
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KHI juga disusun berdasarkan landasan fungsional. KHI adalah Figih Indonesia
yang disusun dengan memperhatikan kondisi hukum umat Islam di Indonesia.
Bukan merupakan madzhab baru, tetapi mengarah pada menyatukan (unifikasi)
berbagai pendapat madzhab dalam hukum Islam, dalam rangka upaya menyatukan
persepsi para hakim tentang hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat

Islam. 62

7. Perkembangan Figih Kontemporer Zakat tentang Harta Bersama

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian
tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, di antaranya dalam masalah
zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam al-
Qur’an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh
sunnah Nabi Muhammad s.a.w.. Penjabaran yang tercantum di dalam kitab-kitab
figih lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut
banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam
masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang
mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh

163

figih yang telah ada itu. Seperti halnya sekarang adalah permasalahan zakat

profesi yang masih banyak perdebatan.

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah

ulama salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan al-maal mustafaad, yang

162

Usman, Hukum Islam, op-cit., cet. Ke-2, p. 146-149.

' Muhamad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Figih Kontemporer (Jakarta:
Salemba Diniyah, 2002), p. 12
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termasuk dalam katagori zakat al-maal mustafaad adalah pendapatan yang
dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta,
konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga
seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-

lain. 04

Profesi yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah profesi
yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan
tangan ataupun otak. Profesi yang diperoleh dengan cara ini merupakan
penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat,
seniman, penjahit, tukang kayu. Profesi yang kedua adalah pekerjaan yang
dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun
perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun
kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun

honorarium.*®®

Sebagai bentuk zakat yang belum ada contoh konkretnya pada zaman
Rasulullah, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Dalam
permasalahan zakat profesi memerlukan hukum baru yang mampu menjawab

ketidakpastian dan keragu-raguan masyarakat banyak, misalnya pendapatan para

'** Ariana Suryorini, ”Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern,” Jurnal limu

Dakwah, vol. 32, No.1, (Januari-Juni 2012), p. 84.
' Muhamad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Figih Kontemporer (Jakarta:
Salemba Diniyah,2002), p. 459
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pekerja mandiri seperti pengacara, serta pendapatan pegawai-pegawai dan buruh-

buruh berupa gaji atau upah'®®

Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat profesi dianalogikan dengan zakat uang.
Jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang
yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapatan kotor dikurangi
jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta
cicilan rumah setahun, jika ada). Sedangkan terkait profesi yang wajib dizakati
dalam buku ini disebutkan bahwa siapa saja yang mempunyai pendapatan tidak
kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib
mengeluarkan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali
keadaan modal dan persyaratan-persyaratanya.’®’ Berdasarkan hal itu, seorang
dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan
sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatanya yang besar. Hal itu

berdasarkan atas dalil
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Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Bagarah (2): 267)

1% Muhamad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Figih Kontemporer, op.cit., p. 2-3

Yusuf al-Qardawi, Muskilah al-Fagr Wa Kaifa Alajaha al-Islam, cet.2
(Kairo:Maktabah Wahbah,1975), p. 480

167

140



Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat profesi bisa dianalogikan
pada tiga hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat
rikaz. Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653
kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada
setiap mendapatkan gaji. Sedangkan jika dianalogikan kepada zakat perdagangan,
maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan
perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu
mengeluarkan nya setahun sekali, dan yang terakhir jika dianalogikan dengan
zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada
saat menerimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan profesi di sini, menurut
Wahbah al-Zuhaili, adalah kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima
seseorang melalui usaha sendiri seperti dokter, insiyur, ahli hukum, penjahit, dan
lain sebagainya. Terkait juga dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai
swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif seperti sebulan
sekali, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan itu diwajibkan untuk
dikeluarkan zakat profesi. Muhamad al-Ghazali berpendapat nisab zakat profesi
digiyaskan dengan zakat pertanian, yaitu 653 atau 750 kg atau 10% (dengan air
hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman.*®® Seperti yang
diriwayatkan di dalam Hadis Rasulullah. ““ Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah,

dari ayahnya, dari Nabi. Saw bersabda: “tanaman yang disirami dengan air hujan

1% Muhammad Hadi, Problema Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi

Hukum Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 480.
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atau mata air, zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang diairi dengan alat

atau mesin air zakatnya lima persen.

Semua ulama sepakat bahwa membayar zakat harta yang sudah mencapai
nisab itu hukumnya fardhu’ain (kewajiban individu) bagi pemiliknya, baik itu
suami maupun istri. Pembayaran zakat fitrah yang memiliki ketentuan waktu dan
kadar sendiri yang berbeda dari ketentuan zakat maal, sama sekali tidak dapat
menutup (menghapuskan) hukum kewajiban membayar zakat harta (maal). Islam
menghargai harta seseorang. Mengakui keabsahannya, selama harta itu diperoleh
dengan jalan halal. Baik itu harta milik pria maupun wanita, milik suami maupun
istri. Semua orang mempunyai hak kepemilikan penuh terhadap harta pribadinya.
Pembahasan semisal ini dibahas oleh ulama dalam masalah “zakat harta syarikah”
atau harta gabungan. Yaitu, bila dua orang atau lebih menggabungkan harta. Kalau
dihitung harta perorang dari mereka maka nishob belum tercapai. Namun, karena
digabungkan, maka hasilnya mencapai nishob. Kemudian harta ini dikelola dan
diperlakukan seakan-akan harta yang satu. Maksudnya, ketika harta ini dikelola
oleh pihak ketiga misalnya, setiap pengeluaran dan keuntungan yang mengalir
dianggap harta gabungan juga. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat antara
para ulama. Apakah harta gabungan yang sudah mencapai nishob dikenakan
zakat? ataukah tidak wajib zakat, jikalau harta perorang yang ikut andil dalam
gabungan tersebut belum sampai nishobnya. Dengan kata lain, sampai tidaknya
nishob harta, apakah ditinjau dari sisi jumlah harta yang terkumpul atau dari sisi

pemilik harta tersebut? Pendapat yang kuat adalah, yang menyatakan bahwa
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nishob harta zakat selain dari hewan ternak, maka dihitung dari jumlah yang

dimiliki oleh pemilik harta tersebut.

Pendapat ini yang dinilai kuat oleh Syaikh Muhammad bin Sholeh
Utsaimin, disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Syarh Mumti’. Dengan demikian,
bila suami dan istri keduanya mempunyai penghasilan tetap, kemudian
menggabungkan uang berdua dalam satu tabungan. Maka wajib tidaknya zakat
dalam harta tabungan itu tergantung sampai tidaknya nishob dari harta masing-
masing. ldealnya, seharusnya pasangan tersebut menghitung pemasukan harta
mereka masing-masing. Mungkin saja pemasukan suami lebih banyak daripada
isteri. Sehingga kemungkinan besar harta suami lebih cepat mencapai nishob
dibandingkan harta isteri. Ketahuilah bahwa dalam harta peninggalan suami
maupun isteri ada harta yang diwarisi oleh orang lain, seperti orang tua suami atau
isteri. Untuk itu, jalan terbaik adalah dengan mengetahui jumlah harta masing-
masing walaupun tidak terlalu mendetil, asalkan penghitungan ini tidak
melahirkan sengketa dan pertikaian antar keluarga. Jangan sampai terjadi
penguasaan isteri terhadap harta suaminya ketika suaminya sudah meninggal.
Begitu juga sebaliknya jika isteri meninggal, jangan sampai suami menguasai
seluruh harta istri. Dengan dalih harta ini adalah milik bersama. Karena, harta

bersama pun bisa diketahui prosentase harta dari andil masing-masing anggota.

8. Perkembangan Figih Kontemporer Menurut Ibnu Qayyim

Dalam hukum Islam, ada dua kategori hukum Islam, yaitu hukum Islam

yang bersifat tetap dan yang bersifat elastis. Hukum Islam yang bersifat tetap
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tersebut, tidak mengalami perubahan sepanjang masa. Kategori yang bersifat tetap
adalah biasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdah. Sedangkan
hukum yang bersifat elastis biasanya mengalami tranformasi seiring berubahnya
zaman, kondisi dan kebiasaan-kebiasaan. Jenis hukum tersebut biasanya yang
berhubungan dengan masalah-masalah muamalah. Dua jenis kategori hukum yang
disebut di atas, Hukum yang bersifat elastis yang banyak mendapat porsi jikia
dibandingan dengan hukum yang bersifat tetap. Bagi hukum yang bersifat elastis,
maka penjabaran dan implementasi prinsip-prinsip perlu dilakukan, sehingga
hukum Islam tidak menjadi stagnan dan senantiasa sesuai dengan perubahan
masyarakat.

Terkait hal tersebut yang dikemukakan di atas, Ibnu Qayyim
mengemukakan bahwa transformasi hukum Islam senantiasa beriringan dengan
transformasi tradisi. Prinsip ini memberi posisi penting bagi tradisi sebagai
pemegang kunci transformasi hukum Islam. Artinya, jika terjadi perubahan tradisi
itu akan diikuti oleh perubahan hukum Islam.*® Dalam hal ini lbn Qayyim
mengajukan dua kasus transformatif untuk mendukung pokok pikirannya, yaitu:

1. Transformasi hukum adalah suatu tindakan berdasar makna tradisi,
makna urf. secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi
penetapan hukum pada suatu tindakan yang didasarkan pada arti tradisi. Penetapan

hukum suatu kasus yang berkaitan dengan pemikiran makna suatu ungkapan yang

' Mujiono Abdillah, Dialektika Hukum Islam dan Peubahan Sosial: Sebuah Refleksi

Sosiologis Atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah (Surakarta: Muhammadiyah University Press,.
2003), p. 90.
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berkaitan dengan pemakaian makna suatu ungkapan harus didasarkan pada makna
tradisi dan bukan pada makna leksikal.

2. Transformasi hukum suatu kasus berdasarkan pada prilaku tradisi, secara
operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum
suatu tindakan dan prilaku yang didasarkan pada prilaku dan tindakan. Penetapan
hukum tentang prilaku yang sudah mentradisi harus didasarkan pada rasa keadilan
hukum tradisi, selagi panduan syar’i dalam keadaan netral dan vakum.

Jika dikaji secara umum, pemikiran hukum Islam di atas, secara
representatif mendukung prinsip tradisi sebagai kunci penyebab transformasi
hukum Islam. Secara sosiologis, tradisi atau adat istiadat merupakan bentuk
kontrol sosial tertua. Tradisi merupakan seperangkat prosedur yang muncul secara
bertahap dari generasi ke generasi lainnya sampai terjadinya keyakinan sosial.'™
Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tradisi merupakan salah satu variabel bagi
terjadinya perubahan hukum.

Perubahan hukum sebagai suatu kemestian dalam sistem hukum Islam
harus dipahami secara proporsional. Dikatakan demikian karena proporsionalitas
perubahan hukum akan menempatkan setiap permasalahan secara tepat dan benar.
Hal ini penting karena tanpa proporsionalitas, bisa saja perubahan hukum yang
dilakukan akan tercabut dari akarnya.

Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim yaitu perubahan hukum
dapat saja terjadi sebagaimana fatwa selalu mengalami perubahan. Perubahan

hukum sesungguhnya, bukan saja yang dilakukan oleh lbnu Qayyim, akan tetapi

0 Ibid., p. 91
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perubahan hukum telah pernah dilakukan oleh Imam Syafi-i dengan konsep
perubahan hukumya yaitu Qaul al-Qadim dan Qaul al-Jadid. Dengan demikian
perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi tradisi sejak dulu yang
dilakukan oleh para fukaha sampai saat ini. Dan hai ini merupakan tugas yang
harus dilakukan oleh para fukaha dan pemikir hukum Islam agar supaya hukum
Islam tetap eksis dan mampu mengakomodir segala permasalahan yang selalu
dinamis

Dalam bukunya, I’lam al-Muwaqqi’in, Ibnu Qayyim mengemukakan
teorinya yaitu :

JIs=Y1g LSty &aa)¥ iy ASY1 i

Dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari
inamika perubaan waktu, tempat dan kondisi sosial masyarakat tersebut.

Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabakan
adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat.'”* Dalam pandangan Ibnu Qayyim
bahwa adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk kepada
esensi syariat Islam yang senanatiasa berasaskan kemaslahatan manusia. Syariat
tersebut bertujuan mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan, dan
kebajikan. Setiap masalah yang yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya
bertentangan dengan syariat Islam.*"2

Keragaman layak menjadi bukti bahwa hukum Islam dari generasi ke
generasi ternyata telah mengalami perkembangan dan perubahan sang cukup

signifikan. Namun demikian, bahwa perkembangan tuntutan masyarakat dan

! 1bn Qayyim al-Jauziyah, I’lam al Muawagqgiin ‘an al-Alamin , Juz 111 (Bairut: Dar al-

Fikr, t.th), p. 14.
2 Ibid., p.2
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pendapat umum tentang hukum acapkali lebih cepat perjalanannya, bila
dibandingkan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada hukum itu
sendiri.

Karena mengingat kebutuhan masyarakat yang selalu menuntut adanya
perubahan—perubahan, dalam arti tuntutan serta kepentingannya yang baru,
(karena perubahan waktu dan kondisi) di samping tuntutan untuk memperoleh
jawaban hukum yang lebih sesuai dan lebih mendekati antara teori-teori hukum
dan kenyataan riil (praktis), maka kondisi sepertinya telah mendorong eksistensi
hukum mengalami perkembangan dan perubahan senada dengan perkembangan
tuntutan kemasyarakatan.

Dalam konteks hukum Islam, setelah sekian lama umat Islam terpola
dangan abad pertengahan yang cenderung konservatif, yang selalu menolak
adanya perubahan—perubahan dialektik, maka sejak abad modern para ahli hukum
Islam semakin menyadari bahwa perubahan, baik yang melalui proses reformasi
(islah) maupun pembaruan (tajdid) merupakan suatu hal yang tidak bisa ditunda
lagi.'”® Oleh karenanya tidak heran jika dalam kaidah fighiyah banyak yang

bersinggungan dengan argumentasi di atas. Sebut saja,

Leds g 13429 3)35'{5.\ st & a9 VSJ-\

keberadaan hukum itu berkutat pada keberadaan "‘illat” (sebab)-nya. Ada
"“illat" ada hukum, tak ada "‘illat" tak ada hukum.

Al-Dhardrat tubihu al-mahzhdrat (kepentingan itu membolehkan sesuatu

yang dilarang). Al-Muhafazah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-

3 Ahmad Minhaji, Reformasi Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah” dalam Muhammadiyah

dan Reformasi, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1999), p. 45-46
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ashlah (memelihara produk budaya lama yang baik dan mengambil produk budaya
baru yang lebih baik). Dari berbagai pendekatan kaidah-kaidah ini, jelas bahwa
ajaran Islam selalu sesuai dengan prinsip perkembangan dan dinamika masyarakat.

Dengan demikian, hukum Islam dalam konteks kesejarahan tidak pernah
menampakkan sifatnya yang kaku. Dengan kata lain, ketika manusia mengalami
perkembangan dan perubahan dalam struktur sosial masyarakat, pada saat itu pula

terdapat kemudahan—kemudahan untuk menjalankan hukum.
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BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
PERKARA (NO. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK) PERSFEKTIF FIQIH
KONTEMPORER DALAM ASAS KEADILAN
A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian pada di

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Putusan Nomor

126/Pdt.G/2013/PTA.JK dalam Asas Keadilan

Seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia, hukum Islam
berkembang dari satu wilayah ke wilayah yang lain jauh sebelum penjajah masuk
di Indonesia. Hukum Islam dianut oleh masyarakat sesuai dengan apa yang
terkandung dalam al-Quran, hadis dan pendapat para ulama. Semua itu
disampaikan dan disebarkan oleh para pembawa agama Islam dengan
mempertimbangkan kondisi obyektif masyarakat Indonesia. Dalam pemberlakuan
dan penyebaran hukum Islam tidak dengan cara pemaksaan dan kekerasan.
Dengan damai hukum Islam mudah diterima, baik secara kultural maupun
struktural. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya berbagai lembaga
keagamaan Islam.

Pemberlakuan hukum Islam didasarkan pada sebuah ikrar ketika seseorang
menyatakan dirinya memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimah
syahadat. Ketika seseorang mengucapkan syahadatain sekarang dikenal dengan
teori Kredo, maka saat itu pula dia menyatakan dirinya meyakini kebenaran dan
bersedia mengamalkan seluruh hukum-hukum yang ada dalam ajaran Islam, baik

yang berkaitan dengan ibadah mahdah maupun gayru mahdah
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Menyoroti hal ini dalam grand theory yaitu teori Kredo, penulis menganalisa
bahwa Kketerikatan seseorang terhadap hukum Islam yang dilandasi dengan
syahadatain, para ahli hukum Islam menjadikannya sebagai salah satu teori dalam
pemberlakuan hukum Islam, yang disebut teori syahadat. Teori ini sangat ideal
dalam menjamin eksistensi dan prospek hukum Islam di Indonesia. Sebab untuk
mengamalkan dan menjaga eksistensi hukum Islam, aspek agidah yang kuat bagi
pemeluknya adalah pilar yang utama, selanjutnya pada aspek-aspek yang lain.
Awal keberadaan hukum Islam di Indonesia, sebelumnya sudah ada tatanan-
tatanan yang dipatuhi oleh masyarakat, kemudian tatanan itu disebut hukum adat.
Tentu saja tatanan-tatanan tersebut, meskipun tidak menjadi penghambat dalam
pemberlakuan hukum Islam, tetapi setidaknya menjadi pertimbangan logis ketika
hukum Islam itu diberlakukan. Sebab jika tidak demikian, maka akan
menimbulkan kesan pemaksaan dalam memberlakukan hukum Islam.

Kaitannya dengan middle theory menggunakan teori Ijtihad, yaitu bahwa
secara definisinya adalah perkara yang harus dilakukan dalam setiap masa ketika
ada suatu perkara baru yang mengharuskan suatu fatwa atau ijtihad baru. Oleh
karena itu, perlu memandang bahwa salah satu yang penting untuk dilakukan
dalam suatu masa tertentu, prioritasnya dalam mewujudkan kebaikan dan
menghindari keburukan, dan merealisasikan tujuan yang diinginkan syariat adalah
menentukan permasalahan-permasalahan pada suatu masa yang membutuhkan

ijtihad dan memaparkannya kepada para Mujahidin untuk mengaitkannya dengan
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kebaikan yang bersifat umum, khusus, dan jenis kebaikan lainnya.}™ Begitu pula
mengaitkannya dengan tindakan menghindari keburukan beserta jenis-jenisnya.
Tidak mungkin tindakan menghindari keburukan dan mewujudkan kebaikan
kecuali dengan ijtihad dalam permasalahan permasalahan tersebut. ljtihad boleh
dilakukan dalam setiap masa bagi yang mencapai tingkatan tersebut karena umat
sangat membutuhkan ijtihad dalam setiap masalah yang sering berubah-ubah.!’
Yusuf Al-Qardhawi juga berkata, ”Pintu ijtiad selalu terbuka dan tidak seorang
pun yang dapat menutup pintu tersebut setelah Rasulullah SAW membukanya.

Dan Ibnu Taimiyah berkata, “Menurut Madzhab Ahlussunnah wal Jama’ah bahwa

tidak ada dosa bagi orang yang berijtihad walaupun dia salah dalam ijtihadnya.'"®

Keterkaitan dalam Pertimbangan Hakim dalam perkara Putusan Nomor
126/Pdt.G/2013/PTA.JK. 1). Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta
yang ada akan tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan
pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk
Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam pasal 34
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, di samping itu sesuai dengan substansi Al-Qur’an Surat An-Nisa
ayat 32. Majelis Hakim menimbang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal
229 wajib memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan tumbuh di dalam
masyarakat. Memahami bahwa keadilan tidak mempunyai batas ruang dan waktu.

Sedangkan Undang-undang mempunyai batas (parsial) karena dibuat oleh

7% Abdus Salam, Figih Prioritas, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016), p. 406
75 Abdus Salam, Figih Prioritas, op. cit., p. 407
Abdus Salam, Figih Prioritas, op. cit., p. 402
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manusia, sehingga sangat mungkin suatu Undang-undang atau peraturan tidak bisa
digunakan pada suatu perkara yang kasuistis seperti ini. 2). Majelis Hakim
menimbang, walaupun mengesampingkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (asas
legal formal), hakim sebagai pembuat hukum (judge made law) harus lebih jeli
lagi melihat dasar-dasar keadilan berdasarkan nuraninya. Dimana dalam kasus ini
hakim melihat pihak Pembanding yang lebih banyak berkontribusi dalam
mengumpulkan harta bersama dan mempunyai itikad baik untuk menafkahi
keluarga. 3). Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan pembagian harta bersama
masing-masing untuk Pembanding 2/3 bagian dan untuk Terbanding 1/3 bagian.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pembanding lebih berperan
dalam pengumpulan harta bersama sehingga akan tidak adil jika dalam
pembagian harta bersama tersebut menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Pembanding dan Terbanding.

Analisi penulis dalam hal ini yaitu berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum
Islam tersebut harus dipahami bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan
istri jika kebutuhan rumah tangga semuanya ditanggung oleh suami karena
kewajibannya, akan tetapi lain hal apabila dalam hal ini dari dasar-dasar
petimbangan hakim di atas memberikan perbedaan pembagian tentang harta
bersama dikarenakan isteri memiliki andil yang lebih besar. Majelis Hakim
menimbang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 229 wajib memahami

nilai-nilai hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Memahami bahwa
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keadilan tidak mempunyai batas ruang dan waktu, sehingga mengartikan hal ini
sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Pengaplikasian mengenai apply theory, penulis menggunakan teori keadilan
bermartabat berangkat dari postulat (anggapan dasar) sistem; bekerja mencapai
tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia,
atau keadilan yang nge wong ke wong.*"’

Hukum dipahami oleh teori keadilan bermartabat sampai ke hakikat, esensi,
atau substansi yang dipikirkan. Hukum dalam perspektif teori keadilan
bermartabat tidak sekedar dilihat, atau dipahami melalui pengetahuan hasil
tangkapan inderawi atau physical saja, namun lebih dalam dari sekedar
pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat
menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu
pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi. Dengan
demikian, teori keadilan bermartabat dipahami bukan hanya sebagai suatu teori
hukum. Lebih daripada itu, teori keadilan bermartabat juga adalah suatu filsafat
hukum yang identik dengan suatu sistem hukum positif'’®

Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas
dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat
sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam,

hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi.'”® Suatu pandangan yang konkret

Y Ibid., p. 2
' Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, op.cit., p. 24
' Ibid., p. 25

153



dari teori keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau
mendekati pikiran Tuhan.'*°

Hal yang berkaitan dengan kasus tersebut artinya setiap putusan pengadilan,
pada bagian paling awal dari putusan tersebut pasti diselipkan kalimat “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Yang
berarti bahwa keadilan harus ditegakkan sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha
Esa, yakni Allah SWT. Tuhan menginginkan keadilan ditegakkan dengan seadil-
adilnya sesuai firman-Nya. Dan sesuai dengan kaidah amar dalam ushul figih “al-
ashlu fil amri lil wujub”, pada dasarnya perintah menunjukkan adanya suatu
kewajiban. Maka oleh karena itu, wajib hukumnya menegakkan keadilan.

Ketika terjadi sengketa harta bersama, hakim diharapkan bisa memberikan
keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Masalah ini sangatlah sensitif karena
berkaitan dengan kepemilikan harta benda. Hakim harus pandai menggunakan
pisau hukumnya jika tidak mau mencederai keadilan. Hal itu diperintahkan Allah
di dalam Q.S. al-Nahl (16) : 90, vaitu :
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Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran. (Q.S. al-Nahl (16) : 90)

Juga firman Allah dalam Q.S. al-Nisa’ (4) : 58, yaitu :
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. al-Nisa’ (4) : 58)

Pada putusan Nomor 126/Pdt.G/2013/PTAJK, hakim PTA Jakarta telah
berusaha memberikan keadilan bagi para pihak. Hal itu dilihat dari prosesnya yang
panjang, ketika Pembanding (yang dulunya Tergugat) tidak puas dengan putusan
hakim PA Jakarta Barat Nomor 1213/Pdt.G/2013/PA.JB lalu mengajukan banding
ke PTA Jakarta.

Menurut penulis, setelah menelaah kasus ini, hal itu telah sesuai dengan asas-
asas keadilan. Baik dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam/figih.

Putusan hakim yang paling mencolok adalah ketika hakim memutuskan
pembagian harta bersama untuk isteri atau Pembanding 2/3 dan untuk suami
(Terbanding) 1/3. Tentunya hakim mempunyai dasar-dasar yang kuat. Salah
satunya adalah di dalam mengumpulkan atau membeli tanah yang menjadi harta
bersama tersebut, lebih banyak andil dari Pembanding atau isteri. Dan di dalam
kehidupan rumah tangga pun, isteri lebih banyak menafkahi keluarga daripada
suami yang seharusnya mengambil tugas memberi nafkah.

Menurut penulis, pembagian harta bersama tersebut telah cukup adil
mengingat seharusnya suami lah yang menafkahi keluarga, namun pada

kenyataannya tidak demikian. Hal ini sesuai yang difirmankan Allah SWT dalam

Q.S. al-Tholag (65) : 7, yaitu :
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Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan
orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. al-Tholaq (65) : 7)

Juga dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda, yaitu : Dari Aisyah,
sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu
Sufyan seorang yang sangat pelit. Dia tidak memberi harta yang cukup untukku
dan anakku, kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya.”Maka
Rasulullah SAW bersabda,
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Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada
kami Sufyan dari Hisyam dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu ‘anha; Hindun, ibu
dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam;
"Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Apakah dibenarkan bila
aku mengambil dari hartanya secara sembunyi-sembunyi?" Maka Beliau

bersabda: "Ambillah buatmu dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk
mencukupi kamu.” (HR. Bukhari).'®!

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata : “ Memberi nafkah kepada
keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syariat menyebutnya sebagai
sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan

kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapat balasan apa-apa.

'8 Muhammad bin Islmail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut : Daar
Thaug an-Najah, 2001), p. 79
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Mereka mengetahui balasan apa yang diberikan kepada orang yang bersedekah.
Oleh karena itu, nafkah kepada keluarga juga adalah sedekah. Sehingga tidak
boleh memberikan sedekah kepada orang lain, sebelum mereka mencukupinafkah
keluarga sendiri.”*®?

Penulis berpendapat dari dalil-dalil di atas jelaslah bahwa yang harus memberi
nafkah kepada keluarga adalah suami. Namun di dalam perkara isteri yang lebih
dominan memberi nafkah bagi keluarga daripada suami seperti halnya putusan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK adalah hal
kasuistis, yang pembagian harta bersama juga tidak mungkin dibagi sama rata.
Isteri atau dalam perkara tersebut disebut Pembanding, masih menafkahi keluarga
karena gerakan dari hati nuraninya. Tidak melihat atau menuntut bahwa itu adalah
tugas suami atau Terbanding. Ternyata kebaikan Pembanding disia-siakan dan
seolah-olah Pembanding hanya dimanfaatkan sebagai “kuda tunggangan” untuk
memperkaya diri sendiri, yang terbukti ternyata Terbanding mempunyai deposito
dan tabungan ratusan juta yang tidak diketahui Pembanding.

Dalam keluarga sudah seharusnya saling bantu-membantu. Isteri jika
diperlukan bisa membantu suami dalam mencari nafkah, sebaliknya suami jika
diperlukan bisa membantu isteri dalam urusan rumah tangga. Rasulullah SAW
bersabda yang artinya:
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'8 |bnu Hajar al-Asgalani, Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari, Jilid X, p. 498
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya telah menceritakan
kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari
Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah dia berkata; Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap
isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku, apabila
sahabat kalian meninggal dunia maka biarkanlah dia (tinggalkanlah dia jangan
membicarakan keburukan- keburukannya).” Abu Isa berkata; "Hadits ini adalah
hadits hasan gharib shahih dari hadits Ats Tsauri, dan sangat sedikit perawi yang
meriwayatkannya dari Ats Tsauri, dan hadits ini diriwayatkan pula dari Hisyam
bin 'Urwah dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara mursal.
(HR. Tirmidzi).'®

Diketahui juga bahwa ternyata Terbanding mempunyai utang yang dibawanya
sebelum menikah dengan Pembanding. Dan utang tersebut dilunasi dengan uang
dari harta bersama Pembanding dan Terbanding selama dua tahun menikah.
Padahal dalam KHI pasal 93 ayat (2) jelas diterangkan bahwa utang masing-
masing harus ditanggung oleh masing-masing dan utang keluarga dibebankan
kepada harta suami. Namun pada kasus ini, Pembanding membantu melunasinya
dengan harta bersama, yang dalam harta bersama tersebut banyak dari hasil jerih
payah Pembanding. Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan orang yang
meringankan beban orang lain, terlebih lagi itu adalah suami dari Pembanding

sendiri. Allah SWT berfirman dalam Q.S. alBagarah (2) : 280, yaitu
Oalas 2801080 525 14808 By gynta ) Sl 30 55 OISTD5

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh
sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu,
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Bagarah : 280)

'8 Muhammad bin Isa Adhahak at-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Juz 5, (Beirut : Daar al-

Gharb al-Islami, 1998), p. 709
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Dari uraian di atas, Penulis mencermati bahwa jelas dalam putusan Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK, hakim telah menimbang
dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam atau figih. Dalam hukum
positif telah dikaji dari berbagai Undang-undang dan peraturan lainnya, sedangkan
dari hukum Islam atau figih telah dikaji dari dalil-dalil al-Qur’an, hadits, maupun
pendapat Ulama.

Maka dari itu, penulis telah menemukan jawaban bahwa dilihat dari hukum
positif maupun figih, putusan Nomor 126/Pdt.G/2013/PTAJK telah cukup
memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam menegakkan hukum harus ada tiga unsur yang selalu harus
diperhatikan, vyaitu : kepastian hukum (rechtsicherheit), kemanfaatan
(zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechttigkeit). Demikian, jika hakim hendak
memutuskan perkara, maka pijakannya harus pada tiga unsur tersebut.'®*

Sengketa harta bersama oleh orang yang beragama Islam harus diselesaikan di
Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan absolut yang tertuang di dalam
pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sengketa harta bersama merupakan masalah yang cukup rumit karena berkaitan
dengan harta benda suami isteri yang meminta bagian masing-masing tatkala

bercerai. Maka di sinilah hakim harus menggunakan tiga unsur di atas.

'8 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1993), p.2.
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Dalam Bab VII pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 119
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang harta benda dalam perkawinan,
diatur sebagai berikut :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
(Pasal 35 ayat (1))

“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta
bersama menyeluruh antara suami-isteri, sejauh tentang hal itu tidak ditentukan
lain dalam perjanjian perkawinan”

Jelaslah bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, menjadi
harta bersama. Pasal 35 ayat (1) UUP dan pasal 119 BW (Burgerlijk Wetboek)
menjadi landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Jakarta Barat, yang kemudian dikuatkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Jakarta untuk menetapkan sebidang tanah seluas 729 M? yang terletak di
Jakarta Barat sebagai harta bersama, karena di beli pada saat Pembanding dan
Terbanding masih terikat perkawinan. Namun putusan belum inkrah, pihak
Pembanding (yang dulu sebagai tergugat) tidak puas dengan putusan Hakim
Pengadilan Agama Jakarta Barat yang tertuang dalam putusan Nomor
1213/Pdt.G/2013/PA.JB, lalu mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta. Pembanding mengklaim bahwa tanah tersebut dibeli dengan jerih
payahnya pada tanggal 27 Februari 2009 (SHM Nomor 694/Palmerah Jakarta
Barat), namun dikarenakan dibelinya tanah tersebut pada saat perkawinan, maka
tanah tersebut merupakan harta bersama.

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan

antara suami dan isteri (harta bersama). Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat (1).
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Menegaskan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta isteri dan
suami karena perkawinan”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa “Pada dasarnya harta
isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta
suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Konsideransi dari
pasal ini adalah untuk melindungi hak masing-masing dan menghargai hasil jerih
payah satu pihak dengan pihak lain. Oleh karena itu perjanjian perkawinan
sangatlah penting jika di kemudian hari terpaksa harus membagi harta bersama
karena perceraian.

Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang
berkembang di Indonesia. Walaupun kata “gono-gini” berasal dari konsep adat
jawa, namun ternyata di daerah lain juga dikenal dengan konsep yang sama dengan
istilah-istilah yang berbeda, seperti “hareuta sirakeat” dari Aceh, “harta suarang”
dari bahasa Minagkabau, “guna kaya” dari bahasa Sunda, dan “duwe gabro” dari
Bali'®. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum positif di negara dalam
undang-undang dan aturan hukum lainnya.

Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) pasal 85 disebutkan
bahwa : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan ada harta masing-masing suami dan isteri”. Pasal ini telah
menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain,

Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya harta bersama dalam perkawinan,

%5 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta :

Transmedia Pustaka, 2008), p.10
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walaupun sudah menikah tetap tidak tertutup kemungkinan ada harta masing-
masing dari suami dan isteri.'*®

Penulis menyoroti tentang dasar hukum adanya harta masing-masing dalam
harta bersama, yakni Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) pasal
85 disebutkan bahwa : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak
menutup kemungkinan ada harta masing-masing suami dan isteri”. Dalam perkara
Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK, Pembanding dalam hal ini adalah isteri dari
Terbanding yang sebelum melaksanakan pernikahan, Pembanding mempunyai
perusahan PT. PGA yang bergelut di bidang pengadaan bibit jati yang sukses dan
lancar. Hasil dari perusahaan itu ternyata tidak hanya dinikmati sendirian oleh
Pembanding. Pembanding yang menafkahi keluarga bahkan anak dari isteri
pertama Terbanding pun ikut diayomi oleh Pembanding dari hasil peruasahaan
yang Pembanding jalankan. Seharusnya jika mengacu pada peran dan tanggung
jawab suami-isteri, apa yang dimiliki isteri baik itu dari harta bawaan atau harta
bersama, tidak wajib untuk dipakai menghidupi keluarga. Hanya dalam hal ini,
Pembanding mempunyai itikad baik dalam menghidupi keluarga.

Tanggung jawab suami memberi nafkah tertuang dalam pasa 34 ayat (1) UU
Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi
isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya. Hal serupa juga telah diatur di dalam BW (KUHPer),
yaitu pada pasal 107 ayat (2). Kemudian Kompilasi Hukum Islam menguatkannya

dalam pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya

' Ibid., p.13
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dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan
anak

3. Biaya pendidikan bagi anak

Suami menanggung nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu
harus ada transparansi pendapatan suami kepada isterinya. Tidak boleh
disembunyikan hanya karena takut dengan beban nafkah.

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta bersama suami dan isteri,
sebagaimana tertuang dalam pasal 35 ayat (1), namun bukan berarti dalam
perkawinan hanya ada harta bersama atau gono-gini yang diakui, hal ini
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 85 KHI yang menyatakan tidak menutup
kemungkinan ada harta masing-masing suami dan isteri dalam harta bersama
tersebut. Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut :

1. Harta Harta Bersama/Gono-gini

Harta bersama adalah harta yang diperolen selama masa perkawinan.
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 91 ayat (1), harta bersama bisa berupa
benda berwujud dan tidak berwujud. Suami dan isteri harus bisa menjaga harta
bersama ini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89,
sebagai berikut : “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri,

maupun hartanya sendiri”.
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2. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan isteri yang
diperoleh sebelum terjadinya perkawinan. Tentang harta bawaan, Undang-undang
Perkawinan pasal 35 ayat (2) mengatur, “Harta bawaan masing-masing suami dan
isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain”. Berdasarkan ketentuan ini, suami maupun isteri berhak
memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan
lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam
KHI pasal 87 ayat (1). Harta bawaan bukan termasuk dalam harta bersama. Suami
atau isteri berhak menggunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat
melakukan perbuatan hukum atas hartanya masing-masing. Dasarnya adalah
Undang-undang Perkawinan pasal 36 ayat (2), dan hal ini senada juga dinyatakan
dalam KHI pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta masing-masing
pasangan tidak bisa diotak-atik oleh pasangannyayang lain. Harta bawaan bisa saja
menjadi harta bersama jika dalam perjanjian perkawinan menyebutkan adanya
peleburan atau penyatuan antara harta bersama dan harta bawaan.

3. Harta perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki pribadi oleh suami
atau isteri setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta
ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan. Sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya Undang-undang
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Perkawinan pasal 35 ayat (2).**" Oleh karena adanya kebersamaan harta kekayaan
antara suami isteri, maka harta bersama menjadi milik keduanya. Untuk
menjelaskan hal ini sebenarnya ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu
hak milik dan hak guna, artinya mereka berdua sama-sama berhak menggunakan
harta bersama tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari
pasangannya. Jika suami hendak menggunakan harta bersama, dia harus meminta
persetujuan isterinya. Demikian juga sebaliknya, jika isteri hendak menggunakan
harta bersama, maka dia harus izin kepada suaminya

Undang-undang Perkawinan pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa
“Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak”.

Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu
pihak keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan
tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya dalam KHI pasal 92
: “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau
memindahkan harta bersama”

Suami atau isteri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai
barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal
ini, KHI pasal 91 ayat (4) mengatur bahwa : “Harta bersama dapat dijadikan

jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain”

'8 1smail Muhammad Syah, Pencarian Bersama Suami-isteri; Adat Gono-gini dari Sudut

Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1965), p.16.
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Penulis mencermati kasus dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK,
Terbanding yang dalam hal ini adalah suami dari Pembanding diketahui ternyata
memiliki deposito sebesar Rp. 505,209,963,00 yang disembunyikan dari
Pembanding. Jika deposito itu ada pada saat perkawinan masih berlangsung, maka
deposito tersebut juga seharusnya menjadi harta bersama sesuai ketentuan KHI
pasal 35. Namun rupanya Terbanding hendak mengelabui Pembanding hingga saat
perceraian Pembanding tidak mengetahui pasti berapa penghasilan Terbanding per
bulan, rekening tabungan, dan rekening koran.

Harta bersama jika ingin disimpan di bank atau dipindahkan atau digunakan
untuk apa saja, seharusnya dengan persetujuan kedua belah pihak.

Demikian juga ketentuan hukum harta bersama yang terkait dengan utang,
KHI pasal 93 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pertanggungjawaban terhadap utang
suami atau isteri dibebankan kepada hartanya masing-masing”. Maksudnya utang
yang secara khusus dimiliki oleh suami atau isteri menjadi tanggung jawab
masing-masing. Misalnya, salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum
mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Dalam kasus di atas, Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding, telah
mempunyai utang kurang lebih Rp. 1,000,000,000,00. Namun uang yang dipakai
untuk melunasi utang tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dua
tahun menikah yakni sebesar Rp. 1,000,000,000,00 hingga Rp. 1,500,000,000,00.
Jika merujuk pada hukum positif, seharusnya Terbanding harus melunasi utangnya

dengan hartanya sendiri, tidak boleh membebankan kepada Terbanding.
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Namun lain halnya ketika utang tersebut untuk kepentingan keluarga atau
utang tersebut ada pada saat perkawinan dan diketahui oleh kedua belah pihak,
maka bolehlah menggunakan harta bersama untuk pelunasannya. Bahkan
walaupun utang tersebut dipakai Terbanding untuk menafkahi keluarga
Pembanding dan Terbanding tetap saja hukum menyerahkan beban pelunasannya
kepada Terbanding yang dalam hal ini sebagai suami Pembanding. Ketentuan
tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Jika utang tersebut untuk
kepentingan keluarga, dalam KHI pasal 93 ayat (2), bahwa : “Pertanggungjawaban
terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada
harta suami”.

Menyoroti dalam putusan perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK, Majelis
Hakim telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama.
Dimana isteri mendapatkan 2/3 harta bersama, sedangkan suami hanya 1/3 harta
bersama. Meskipun suami tidak mempunyai andil terhadap perolehan harta
bersama tetapi masih mendapat bagian 1/3 dari harta bersama dengan
pertimbangan karena suami sebagai kepala rumah tangga telah mengayomi
keluarga antara lain memberikan izin isteri untuk bekerja dan suami telah
mengurusi anak.

Menurut penulis, hal ini sudah cukup memberikan keadilan bagi Pembanding
dan Terbanding dalam perkara tersebut. Harta bersama dibagi 2 bagian untuk
masing-masing pihak jika dalam kondisi normal, yaitu suami memberi nafkah
kepada keluarga, dan isterinya mengurus rumah tangga. Namun dalam hal ini,

perkara tersebut bisa disebut kasuistis. Harus melihat sejauh mana peranan suami
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dan isteri dalam mengumpulkan harta bersama tersebut dan bagaimana mereka
melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami-isteri. Walaupun tidak
sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, hakim lebih mengedepankan
keadilan. Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam pasal 28
Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman, yaitu
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Sebagai “wakil Tuhan”, hakim mempunyai wewenang
untuk membuat hukum, yang biasa disebut “Judge made Law”. Maka dari itu,
setiap putusan pasti diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.'® Memang keadilan
merupakan tujuan pokok Peradilan Agama, yaitu menyelenggarakan peradilan
agama, menegakkan hukum dan keadilan. Konsep di atas sesuai sebagaimana
diketahui tujuan hukum dalam kaidah-kaidah hukum, yaitu:

1. Hukum melindungi kebebasan setiap warga negaranya

2. Setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum

3. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan
masyarakat.'®

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus
menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturanperaturan

hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas

188

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 2006),
p.21.

189 Ahmad Kamil, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta; Prenada Media, 2005),
p.21.
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keadilan.’® Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian
hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan,

yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.**

Oleh karena itu, penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa putusan hakim dalam perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK
sudah benar dan telah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan
yang diatur dalam KHI karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan
adalah segala-galanya. Keberanian tersebut telah dipraktekkan dengan memahami
bahwa pasal 97 KHI yakni janda atau duda cerai mendapat setengah adalah jika
dalam ketentuan standar normal, dalam arti suami yang mencukupi semua
kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya
sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan kerumah
tanggaan, seperti memasak, mengasuh anak, mengurus kebersihan rumah dan lain-
lainnya. Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua
sama rata diantara suami dan isteri. Pembagian harta bersama seharusnya

dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana

yang merupakan hak suami dan mana yang hak isteri.

B. Penerapan Figih Kontemporer tentang Pembagian Harta Bersama akibat
Perceraian
Sampailah pada pembahasan inti yakni argumentasi dan pandangan antara
para ulama Islam tentang harta bersama dalam syariat juga dalam kompilasi

hukum Islam (KHI). Sejak awal umat Islam Indonesia tidak pernah diajarkan oleh

190

Sudarsono, Pengantar IImu Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), p.48
Titik Triwulan Tutik, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), p.34
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para guru serta kiyai dan para ajengan tentang adanya harta bersama dalam
pernikahan. Akhirnya sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa harta bersama
atau biasa yang dikenal dengan harta gono-gini itu bukanlah produk syariah,
melainkan produk adat, juga produk undang-undang Perdata yang itu warisan
kolonial. Ternyata, ada undang-undang yang disebut sebagai Hukum Islam justru
melegalkan dan mengesahkan keberadaan sesuatu yang sejak dulu dibantah.'%?

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta
kekayaan antara suami atau isteri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap
menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan
suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami'®®.

Jadi analisa secara garis besar hal di atas mengenai harta bersama sebenarnya
tidak dijumpai dalam kitab-kitab figih klasik. Pada saat itu, masalah harta harta
bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan
(ghair almufakkar) oleh para ulama figih masa lalu karena masalah harta bersama
baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa emansipasi wanita seperti yang
terjadi masa ini. Dengan kata lain, masalah harta bersama merupakan wilayah
hukum yang belum terpikirkan (ghairu al mufakkar fih) dalam hukum Islam,
sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad
dengan pendekatan giyas.

ljtihad berfokus dalam segala kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’

yang bersifat praktikal melalui kaedah istinbat (rumusan tentang hukum).
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Zarkasih, Gono-Gini, Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang, op.cit., p.22-25.
Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia. cet. 2. (Jakarta: Bulan
Bintang, 1978), p 38
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Sedangkan pengertian qiyas secara garis besar pengertiannya adalah
mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak dinashkan dalam Al-Qur’an
dengan hukum kasus lain yang dinashkan karena persamaan illat hukum.

Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan
masalah-masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama
merupakan wilayah keduniaan yang belum tersentuh oleh hukum Islam Klasik.
Hukum Islam kontemporer tentang harta bersama dianalisis melalui pendekatan
ijtihad, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan
perkawinan merupakan harta bersama.

Harta Kekayaan dalam Perkawinan mengantarkan bahwa seseorang yang telah
mukallaf atau telah berkedudukan sebagai subjek hukum dan telah mempunyai
tingkat rusyid atau cerdas dalam mengurus harta telah berhak memiliki harta dan
tidak lagi berada di bawah perwalian walinya. Dalam hal ini tidak terdapat beda
pendapat di kalangan ulama. Bebas bertindak hukum atas hartanya*®*

Dalam kitab-kitab figih tidak di kenal adanya pembauran harta suami isteri
setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan isteri
memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajiban, suami memberikan sebagian
hartanya itu kepada isterinya atas nama nafagah, yang untuk selanjutnya
digunakan isteri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta,
kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus

untuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.

9% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 175
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Bila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian untuk penggabungan harta,
apa yang diperoleh oleh suami atau isteri menjadi harta bersama, baru terdapat
harta bersama dalam perkawinan. Dengan semata telah terjadinya akad nikah tidak
dengan sendirinya terjadi harta bersama. Dengan demikian harta bersama dalam
perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi di dalam dua bentuk®® :

Pertama : adanya akad syirkah antara suami isteri, baik dibuat saat
berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya

Kedua : adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya
akad nikah.

Sejatinya masalah pembagian ini bisa saja dikompromikan dan bisa menjadi
legal dalam pandangan syariah jika memang menuruti apa yang telah ditentukan
dalam syariah.

Syariah tidak mengenal istilah harta bersama, akan tetapi syariah punya
praktek legal jika memang terjadi percekcokan antara suami dan isteri terkait harta

bersama atau pembagian harta bersama ketika perceraian, yaitu dengan ash-shulhu

[2)! ] (perdamaian) perjanjian.
Ash-Shulhu [ #ka)! ] ialah perjanjian untuk melakukan perdamaian antara

kedua belah pihak (suami isteri) setelah mereka berselisih.'*

19 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.,p. 176

Zarkasih, Gono-Gini, Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang, op.cit., p. 30.
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Allah SWT berfirman:
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Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-
Nisa’ : 128)

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang di ambil oleh suami isteri
setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus
merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, isteri merelakan hak-haknya kepada
suami demi kerukunan antar keduanya.

Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw :
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Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah
menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Agadi, telah menceritakan kepada kami
Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya
bahwa Rasulullah shallallahu ‘'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian
diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh
menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram “ (HR Tirmidzi)*®’

Jadi ketika memang ada perceraian, kedua belah pihak; suami dan isteri

melakukan perundingan damai terkait harta bersama yang masing-masing merasa

% Muhammad bin Isa Adhahak at-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Juz 3, (Beirut : Daar al-

Gharb al-1slami, 1998), p. 28
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memiliki dengan praktek shulhu. Dan tentu di lihat kadar usaha masing-masing,
tidak mesti sama rata 50:50, tapi tergantung peran masing-masing dalam
menghasilkan uang ketika masih dalam ikatan suami dan isteri. Dengan jalan ini
tentu lebih selamat, tidak ada aturan syariah yang dilanggar dan tidak ada juga
salah satu pihak yang dirugikan.*®

Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami isteri terpisah. Masing-
masing memiliki hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan
sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain, baik merupakan harta bawaan
masing-masing atau harta yang di peroleh salah seorang suami isteri atas usahanya
sendiri-sendiri maupun harta yang di peroleh oleh salah seorang karena hadiah
atau hibah atau warisan sesudah mereka menikah. Al-Qur’an tidak mengatur
lembaga harta bersama dalam perkawinan. Dalam kitab figih pun tidak menyebut
tegas mengenai harta bersama selama perkawinan yang disebut sebagai harta
kekayaan perkawinan.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa’ (4) : 32,
yaitu:

e sosb I8 OETA Oy aklab s i 148005

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para
wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu. (Q.S. al-Nisa’ : 32)
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Zarkasih, Gono-Gini, Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang, op.cit., p.32-35.
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Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kemunculan pasal-pasal tentang
harta bersama. Diantara argument tentang harta bersama ialah :**°

1. ‘Urf (Tradisi/Kebiasaan)

‘Urf merupakan suatu sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Hanafi dan
Maliki, yang berada di luar lingkup nash. ‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk
mu’amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah
berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu

sumber hukum dari ushul figh di ambil dari intisari sabda Nabi Muhammad Saw :
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Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami
'‘Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Sesungguhnya
Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad shallallahu
‘alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk
diriNya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati
para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat
sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu
NabiNya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum
muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka
pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk. (HR. Ahmad No. 3600)>*°

Hal di atas menunjukan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di
kalangan kaum muslimin dan di pandang sebagai perkara yang baik, maka perkara
tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Oleh karena itu ulama Madzhab

Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘Urf
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Zarkasih, Gono-Gini, Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang, op.cit., p.22-25.

2% Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 6
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), p. 84.
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yang shahih (benar), bukan yang Fasid (rusak/cacat), sama dengan yang
ditetapkan berdasarkan dalil syar’i. secara lebih singkat pensyarah kitab “al-
Asybah wa an-Nazhair” mengatakan bahwa “apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf’
statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i” dan juga Imam as-
Sakhasi dalam kitab “al-Mabsudh” berkata “apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf’
statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash "**

Para pendukung harta bersama mendapati memang sebelum pasal itu muncul,
budaya orang-orang Indonesia sejak lama telah menjalankan praktek harta
bersama. Karena adat inilah yang kemudian memunculkan pasal-pasal tersebut
dalam Undang- undang resmi Negara.

Menurut ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapat harta mereka
sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula bagi perempuan akan mendapatkan
haknya sesuai dengan jerih payahnya. Maka, ketika terjadi perceraian masing-
masing suami dan isteri berhak mendapatkan apa yang mereka telah usahakan.

Konsep harta bersama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hanya
merupakan produk hukum adat, yang kemudian dikonsepkan di dalam hukum
positif Indonesia. Di dalam hukum Islam atau figih sendiri, membolehkan
kebiasaan masyarakat atau adat yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat
Islam diadopsi menjadi hukum positif. Di dalam ushul figih adat kebiasaan disebut
“Urf”. “’Urf” ini bisa menjadi sandaran hukum sesuai dengan kaidah yang

menyatakan :

2°* Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2014), p. 442-443
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FREFA

“Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum”.

Namun adat kebiasaan ini tidak serta merta harus diadopsi menjadi hukum
positif. Adat tersebut harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. ‘Urf berlaku umum;

2. Tidak bertentangan dengan nash syar ’i;

3. “Urf tersebut sudah berlaku sejak lama, bukan kebiasaan yang baru saja
terjadi;

4. Tidak bertentangan dengan tashrih (makna termaktub/tersurat).

Oleh karena itu, sah-sah saja jika dalam perkawinan suami-isteri bersepakat
mengadakan persatuan harta.

Jadi, ‘urf atau adat dan kebiasaan menjadi argument pertama dari para ulama
pendukung harta bersama. Ditambah lagi bahwa memang tidak ada dalil syar’i
baik dari nash Al-Quran maupun Hadits Nabi SAW yang melarang untuk
menjadikan harta suami-isteri itu harta bersama.

Bahwa para ulama dan ahli figih tidak membicarakan harta bersama dalam
kitab-kitabnya, itu didasari oleh budaya/kultur (timur tengah). Budayanya memang
suamilah yang menafkahi seluruh kebutuhan keluarga dan isteri hanya berdiam di
rumah melayani suami. Pun ketika memulai pernikahan, suami sudah punya harta

untuk keluarga dan isteri dalam status tak berharta.?%?
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Berbeda dengan budaya Indonesia yang kedua pihak; suami dan isteri,
masing-masing berangkat memulai perkawinan dari nol harta. Sama sekali tidak
punya harta, barulah setelah mereka bersama, mereka memulai mencari dan
berpenghasilan.

Menurutnya memang tidak ada dalil syar’i baik dari nash Al-Quran maupun
Hadits Nabi yang melarang untuk menjadikan harta suami-isteri itu harta bersama.

Karena tidak ada dalilnya, maka ini termasuk perkara yang didiamkan oleh syariah

atau amrun maskuutun ‘anhu [4s < i ]. 2% Karena perkara ini didiamkan

oleh syariah, maka hukumnya dikembalikan kepada ‘urf dan kebiasaan setempat.

Jadi menurutnya tidak ada masalah mempraktekkan hukum harta bersama
dalam masyarakat Indonesia yang memang sejak dahulu telah mengamalkannya
sebagai budaya yang tidak ditinggalkan.

2. Syirkah Abdan

Argumen para pendukung adanya harta bersama setelah menggunakan ‘urf,
dilihat dari segi muamalah. secara optimis menyatakan bahwa harta bersama juga
diakui oleh syariah dengan adanya kerja-bersama antara suami dan isteri.

Dalam muamalah dikenal adanya akad syirkah antara dua pihak atau lebih
dalam sebuah usaha, yang kemudian hasil dari usaha tersebut menjadi milik

mereka dan dibagi sesuai hasil kesepakatannya. Sejatinya apa yang dilakukan oleh
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suami dan isteri itu ialah koperasi 2 badan yang dikenal dalam syariah dengan

istilah syirkah abdan (ol iss).2%

Harta bersama di dalam figih bisa disebut sebagai hasil syirkah. Ada dua
pendapat yang mengenai harta bersama (syirkah) dalam Islam. Ada pendapat yang
menyatakan harta bersama dapat terjadi dalam perkawinan Islam. Dengan adanya
pernikahan, terjadi perkongsian terbatas (syarikatur rajuli filhayati), yaitu kongsi
sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup, maka antara suami isteri
dapat terjadi syirkah Abdaan (perkongsian tidak terbatas), syirkah di bidang
pemberian jasa atau melakukan pekerjaan (perkongsian tenaga). Kekayaan bersatu
karena syirkah seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan akibat
usaha/pekerjaan bersama.

Pendapat bahwa Islam tidak mengenal harta bersama kecuali dengan tegas
dilakukannya syirkah, hal ini bersandar pada pendapat yang mengatakan bahwa
tidak ada harta bersama, harta yang menjadi hak isteri tetap menjadi milik isteri
dan tidak dapat diganggu gugat termasuk oleh suami, begitu pula apa yang
diusahakan oleh suami keseluruhannya tetap menjadi hak milik suami kecuali bila
ada syirkah, perjanjian bahwa harta suami-isteri tersebut bersatu. Dalam Al-Qur’an
surat al-Nisa’ ayat 32 hanya menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-
sama berlaku atau berusaha dan untuk memperoleh rezeki dari usahanya. Tidak
menyebutkan adanya harta bersama. Ahli-ahli yang berpendapat bahwa tidak ada

harta bersama dalam Islam di antaranya adalah Satria Effendi dan Abdullah
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Siddik. Sedangkan ahli-ahli yang menyatakan adanya harta bersama dalam Islam,
salah seorang di antaranya adalah Sayuti Thalib.?®® Masalah syirkah atau harta
bersama asal mulanya dari hukum adat. Hal ini kemudian diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam, dalam Bab XIII.

Penulis berpendapat bahwa bentuk dari syirkah ialah sang suami bekerja
menghasilkan uang dari usahanya dan sang isteri membantu melayaninya dan
memenuhi segala kebutuhannya di rumah. Tugas melayani dan memenuhi
kebutuhan suami di rumah itu menunjang kinerja suami dalam menghasilkan
penghasilan dari usahanya itu. Harta bersama dapat digiyaskan dengan syirkah
karena dipahami isteri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang
bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya.
Maksudnya, isteri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti
memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan
pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya
tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi sejatinya isteri punya andil besar dalam
usaha yang dihasilkan oleh suaminya tersebut. Mungkin saja, kalau tidak ada isteri
yang memenuhi kebutuhan suaminya di rumah, kinerja sang suami bisa menurun
atau bahkan memburuk. Begitu beberapa pendukung adanya harta bersama dalam
budaya masyarakat Indonesia. 2%

Dalam perspektif figih Islam, sebagian ulama menganggap harta bersama

sebagai harta syirkah yaitu syirkah kepemilikan (syirkah milik/syirkah amlak).

2% sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), p. 54
2% gyrdarsona, Pokok-pokok Hukum Islam (Cet. I; Jakarta : Rineka Cipta, 1992), p. 450
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Adapun yang dimaksud dengan syirkah kepemilikan yaitu : Kepemilikan bersama
atas suatu barang diantara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya salah
satu sebab epemilikan (seperti jual beli, hibah, wasiat dan waris), atau karena
adanya pencampuran harta benda yang sulit untuk dipilah-pilah dan dibedakan
lagi. Secara garis besar dalam syari’at Islam, syirkah amlak/milik adalah
perkongsian dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad®®’

Adanya harta bersama dalam sebuah rumah tangga pada mulanya didasarkan
atas ‘urf®® yang tidak memisahkan antara hak suami dan isteri. Karena begitu luas
pengertian dari harta bersama ini sehingga dengan jelas akan tergambar ruang
lingkup dari harta bersama. Adapun yang dimaksud dengan ruang lingkup harta
bersama adalah untuk mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan
apakah suatu harta termasuk atau tidak dalam objek harta bersama dalam suatu
perkawinan. Berdasarkan ketentuan pada pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, maka
dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan terdapat dua jenis harta kekayaan
yaitu harta yang di dapat sebelum perkawinan yang disebut harta bawaan dan harta
yang diperoleh dalam perkawinan yang disebut dengan harta bersama.?®®

Analisis penulis mengenai hal di atas yaitu kedua jenis harta kekayaan ini
tidak bisa dicampur adukkan karena kedudukannya merupakan jenis yang berbeda
yang sifatnya berdiri sendiri. Dalam pasal 35 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974

menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh secara perkawinan menjadi harta

% Rachmat Syafe’l, Figih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), p. 187
2% Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang dan telah menjadi tradisi mereka,
baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Lihat, Abdul Wahhab Khallaf,
IImu Ushul Figh (Cet. | : Semarang : Bina Utama, 1994), p. 123.
2% Ratna Lukito, Islamic Law and Adat Encounter The Experience of Indonesia (Jakarta:
Logos, 2001), p. 109
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bersama. Ini menunjukkkan bahwa segala sesuatu yang didapatkan selama
perkawinan menjadi hak kedua suami isteri. Hal ini akan terbagi pada saat
perkawinan ini putus demi hukum baik karena perceraian, kematian ataupun
karena putusan Pengadilan. Penegasan seperti ini juga dapat dilihat pada
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kedudukan suami isteri Pasal 79 dalam
Pasal tersebut menegaskan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang
dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan
hidup bersama dalam masyarakat, dan juga pada bagian harta kekayaan dalam
perkawinan Pasal 97 termaktub bahwa Janda atau Duda cerai hidup, masing-
masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan, artinya suami dan isteri berhak mendapat setengah bagian
dari harta bersama, terkecuali ada beberapa faktor yang membuat pembagian yang
berbeda.

Terkait hal tersebut yang dikemukakan di atas, Ibnu Qayyim mengemukakan
bahwa transformasi hukum Islam senantiasa beriringan dengan transformasi
tradisi. Prinsip ini memberi posisi penting bagi tradisi sebagai pemegang kunci
transformasi hukum Islam. Artinya, jika terjadi perubahan tradisi itu akan diikuti

oleh perubahan hukum Islam.

Jika dikaji secara umum, pemikiran hukum Islam di atas, secara
representatif mendukung prinsip tradisi sebagai kunci penyebab transformasi
hukum Islam. Secara sosiologis, tradisi atau adat istiadat merupakan bentuk

kontrol sosial tertua. Tradisi merupakan seperangkat prosedur yang muncul secara
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bertahap dari generasi ke generasi lainnya sampai terjadinya keyakinan sosial.
Dalam bukunya, I’lam al-Muwaqqi’in, lbnu Qayyim mengemukakan teorinya
yaitu :

JIs31g 1Sy La)¥ iy 2SI s

Dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari
inamika perubaan waktu, tempat dan kondisi sosial masyarakat tersebut.

Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabakan
adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat. Dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa
adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk kepada esensi
syariat Islam yang senanatiasa berasaskan kemaslahatan manusia. Syariat tersebut
bertujuan mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Setiap
masalah yang yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan
dengan syariat Islam.

Oleh karenanya tidak heran jika dalam kaidah fighiyah banyak yang

berargumentasi yaitu,
Lads g 1359 8yl Aall as y9uy WS-

keberadaan hukum itu berkutat pada keberadaan "‘illat" (sebab)-nya. Ada
"llat" ada hukum, tak ada "‘illat" tak ada hukum.

Dengan kata lain, ketika manusia mengalami perkembangan dan perubahan
dalam struktur sosial masyarakat, pada saat itu pula terdapat kemudahan-

kemudahan untuk menjalankan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada.
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BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dari bab pertama hingga bab ke empat,
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandasan dari rasa
keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih
kepada hukum yang timbul pada masyarakat (KHI pasal 229). Pandangan
Kompilasi Hukum Islam secara umum membagi pembagian harta bersama
adalah separuh untuk masing-masing pihak (KHI pasal 97). Akan tetapi
pasal 97 KHI ini harus dipahami dengan syarat nafkah keluarga
ditanggung oleh suami sepenuhnya. Artinya hal tersebut berdasarkan pada
standar normal yakni suami yang seharusnya mencukupi kebutuhan rumah
tangga baik sandang, pangan, tempat tinggal maupun kebutuhan rumah
tangga lainnya dengan dibantu isteri yang mengurusi rumah tangga.
Praktek di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam putusan No.
126/Pdt.G/2013/PTA.JK. pembagiannya adalah 1/3 untuk Terbanding
(suami) dan 2/3 untuk Pembanding (isteri) dengan pertimbangan karena
harta bersama merupakan hasil jerih payah Pembanding. Terbanding
masih mendapat bagian 1/3 dari harta bersama hanya karena pertimbangan
masih mengurusi anak dan memberikan izin kepada Pembanding untuk

bekerja. Di sisi lain mengapa Pembanding mendapat 2/3 bagian harta
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bersama, antara lain adalah Pembanding ikut melunasi utang Terbanding
yang dibawa sebelum menikah, Pembanding juga ikut menafkahi anak-
anak dari isteri pertama Terbanding, Pembanding tidak menerima nafkah
sesuai penghasilan Terbanding karena tidak ada transparansi pendapatan
Terbanding, dan Terbanding pernah melukakan tindak pidana pemalsuan
pendirian perusahaan tanpa sepengetahuan Pembanding.

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2013/PTAJK telah sesuai dan tidak
berbenturan dengan hukum positif di Indonesia, baik dengan KUHPer,
Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan
lainnya. Hakim membagi harta bersama tersebut sekaligus memperbaiki
putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang tadinya %2 untuk masing-
masing pihak menjadi 2/3 bagian untuk Pembanding dan 1/3 bagian untuk
Terbanding. Hal itu berdasarkan beberapa landasan hukum. Yaitu, tentang
kewajiban nafkah oleh suami dalam pasal 34 ayat (1) UUP, pasal 107 ayat
(2) KUHPer, dan pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4) KHI, yang menyatakan
seharusnya suami yang memberi nafkah bagi keluarga, namun pada
kenyataannya pada perkara tersebut isteri yang bekerja memberi nafkah
bagi keluarga.

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2013/PTAJK telah sesuai dan tidak
bertentangan dengan hukum Islam atau figih. Dalam Q.S. al-Tholaq : 7,
Allah mewajibkan nafkah oleh suami kepada anak dan isterinya. Begitu
pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam

Muslim. Kemudian pendapat dari Al-Hafizh Ibnu Hajar al Asqgalani dalam
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Kitab Fathul Bari’. Namun dalam perkara tersebut, Pembanding (isteri)
yang bekerja untuk menafkahi keluarga, bahkan menafkahi anak-anak dari
isteri pertama suami (Terbanding)

. Salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa
Indonesia adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa
tersebut. Adat yang dimiliki oleh beberapa daerah adalah berbeda-beda,
meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena
itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan Bhinneka Tunggal Ika,
yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu
berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat
hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan
endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah
mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut. Dalam Hukum
Adat dan Hukum Harta Perkawinan tentang Perkawinan dinyatakan bahwa
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Untuk mencapai kebahagiaan tersebut salah satu faktor yang menentukan
adalah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi guna mencukupi keperluan
hidup bersama-sama, yang nantinya akan dipergunakan oleh suami isteri
untuk membiayai ongkos kehidupan beserta anak-anaknya. Kekayaan
duniawi tersebut populer dengan istilah “harta perkawinan/harta bersama”.

Konsep harta bersama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hanya
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merupakan produk hukum adat, yang kemudian dikonsepkan di dalam
hukum positif Indonesia. Di dalam hukum Islam atau figih sendiri,
membolehkan kebiasaan masyarakat atau adat yang baik yang tidak
bertentangan dengan syariat Islam diadopsi menjadi hukum positif. Di

dalam ushul figih adat kebiasaan disebut “’Urf”. “’Urf’ ini bisa menjadi
sandaran hukum sesuai dengan kaidah yang menyatakan : Aa&ak Sl

“Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum”. Dalam perspektif
figih Islam, menganggap harta bersama sebagai harta syirkah yaitu syirkah
kepemilikan (syirkah milik/syirkah amlak). Adapun yang dimaksud
dengan syirkah kepemilikan yaitu : Kepemilikan bersama atas suatu
barang diantara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya salah satu
sebab kepemilikan, atau karena adanya pencampuran harta benda yang
sulit untuk dipilah-pilah dan dibedakan lagi. Secara garis besar dalam
syari’at Islam, harta bersama dianalogikan dengan syirkah amlak/milik
adalah perkongsian dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa
adanya akad, Dalam muamalah dikenal adanya syirkah antara dua pihak
atau lebih dalam sebuah usaha, yang kemudian hasil dari usaha tersebut
menjadi milik mereka dan dibagi sesuai hasil kesepakatannya. Sejatinya

apa yang dilakukan oleh suami dan isteri itu ialah koperasi 2 badan yang
dikenal dalam syariah dengan istilah syirkah abdan (Ol A4S ),

bentuknya ialah sang suami bekerja menghasilkan uang dari usahanya dan

sang isteri membantu melayaninya dan memenuhi segala kebutuhannya di
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rumah. Tugas melayani dan memenuhi kebutuhan suami di rumah itu
menunjang kinerja suami dalam menghasilkan penghasilan dari usahanya
itu. Hadirnya Kompilasi Hukum Islam adalah Figh Indonesia yang disusun
dengan memperhatikan kondisi hukum umat Islam di Indonesia. la bukan
merupakan madzhab baru, tetapi ia mengarah pada menyatukan (unifikasi)
berbagai pendapat madzhab dalam hukum Islam, dalam rangka upaya
menyatukan persepsi para hakim tentang hukum Islam, menuju kepastian
hukum bagi umat Islam yang menyatakan bahwa harta bersama ialah harta
yang diperoleh selama perkawinan. Jika dikaji secara umum, pemikiran
hukum Islam di atas, secara representatif mendukung prinsip tradisi
sebagai kunci penyebab transformasi hukum Islam. Secara sosiologis,
tradisi atau adat istiadat merupakan bentuk kontrol sosial tertua. Tradisi
merupakan seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap dari
generasi ke generasi lainnya sampai terjadinya keyakinan sosial, dalam
bukunya, I’lam al-Muwaqqi’in, Ibnu Qayyim mengemukakan teorinya
yaitu Dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas
dari inamika perubaan waktu, tempat dan kondisi sosial masyarakat
tersebut. Serta pendapat kaidah ushuliyah yang lain mengemukakan
keberadaan hukum itu berkutat pada keberadaan "‘illat" (sebab)-nya. Ada

"Gllat" ada hukum, tak ada "‘illat" tak ada hukum
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B. Saran-Saran

Dalam kesempatan ini kiranya penulis dapat menyampaikan beberapa

saran sebagai berikut :

1.

Menghimbau kepada Majlis Hakin Pengadilan Agama untuk
mengedepankan asas keadilan dalam mencermati dan menafsirkan pasal
dalam undang-undang yang akan dijadikan dasar pijakan hukum dalam
mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara serta
diharapkan Hakim meninjau kembali faktor-faktor yang terjadi dalam
suatu perkara dengan teliti sehingga tidak salah dalam memberikan amar
putusan.

Agar kepada masyarakat memahami akan adanya salahsatu konsep figih
kontemporer dalam memahami perkara-perkara yang ada sehingga

hukum benar-benar mengandung beberapa unsur dari aspek analisa.
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PUTUSAN

Nomor 1213/Pdt.G/2013/PA.JB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara

cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan
karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan
swasta, tempat tinggal dahulu di Jakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berhubungan dengan perkara

ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2013 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam register perkara
Nomor 1213/Pdt.G/2013/PA.JB. tanggal 23 Agustus 2013 pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan No. 1213/Pdt.G/2013/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor XXXXXXX tanggal 11 Juni 2005;

2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat;

3 Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur
(ba’da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang
anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur XX tahun;

4 Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun dan damai, namun sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:

a. Tergugat dan Penggugat berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga;

b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN
LAIN (WIL);

c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi;

5 Bahwa, selanjutnya pada pertengahan tahun 2006, Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan
selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak
diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

6 Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian penggugat
mencari keberadaan Tergugat di ke rumah orang tua Tergugat namun Penggugat
tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

7 Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan
musyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil ;

8 Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan
Tergugat karena Tergugat telah tidak memperdulikan nasib Penggugat selama 1
tahun sehingga Penggugat menderita lahir batin;

9 Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:
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1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain,
maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan Pengadilan Agama
Jakarta Barat Nomor 1213/Pdt.G/2013/PA.JB.;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan oleh karena
Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi
sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi,
kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat, dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa Penggugat telah melengkapi surat gugatannya dengan surat keterangan
Lurah tentang ghaibnya Tergugat Nomor XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah
Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, tanggal 22 Agustus 2013;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, atas nama
Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai
secukupnya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, tanggal 11 Juni 2005 (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua
orang saksi terdiri dari ibu kandung Penggugat dan bibi Penggugat yang memberikan
keterangan di bawah sumpah bernama:

1 SAKSI 1, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Barat,
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu

kandung Penggugat
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e Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tanggal 11 Juni 2005;

e Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat;

e Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

umur XX tahun;
e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan, telah terjadi pertengkaran

antara Penggugat dengan Tergugat;

e Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena
Tergugat pacaran lagi dengan wanita lain yang bernama Dian;

e Bahwa sejak 7 tahun lalu, keduanya telah berpisah tempat tinggal karena
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

e Bahwa tempat tinggal Tergugat saat ini tidak diketahui lagi, meskipun telah
dicari oleh Penggugat;

e Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu
Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi;

1 SAKSI 2, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Barat,
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
bibi Penggugat

e Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tanggal 11 Juni 2005;

e Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat;

e Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
umur XX tahun;

® Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak keduanya menikah selama satu tahun, telah terjadi

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
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e Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena
gangguan pihak ketiga, yaitu Tergugat pacaran lagi dengan wanita lain;
e Bahwa sejak 7 tahun lalu, keduanya telah berpisah tempat tinggal, Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat;
e Bahwa tempat tinggal Tergugat saat ini tidak diketahui lagi, meskipun telah
dicari oleh Penggugat;
e Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu
Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi;
Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-
hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah Nomor XXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan
dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat,
tanggal 11 juni 2005, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
alat bukti oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti
yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka terlebih dahulu

dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jakarta Barat

berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi surat gugatannya dengan
surat keterangan Lurah tentang ghaibnya Tergugat Nomor XXXXXXX, yang
dikeluarkan oleh Lurah Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, tanggal
22 Agustus 2013, ternyata Termohon tidak dikatahui lagi tempat tinggalnya, sehingga
pemanggilan Termohon dilakukan melalui mass media (pasal 27 PP No. 9 tahun
1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok
permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya
dengan sebab Tergugat dan Penggugat berbeda pendapat dalam mengurus rumah
tangga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dian dan Tergugat dan
Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan kedua belah pihak telah berpisah
rumah sejak pertengahan tahun 2006;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun
mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan oleh
karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi
sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi,
dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka
untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak,
penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
menghadirkan dua orang saksi terdiri dari teman dekat Penggugat yang memberikan
keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat berasal dari teman
dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat, telah dewasa dan telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat
diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan

persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:
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e Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis namun sejak tahun 2006 telah terjadi pertengkaran antara keduanya;

e Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena
Tergugat pacaran lagi dengan wanita lain yang bernama Dian;

e Bahwa sejak 7 tahun lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
rumah, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

e Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar
menunggu Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi;
Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan

terus menerus telah dikuatkan dengan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dan
mendukung alasan Penggugat dimana memang benar rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka majlis
berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan
pasal 172 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali;

e Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan
sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat
tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah
berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa
perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya,
maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari
pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada
memperoleh kemaslahatan ( );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta
tersebut di atas, maka tidaklah sewajarnya penggugat mau mengorbankan
perkawinannya dengan tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama
dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila
unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai
dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa
rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi
harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka majlis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil
gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19
huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b
dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan
terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama ayat 1 dan 2, Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya
30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, oleh karenanya majlis
memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta
Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus
orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang resmi menurut hukum meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Pengadilan Agama
Jakarta Barat Nomor 1213/Pdt.G/2013/PA.JB. dan gugatan Penggugat beralasan dan
tidak melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan dengan

verstek (Pasal 125 HIR);
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini
harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di jakarta Barat dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2013 M,

bertepatan dengan tanggal 6 Robi’ul Awwal 1435 H oleh Kami Drs. H. Shonhaji,

M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Badruddin, M.H., dan Drs. M. Rizal, S.H.,

M.H., masing-masing hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hakim-hakim Anggota dan Hikmayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Ketua Majelis,

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Badruddin, M.H. Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmayati, S.H.

Perincian Baya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan Rp. 300.000,-
- Redaksi Rp.  5.000,-
- Materai Rp.  6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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